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Bab 1. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

A. Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah 

Di dalam Pasal 6, UU No. 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Presiden selaku Kepala 

Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari 

kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan sebagaimana dimaksud selanjutnya: 

1. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah 

dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; 

2. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; 

3. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk 

mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.  

Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten 

atau walikota bagi daerah kota. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, 

gubernur/bupati/ walikota mempunyai kewenangan: 

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD 

2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah 

3. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang 

4. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran. 

5. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah. 

6. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. 

7. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah. 

8. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran 

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, selanjutnya 

melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: 

1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; 

2. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola 

keuangan daerah (PPKD); dan 
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3. Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna 

barang 

 

B. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekretaris Daerah) 

Koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah sekretaris daerah yang mempunyai 

tugas koordinasi di bidang: 

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD 

2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; 

3. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 

4. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD; 

5. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; 

dan 

6. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD. 

Selain tugas-tugas di atas, koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai 

tugas: 

1. Memimpin tim anggaran pemerintah daerah; 

2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; 

3. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; 

4. Memberikan persetujuan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran – SKPD 

(DPASKPD); 

5. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan 

kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. 

Koordinator pengelolaan keuangan daerah mempertanggungjawabkan seluruh 

pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah. 

 

C. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah (SKPKD), yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 

bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD). 

PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui 

sekretaris daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, PPKD mempunyai tugas 

sebagai berikut: 
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1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 

2. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 

3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah; 

4. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; 

5. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

6. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. 

Sebagai pengelola APBD, PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya 

dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: 

1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD 

2. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD 

3. Melaksanakan pemungutan pajak daerah 

4. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan 

5. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 

6. Menyajikan informasi keuangan daerah 

7. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik 

daerah. 

Sebagai pengelola APBD, menurut PP Nomor 56 Tahun 2005, PPKD bertugas 

menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah, yaitu 

Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri atau Menteri Teknis terkait sesuai kebutuhan. 

Penyediaan informasi dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis atau media lainnya. 

PPKD juga bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD). Menurut PP Nomor 58 

Tahun 2005, dalam kapasitasnya sebagai BUD, PPKD berwenang: 

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

2. Mengesahkan DPA-SKPD; 

3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 

5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 

6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga 

keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 

7. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 

8. Menyimpan uang daerah; 

9. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) 

10. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; 
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11. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban 

rekening kas umum daerah; 

12. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; 

13. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 

14. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 

15. Melakukan penagihan piutang daerah; 

16. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

17. Menyajikan informasi keuangan daerah; 

18. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik 

daerah. 

Bendahara Umum Daerah wajib menyampaikan laporan atas pengelolaan uang yang 

terdapat dalam kewenangannya kepada Kepala Daerah setiap hari kerja. Laporan tersebut 

berupa Laporan Posisi Kas Harian dan Rekonsiliasi Bank. 

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD, yang 

melaksanakan sebagian tugas BUD. Penunjukan kuasa BUD tersebut ditetapkan dengan 

keputusan kepala daerah. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian tugas BUD. Kuasa BUD mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya 

kepada PPKD. Kuasa BUD mempunyai tugas: 

1. menyiapkan anggaran kas; 

2. menyiapkan SPD; 

3. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

4. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah. 

Selain melaksanakan hal yang sudah menjadi tugasnya, Kuasa BUD juga melaksanakan 

kewenangan berikut ini: 

1. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga 

keuangan lainnya yang telah ditunjuk. 

2. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD. 

3. Menyimpan uang daerah. 

4. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi. 

5. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban 

rekening kas umum daerah. 

6. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah. 

7. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 

8. Melakukan penagihan piutang daerah. 
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D. Pejabat Pengguna Anggaran/Barang 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 

daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. SKPD dikepalai oleh kepala 

SKPD yang merupakan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi SKPD yang dipimpinnya. 

Dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran (PA), kepala SKPD merupakan pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

SKPD yang dipimpinnya, sedang dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Barang, kepala SKPD 

merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 

Selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah, kepala SKPD mempunyai tugas 

sebagai berikut: 

1. Menyusun anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang dipimpinnya ; 

2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA); 

3. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 

5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 

6. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 

dipimpinnya; 

7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. 

8. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan 

kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan 

9. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris 

daerah. 

Dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, 

Kepala SKPD berwenang: 

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 

2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

3. Menggunakan barang milik daerah; 

4. Mengawasi pelaksanaan anggaran; 

5. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang 

telah ditetapkan; 

6. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). 
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Dalam melaksanakan tugas-tugas pejabat pengguna anggaran/pengguna barang (kepala 

SKPD) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD 

selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran tersebut ditetapkan 

oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD, dan didasarkan pada: pertimbangan tingkatan 

daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, 

rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pelimpahan sebagian kewenangan 

tersebut meliputi: 

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 

2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 

3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

4. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang 

telah ditetapkan; 

5. menandatangani surat perintah membayar langsung (SPM-LS) dan surat perintah 

membayar tambah uang persediaan (SPM-TU); 

6. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan 

7. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang 

dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. 

Kuasa pengguna anggaran (KPA) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada pengguna anggaran. 

Menurut Perpres No 54 Tahun 2010, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

memiliki tugas dalam proses pengadaan barang dan jasa meliputi: 

1. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan 

2. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat 

Penerima Hasil Pekerjaan 

3. Menetapkan paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya di atas Rp 100 M 

4. Menetapkan paket pengadaan Jasa Konsultasi diatas Rp 10 M 
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Gambar 1. Pelimpahan Kekuasaan Kewenangan PKD 

 

E. Pejabat Pembuat Komitmen 

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Menurut Permendagri Nomor 21 tahun 2011, 

Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan 

perundangundangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pejabat pengguna 

anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat pembuat 

komitmen dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD 

selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Dengan demikian Kuasa Pengguna 

Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan pejabat yang melaksanakan 

kewenangan PA/KPA untuk mengambil kuputusan dan/atau tindakan yang dapat 

mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah. 

Menurut Perpres No 54 tahun 2010, PPK memiliki tugas meliputi: 

1. Menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa meliputi spesifikasi teknis, rincian 

harga pekiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak 

3. Menyetujui bukti pembelian serta menandatangani bukti kwitansi, surat perintah kerja, dan 

Surat Perjanjian. 

4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa 

5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak. 

6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA 

7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada KPA 

8. Melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran dan hambatan 

pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA 



 8 

9. Mengusulkan kepada PA/KPA terkait perubahan paket pekerjaan, perubahan jadwal 

kegiatan pengadaan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dapat menetapkan tim pendukung pengadaan 

barang dan jasa (tim teknis) dan tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer). 

 

F. Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan 

Panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan adalah pejabat 

yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang bertugas memilih 

penyedia barang/jasa. Menurut Perpres No 54 Tahun 2010, Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit 

Layanan Pengadaan) dan pejabat pengadaan bertugas melaksanaan pengadaan barang dan jasa 

yang menggunakan dana yang bersumber dari APBN/APBD. Pokja ULP diwajibkan 

melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp.200.000.000, serta pengadaan 

jasa konsultansi di atas Rp.50.000.000. Pejabat pengadaan diwajibkan melaksanakan 

pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan 

memiliki tugas meliputi: 

1. Menyusun rencana penetapan penyedia jasa barang/jasa 

2. Menetapkan dokumen pengadaan 

3. Menetapkan besaran jaminan penawaran 

4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

5. Mengevaluasi kualifikasi penyedia barang/jasa 

6. Mengevaluasi penawaran yang masuk 

7. Melaporkan pelaksanaan pengadaan. 

G. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran 

(DPA) SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD). PPK-

SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 

penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. PPK-SKPD bertugas untuk: 

1. meneliti kelengkapan SPP yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran; 

2. melakukan verifikasi SPP; 

3. menyiapkan surat perintah membayar (SPM); 

4. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; 

5. melaksanakan akuntansi SKPD; dan 

6. menyiapkan laporan keuangan SKPD 
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H. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa 

pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja 

SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Penunjukan pejabat tersebut 

didasarkan pada pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, 

dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat 

pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 

pengguna anggaran/pengguna barang, sedang PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna 

anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa 

pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. 

PPTK mempunyai tugas berikut: 

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 

3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 

Dokumen anggaran tersebut mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun 

dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

I. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ditetapkan oleh kepala daerah atas 

usul PPKD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 

pada SKPD maupun PPKD. Sebutan bendahara penerimaan umumnya diartikan sebagai 

bendahara penerimaan di SKPD, sedang bendahara penerimaan di PPKD biasanya disebut 

Bendahara Penerimaan PPKD. Demikian juga, sebutan bendahara pengeluaran umumnya 

diartikan sebagai bendahara pengeluaran di SKPD, sedang bendahara pengeluaran di PPKD 

biasanya disebut Bendahara Pengeluaran PPKD. 

Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa 

pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan pembantu 

SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran atau 

penerimaan SKPD. 

Jabatan bendahara penerimaan/pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh pejabat yang 

terlibat didalam pengelolaan keuangan daerah, misalnya PPK SKPD, PPTK, Kuasa Pengguna 

Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Daerah. Selain itu, bendahara penerimaan dan 
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bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan 

kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai 

penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau 

menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi. 

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung 

jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. Sedangkan secara administratif, 

keduanya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA (kepala SKPD) atau KPA. 

 

J. Bendahara dan Sistem Perbendaharaan Negara 

Perbendaharaan Negara sebagaimana yang dimaksud UU Perbendaharaan Negara 

adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan 

kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD yang ruang lingkupnya 

meliputi: 

1. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; 

2. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah; 

3. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara; 

4. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah; 

5. Pengelolaan kas; 

6. Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah; 

7. Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah; 

8. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah; 

9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD; 

10. Penyelesaian kerugian negara/daerah; 

11. Pengelolaan Badan Layanan Umum 

12. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD 
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Gambar 2. Ilustrasi Hubungan Kerja Pengelola Keuangan dalam Struktur SKPD Berbentuk 

Dinas 

 
Pihak-pihak yang terkait proses sistim perbendaharan negara/daerah disebut dengan 

pejabat perbendaharaan. Pejabat Perbendaharaan daerah sebagaimana yang diatur pada Bab II 

UU perbendaharaan negara terdiri atas 3 bagian yaitu Pengguna Anggaran, Bendahara Umum 

Negara/Daerah dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. 

1. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi 

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya yang bertanggungjawab dalam 

pelaksanaan anggaran di SKPD yang dipimpinanya. 

2. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 

3. Bendahara terdiri dari: 

• Bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas bendahara dalam rangka 

pelaksanaan anggaran pendapatan di SKPD. 

• Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas bendahara dalam rangka 

pelaksanaan anggaran belanja di SKPD. 

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan secara ringkas hubungan antara pejabat 

bendahara daerah dalam kerangka pelaksanaan sistem perbendaharaan sebagai berikut. 
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Gambar 3. Pola Hubungan Pejabat Perbendaharaan Daerah 

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 

melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk suatu bidang pemerintahan tertentu atas 

kewenangan tersebut dialokasikan dana untuk pelaksanaan kewenangan tersebut yang disebut 

juga dengan istilah Chief Operational Officer (COO). Sedangkan pada aspek pengelolaan 

keuangan dilimpahkan kepada Kepala SKPKD yang juga disebut dengan Chief Financial 

Officer (CFO) yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban 

daerah. 

Konsekuensi pembagian tugas antara PPKD dan para Kepala SKPD selaku pengguna 

anggaran tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan 

menjamin terselenggaranya saling-uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran 

perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan 

pemegang kewenangan kebendaharaan. 

Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada SKPD, sementara 

penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada PPKD/BUD. Kewenangan 

administratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang 

mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran daerah, melakukan pengujian dan 

pembebanan tagihan yang diajukan kepada pengguna anggaran/kepala SKPD sehubungan 

dengan realisasi perikatan tersebut serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan 

yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Dalam kerangka pelaksanaan program 

kegiatan di SKPD pengguna anggaran dibantu oleh Bendahara dalam melaksanakan fungsi 

perbendaharaan di SKPD . 

 

K. Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah 

Azas umum penatausahaan keuangan daerah sesuai Pasal 184 Permendagri 13 Tahun 

2006 diatur sebagai berikut: 
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1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Penerimaan/Pengeluaran 

dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/kekayaan daerah wajib 

menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

2. Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan 

surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pegeluaran atas pelaksanaan APBD 

bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat 

bukti dimaksud. 
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Bab 2. Konsep Dan Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah 

 

A. Konsep Akuntansi 

1. Definisi 

Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, 

penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Definisi tersebut diambil dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

yang merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akuntansi di setiap instansi 

pemerintahan di Indonesia, termasuk di Pemerintah Daerah dan satuan kerja di 

dalamnya.  

Proses akuntansi ini akan mengolah semua transaksi dan aktivitas keuangan yang ada 

di setiap entitas Pemerintah Daerah. Proses tersebut kemudian menghasilkan informasi 

dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan dalam proses evaluasi dan 

pengambilan keputusan manajerial yang kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya. Jadi, input dari proses akuntansi 

adalah transaksi dan ouputnya berupa laporan keuangan. 

Pihak yang melaksanakan proses akuntansi ini dibagi menjadi dua entitas, yaitu entitas 

akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan satuan kerja  yang 

merupakan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan 

menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk 

digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam hal ini, yang dimaksud entitas akuntansi 

adalah SKPD dan PPKD. 

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas 

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan 

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam 

hal ini, yang dimaksud entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah. 

2. Pembukuan Tunggal (Single Entry) dan Pembukuan Berpasangan (Double Entry) 

Sistem pembukuan tunggal (single-entry system) sering disebut juga dengan sistem tata 

buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi 

dilakukan dengan mencatat secara tunggal (tidak berpasangan). Transaksi yang 
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berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan. Sementara transaksi 

yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. 

a) Pembukuan Tunggal (Single Entry) 

Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal 

atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan 

dengan mencatat secara tunggal (tidak berpasangan). Transaksi yang berakibat 

bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat 

berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Di Pemerintah Daerah selama 

hampir 3 dekade, pencatatan ini dipraktikan, contohnya dalam Buku Kas Umum 

(BKU). 

Pencatatan semacam itu disebut juga pembukuan. Sistem tata buku tersebut 

merupakan sebagian kecil dari akuntansi. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, 

yaitu sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi sistem ini juga memiliki 

kelemahan, antara lain kurang lengkap unuk pelaporan karena hanya dapat 

melaporkan saldo kas, dan tidak dapat melaporkan utang, piutang, dan ekuitas. Juga 

sulit untuk melakukan kontrol transaksi, akibatnya sulit menelusuri kesalahan 

pembukuan yang terjadi. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem 

pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan diatas. Sistem ini disebut 

sistem double entry. Sistem pencatatan double entry inilah yang sering disebut 

akuntansi. 

Dalam sistem pembukuan berpasangan pengaruh ganda (dua sisi) dari setiap 

transaksi akan dicatat pada akun-akun yang tepat. Sistem ini juga menjadi satu cara 

untuk membuktikan keakuratan jumlah yang dicatat. Jika setiap transaksi dicatat 

dengan jumlah debit dan kredit yang sama, maka jumlah seluruh debit pada akun 

harus sama dengan jumlah seluruh kreditnya. Kesamaan antara debit dan kredit 

menjadi dasar dari sistem pembukuan berpasangan (double-entry system) dalam 

pencatatan transaksi. 

b) Pembukuan Berpasangan (Double Entry) 

Sistem pencatatan double entry juga sering disebut sistem tata buku berpasangan. 

Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan 

(double = berpasangan, entry = pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini disebut 

dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi Debit dan Kredit. Sisi 
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Debit ada di sebelah kiri, sedangkan sisi Kredit ada di sebelah kanan. Setiap 

pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset = 

kewajiban + ekuitas. 

3. Persamaan Akuntansi 

Persamaan akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan entitas (Neraca) 

dimana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas, sedangkan sisi kanan 

menggambarkan hak atau klaim atas harta tersebut. 

Hal penting dari konsep akuntansi  adalah kategori-kategori yang menjadi dasar 

pengklasifikasian peristiwa-peristiwa ekonomi. Dua unsur kategori dasar adalah apa 

yang dimiliki dan apa yang menjadi kewajibannya. Aset adalah sumberdaya yang 

dimiliki suatu entitas. Kewajiban dan Ekuitas adalah hak atau klaim terhadap 

sumberdaya tersebut. Klaim terhadap aset tersebut dari yang berutang (kreditur) disebut 

dengan kewajiban. Klaim dari pemilik disebut sebagai ekuitas. 

Hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas dapat dinyatakan dalam persamaan 

berikut ini : 

 

Aset  adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah 

daerah dan diharapkan memberikan kemanfatan dimasa yang akan datang.  

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya 

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. 

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara 

aset dan kewajiban pemerintah daerah. 

Selanjutnya Pendapatan yang diperoleh entitas akan menambah Ekuitas, sedangkan 

adanya Beban akan mengurangi Ekuitas. Sehingga persamaan akuntansi diturunkan 

sebagai berikut : 

 

 

a) Aset = Kewajiban + Ekuitas 

 

b) Aset = Kewajiban + Ekuitas + (Pendapatan – Beban) 

 
c)  Aset + Beban = Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan 
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Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan 

yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 

timbulnya kewajiban. 

Ekuitas terdiri atas kejadian/transaksi yang bersumber dari transaksi akrual dan 

transaksi kas yang terakumulasi dalam SAL. Sedangkan Pendapatan LRA akan 

menambah SAL, dan Belanja akan mengurangi SAL. Demikian Juga Penerimaan 

Pembiayaan akan menambah SAL, dan  Pengeluaran Pembiayaan akan mengurangi 

SAL. Karena SAL merupakan bagian dari EKUITAS, maka persamaan akuntansi yang 

digunakan  untuk persamaan akuntansi akrual sudah termasuk persamaan akuntansi 

dengan basis kas. Sehingga   untuk transaksi akrual maupun transaksi LRA 

menggunakan satu persamaan yg sama.  

 

Persamaan akuntansi memposisikan akun-akun sesuai dengan saldo normalnya. 

4. Konsep Debit – Kredit dan Saldo Normal 

Saat ini istilah Debit (Debit) menunjukan sisi kiri, dan Kredit (Credit) menunjukan sisi 

kanan. Keduanya umum disingkat dengan Dr. untuk debit dan Cr. untuk kredit. Istilah-

istilah ini berasal dari bahasa latin yang aslinya berarti “Drebere” dan “Credere”. Kini 

hal tersebut ditunjukkan dengan tanda; disisi sebelah mana angka akan dicatat dalam 

akun-T. Memasukkan jumlah disisi kiri disebut dengan mendebit (debiting) akun; 

memasukkan jumlah disisi kanan disebut dengan mengkredit (crediting) akun. 

Prosedur menempatkan debit di sisi kiri, dan kredit di sisi kanan merupakan suatu 

kebiasaan, atau aturan akuntansi (seperti kebiasaan mengendarai kendaraan disisi 

sebelah kanan jalan di Indonesia). Aturan ini berlaku untuk semua akun. Ketika total 

kedua sisi dibandingkan, suatu akun akan memiliki saldo debit jika total jumlah debit 

(ASET+BEBAN)                                                                                                                             
   
(BELANJA+PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN) 

= 

(KEWAJIBAN+EKUITAS 
+PENDAPATAN-LO) 
                                                                                                                                                                           

(PENDAPATAN 
LRA+PENERIMAAN PEMBIAYAAN) 
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melebihi jumlah kredit. Suatu akun akan memiliki saldo kredit jika jumlah kredit 

melebihi jumlah debit. 

Debit berarti sisi kiri dan yang berada pada sisi kiri persamaan akuntansi adalah 

kelompok Aset. Dengan demikian, akun yang masuk ke dalam kelompok Aset akan 

dicatat di sisi debit dengan syarat nilainya positif. Apabila nilai dari kelompok Aset 

tersebut negatif, maka akan dicatat pada sisi lawannya, yaitu kredit. 

Kredit berarti sisi kanan dan yang berada pada sisi kanan persamaan akuntansi adalah 

kelompok Kewajiban dan Ekuitas. Dengan demikian, akun yang masuk ke dalam 

kelompok Kewajiban dan Ekuitas akan dicatat di sisi kredit dengan syarat nilainya 

positif. Apabila nilai dari kelompok Kewajiban dan Ekuitas tersebut negatif, maka akan 

dicatat pada sisi lawannya, yaitu debit. 

Untuk mengetahui mana yang dicatat di debit dan mana yang dicatat di kredit, kita harus 

mengetahui saldo normal dari tiap akun melalui persamaan akuntansi yang sudah 

dijelaskan  sebelumnya. Saldo normal akun adalah SISI, dimana kenaikan akun tersebut 

dicatat. 

Saldo normal berhubungan dengan posisi akun di dalam persamaan akuntansi.Akun 

yang berada di posisi kiri bersaldo normal debit. Akun yang berada di posisi kanan 

bersaldo normal kredit. Jadi akun aset normalnya akan menunjukkan saldo debit, dan 

akun kewajiban dan ekuitas akan menunjukkan saldo kredit. 

Saldo Normal  akun-akun yang merupakan  unsur-unsur laporan keuangan pemda 

sebagai berikut : 

Akun Bertambah Berkurang Saldo 
Normal 

Aset Debit  Kredit Debit 
Kewajiban Kredit Debit Kredit 
Ekuitas Kredit Debit Kredit 
Pendapatan LO Kredit Debit Kredit 
Beban Debit Kredit Debit 
Perubahan SAL  menyesuaikan  
Pendapatan-LRA Kredit Debit Kredit 
Penerimaan Pembiayaan Kredit Debit Kredit 
Belanja Debit Kredit Debit 
Pengeluaran Pembiayaan Debit Kredit Debit 
Estimasi Pendapatan Debit Kredit Debit 
Estimasi Penerimaan 
Pembiayaan 

Debit Kredit Debit 
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Apropriasi Belanja Kredit Debit Kredit 
Apropriasi Pengeluaran 
Pembiayaan 

Kredit Debit Kredit 

Estimasi Perubahan SAL Menyesuaikan 
 

5. Konsep Home Office Branch Office (HOBO) 

Struktur hubungan entitas dalam akuntansi yang diimplementasikan di Pemda adalah 

struktur HOBO (Home Office & Branch Office).Dalam hal ini PPKD yang 

merepresentasikan Pemerintah Daerah adalah sebagai Kantor Pusat (Home Office), 

sedangkan SKPD adalah sebagai Kantor Cabang (Branch Office). Struktur hubungan 

HOBO lebih tepat untuk menggambarkan hubungan transaksi antara PPKD dan SKPD, 

dibandingkan dengan struktur hubungan induk dan anak (Parent & Subsidiary) dengan 

beberapa alasan: 

a. PPKD-SKPD bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan satu 

kesatuan; 

b. Antara PPKD dan SKPD tidak terjadi Transfer Income (dalam pengertian profit); 

c. SKPD dimiliki 100% oleh Pemerintah Daerah.  

Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi HOBO, transaksi antara PPKD dan SKPD 

dicatat menggunakan akun Reciprocal yaitu RK-PPKD yang merupakan akun ekuitas 

di SKPD, dan akun RK-SKPD yang merupakan akun aset di PPKD.Dengan demikian 

akun Reciprocal ini adalah merupakan akun ril (real account). 

Akun Rekening Koran-PPKD merupakan akun ekuitas  di tingkat SKPD. Hal ini 

dikarenakan SKPD merupakan cabang dari Pemerintah Daerah, sehingga sebenarnya 

SKPD tidak memiliki ekuitas  sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas  dari 

Pemerintah Daerah, melalui mekanisme transfer. Akun “Rekening Koran-PPKD” akan 

bertambah bila SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP dan GU, 

menerima aset tetap dari Pemerintah Daerah), pelunasan pembayaran belanja LS  

(menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemerintah 

Daerah (seperti penyetoran uang ke Pemerintah Daerah).  

 

 

 

 



 20 

B. Siklus Akuntansi 

1. Definisi 

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas 

subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain 

dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah masukan (input) menjadi keluaran 

(output). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen 

atau formulir. Output-nya adalah laporan keuangan. Di dalam proses akuntansi, 

terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku 

besar, dan buku pembantu. 

Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Yang dimaksud 

dengan siklus akuntansi adalah serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah 

input dalam bentuk dokumen transaksi keuangan  sehingga menghasilkan ouput berupa 

laporan keuangan. Siklus akuntansi secara sederhana digambarkan oleh bagan berikut. 

Siklus akuntansi dimulai dengan tahap menganalisis transaksi. 

Tahapan kedua adalah menjurnal transaksi. Transaksi-transaksi pada awalnya dicatat 

secara kronologis didalam jurnal sebelum dipindahkan ke Buku Besar akun-akun. Jadi 

jurnal disebut dengan buku pencatatan awal.  

Biasanya jurnal memiliki kolom untuk mencantumkan tanggal, nama akun, dan 

uraiannya, referensi dan dua kolom jumlah debit dan kredit. 

Tahap ketiga, transaksi yang telah dicatat dalam Jurnal kemudian diklasifikasikan ke 

dalam Buku Besar per akun atau kode rekening.  
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Dokumen Catatan Laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap keempat menyusun Neraca Saldo. Pada tanggal tertentu (misal akhir periode), 

saldo dari setiap akun atau kode rekening dari Buku Besar diikhtisarkan atau dirangkum 

dalam Neraca Saldo. 

Tahap kelima menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian untuk transaksi 

pembayaran dimuka/pendapatan diterima dimuka (prepayment) atau transaksi yang 

masih harus dibayar/yang masih harus diterima (accrual). 

Tahap keenam menyusun Neraca Saldo Disesuaikan. 

Tahap ketujuh menyusun laporan keuangan.  

Tahap kedelapan menjurnal dan dan memposting ayat jurnal penutup. 

PROSES AKUNTANSI POKOK 

Jenis2 transaksi 
keuangan Pemda 
 

Dokumen Sumber :                                  
- SP2D                                              
- SPJ                                                               
- Bukti Memorial 

 

• Bukti Penerimaan 

• Bukti Pengeluaran 

• Bukti memorial 

 

 

• Jurnal LRA 
• Jurnal – LO & 

Neraca 

APBD 
 

Realisasi                                  
APBD 

 

Jurnal Buku                            
Besar 

Laporan                                  
Keuangan 
 

Kumpulan 
Rekening 

(Ringkasan 
& Rincian) 

 

Laporan Keuangan : 
• LRA 
• Lap.Perubahan 

SAL 
• LO 
• Lap.Perbhan 

Ekuitas (LPE) 
• Neraca 
• Lap.Arus Kas 
• CALK 
•  
• CALK 
 

 Kertas 
Kerja 

Kebijakan Akuntansi 

Buku 
Pembantu 

Ditetapkan 
DPRD 

Pelaporan Peringkasan 

Pencatatan 
& 
Penggolonga
n 
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Tahap kesembilan menyusun neraca saldo setelah penutupan. 

Langkah-langkah optional jika worksheet disusun, maka tahap ke-4, ke-5, dan ke-6 

dimasukkan dalam worksheet. Jika ayat jurnal pembalik (revershing entry) disusun, 

maka ayat jurnal pembalik akan terjadi antara tahap 9 dan 1. Ayat jurnal koreksi, bila 

ada, seharusnya dibukukan sebelum ayat jurnal penutup. 

 

2. Penjelasan Tahapan Siklus Akuntansi 

a. Analisis Transaksi 

Yang dimaksud dengan transaksi adalah peristiwa-peristiwa ekonomi  dari suatu 

entitas yang  tercatat.  Tujuan dari analisis transaksi adalah pertama untuk 

mengidentifikasikan jenis-jenis akun yang terkait, dan kemudian untuk 

menentukan apakah dibutuhkan debit atau kredit pada akun tersebut. Dengan 

melakukan analisis ini sebelum membuat ayat jurnal akan sangat membantu dalam 

memahami ayat-ayat jurnal baik yang sederhana maupun yang rumit. 

Urutan peristiwa didalam proses pencatatan dimulai dengan transaksi. Bukti 

transaksi adalah berupa dokumen-dokumen sumber, misalnya surat ketetapan 

pajak/retribusi daerah (SKPD/SKRD), tanda bukti penerimaan (TBP), dll. Bukti ini 

akan dianalisis untuk menentukan pengaruh transaksi pada akun-akun tertentu. 

Dengan demikian, dalam menganalisis transaksi juga dilakukan identifikasi 

dokumen sumber yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi 

keuangan ke dalam Jurnal.  

Ilustrasi: 

Ada transaksi penetapan SKPD untuk Pajak Bumi dan Bangunan. Bukti transaksi 

adalah SKPD-PBB. Ditetapkan sebesar Rp300.000,00 untuk periode 20xx. Maka 

analisis yang dihasilkan adalah sebagai berikut: dengan adanya penetapan SKPD 

untuk PBB maka akan berpengaruh pada bertambahnya aset entitas yaitu akun 

PIUTANG  di sisi debit, dan juga bertambahnya akun PENDAPATAN LO di sisi 

kredit. Bertambahnya akun piutang disisi kiri (aset), dan bertambahnya pendapatan 

di sisi kredit yang berarti bertambahnya ekuitas, dalam jumlah yang sama di sisi 

debit dan di sisi kredit, membuat persamaan akuntansi ini selalu seimbang. 

 



 23 

 
Piutang                                               Pendapatan 

(+) 50 juta                                             (+) 50 juta 

             Debit                                  Kredit 

 

b. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi 

keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal 

digunakan metode double-entry dimana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit 

dan sisi kredit.  

Dalam penulisan jurnal, terdapat beberapa aturan yang telah menjadi kesepakatan 

bersama dalam akuntansi, yaitu: 

1) Jurnal dicatat secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya 

kejadian/transaksi keuangan 

2) Akun yang berada di sisi debit dicatat terlebih dahulu daripada akun yang 

berada di sisi kredit 

3) Akun yang berada di sisi kredit dicatat menjorok ke kanan 

4) Pencatatan dilakukan pada saat terjadinya kejadian/transaksi keuangan. 

Contoh format jurnal: 

Tanggal Nomor Bukti 
Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

      

      

 

Ada dua basis yang akan digunakan dalam pencatatan akuntansi di Pemerintah 

Daerah yaitu basis akrual dan basis kas. Dengan demikian, akan terdapat 2 (dua) 

jenis jurnal untuk melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi dalam sistem 

akuntansi pemerintah daerah. Pertama adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-

transaksi secara akrual khususnya transaksi terkait akun neraca dan laporan 

operasional. Untuk selanjutnya jurnal jenis ini akan disebut Jurnal LO dan Neraca.  

Kedua adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi yang merupakan 

realisasi anggaran berdasarkan basis kas.  Jurnal ini melengkapi jurnal LO ketika 

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS 
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suatu transaksi yang dicatat merupakan transaksi realisasi anggaran (LRA) dan 

terdapat aliran kas masuk (pendapatan dan penerimaan pembiayaan) dan aliran kas 

keluar (belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan). Untuk selanjutnya jurnal 

jenis ini akan disebut Jurnal LRA.  

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pencatatan transaksi Jurnal LO 

dan Neraca serta Jurnal LRA.  

1) Jurnal LO dan Neraca 

Jurnal LO dan Neraca digunakan untuk mencatat kejadian/transaksi keuangan 

terkait Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, dan Beban. Jurnal LO dan 

Neraca ini akan menghasilkan Laporan Operasional (LO) dan Neraca.   

Contoh pencatatan transaksi dengan Jurnal LO: 

a) Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Penetapan Pengakuan Hak Atas 

Pendapatan ketika dikeluarkan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD)-PBB sebesar Rp50.000.000,00  

 
 

 

 

 

Tanggal Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening Uraian Debit Kredit 

12-Jan-13  1.1.3.01.15 Piutang PBB 50.000.000  

  8.1.1.15.01 Pendapatan PBB-LO  50.000.000 
 

b) Membeli ATK  untuk segera digunakan sebesar Rp 500.000,-   

 
 

 

 

 

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS 
 

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS 
 

Kas 
(-) 500ribu 

kredit 

Beban 
(+) 500ribu 

debit 

Piutang 
(+) 50 juta 
debit 

Pendapatan 
(+) 50 juta 
kredit 
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Tanggal Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening Uraian Debit Kredit 

12-Jan-13  9.1.2.01.01 Beban Persediaan ATK 500.000  

  1.1.1.03.01 Kas di Bendahara 
Pengeluaran 

 500.000 

 

2) Jurnal Anggaran  

Jurnal Anggaran adalah langkah opsional. Pemda bisa menetapkan kebijakan 

akuntansi untuk mencatat transaksi penetapan anggaran atau tidak 

melakukannya. 

Jika melaksanakan akuntansi anggaran, masing-masing entitas akan 

melakukan penjurnalan atas anggaran yang telah ditetapkan. Penjurnalan atas 

anggaran tersebut dilakukan dengan mencatat akun Estimasi Pendapatan dan 

Estimasi Penerimaan Pembiayaan di sisi debit sebesar nilai anggarannya, akun 

Apropriasi Belanja dan Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan di sisi kredit 

sebesar nilai anggarannya, dan akun Estimasi Perubahan SAL pencatatannya 

akan menjadi penyeimbang sisi debit dan sisi kredit. Apabila anggaran surplus, 

maka Estimasi Perubahan SAL akan dicatat di sisi kredit. Namun, apabila 

anggaran defisit, maka Estimasi Perubahan SAL akan dicatat di sisi debit. 

Contoh pencatatan anggaran surplus: 

Dalam APBD 2013 Pemerintah Kabupaten Gemah Ripah diketahui bahwa 

anggaran pendapatan Rp500.000.000,00 penerimaan pembiayaan 

Rp200.000.000,00, belanja sebesar Rp400.000.000,00 dan pengeluaran 

pembiayaan sebesar Rp200.000.000,00.  

Tanggal Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening Uraian Debit Kredit 

01-Jan-13  0.1.1.00.00 Estimasi Pendapatan 500.000.000  

  0.1.2.00.00 Estimasi Penerimaan 
Pembiayaan 

200.000.000  

  0.0.0.00.00 Perubahan SAL  100.000.000 
 

  0.1.3.00.00 Aprosiasi Belanja  400.000.000 
  0.1.4.00.00 Apropriasi 

Pengeluaran 
Pembiayaan 

 200.000.000 
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Contoh pencatatan anggaran defisit: 

SKPD Dinas Perindustrian Pemerintah Daerah Gemah Ripah  menganggarkan 

pendapatannya sebesar Rp40.000.000,00 dan menganggarkan belanjanya 

sebesar Rp50.000.000,00. 

Tanggal Nomor 
Bukti  

Kode 
Rekening Uraian Debit Kredit 

01-Jan-13  0.1.1.00.00 Estimasi Pendapatan 40.000.000  
  0.0.0.00.00 Perubahan SAL 10.000.000  
  0.1.3.00.00 Apropriasi Belanja  50.000.000 

 

Pencatatan atas anggaran ini dilakukan setelah APBD/Perubahan APBD 

ditetapkan. Jika terjadi perubahan anggaran maka dilakukan pencatatan 

dengan jurnal yang sama dengan diatas dengan nilai sebesar selisih antara 

perubahan APBD dengan anggaran murni.  

 

3) Jurnal  LRA 

Jurnal LRA merupakan jurnal berbasis kas. Jurnal LRA digunakan untuk 

mengakui adanya realisasi anggaran atas Pendapatan-LRA, Penerimaan 

Pembiayaan, Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan. Jurnal LRA ini 

nantinya akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan 

Perubahan SAL. Jurnal LRA ini digunakan untuk menjurnal realisasi anggaran 

selama periode berjalan. 

Selama periode berjalan, sebuah transaksi akan dicatat menggunakan jurnal 

LRA jika transaksi tersebut memenuhi dua syarat berikut: 

a) terdapat arus kas masuk atau arus kas keluar, dan 

b) merupakan realisasi anggaran bagi entitas bersangkutan. 

Adanya realisasi anggaran, baik realisasi Pendapatan, realisasi Penerimaan 

Pembiayaan, realisasi Belanja, maupun realisasi Pengeluaran Pembiayaan 

akan mempengaruhi nilai Perubahan SAL. Dengan demikian, setiap terjadi 

penjurnalaan atas realisasi anggaran, maka akun lawannya adalah akun 

Perubahan SAL. 

Dengan adanya Jurnal LO dan Neraca serta Jurnal LRA, maka setiap kali 

terjadi transaksi atau aktivitas keuangan, Fungsi Akuntansi di setiap entitas 
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harus mencatatatnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi untuk 

menyusun LO, Neraca, dan LRA. Berikut beberapa catatan penting ketika 

hendak melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal: 

a) Setiap transaksi atau aktivitas keuangan pasti dicatat menggunakan Jurnal 

LO dan Neraca, kecuali pencatatan realisasi anggaran hanya dilakukan 

menggunakan Jurnal LRA. 

b) Apabila suatu transaksi atau aktivitas keuangan menyebabkan arus kas 

masuk atau arus kas keluar dan merupakan realisasi anggaran bagi entitas 

bersangkutan, maka selain dicatat menggunakan Jurnal LO dicatat juga 

menggunakan Jurnal LRA. 

 

c. Buku Besar 

Proses klasifikasi transaksi dari jurnal ke buku besar dikenal dengan istilah 

Posting. Buku besar adalah kumpulan catatan transaksi per akun. Setiap akun 

memiliki satu buku besarnya masing-masing sehingga jumlah buku besar yang 

dimiliki sebuah entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimilikinya. 

Buku besar dibuat dalam sebuah format tertentu dan dengan aturan tertentu yang 

telah disepakati. 

SKPD   : 

Nama Rekening   : 

Kode Rekening   : 

Pagu APBD   : 

Pagu perubahan APBD : 

 

Tanggal Nomor 
Bukti  

Kode 
Rekening Uraian Debit Kredit 

      
      

 

Tiap buku besar memuat informasi nama SKPD, nama rekening, kode rekening, 

pagu APBD dan pagu perubahan APBD sebagai kontrol, batas maksimal transaksi 

untuk masing-masing akun tidak boleh melebihi pagu anggarannya terutama untuk 

pagu anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan. Pada kolom tanggal diisi 

dengan tanggal transaksi. Kolom Nomor Bukti diisi dengan nomor bukti transaksi. 
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Kolom uraian diisi dengan informasi keterangan terkait transaksi. Kemudian di 

kolom debit atau kredit diisi nilai nominal transaksi sesuai dengan jurnal. Kolom 

saldo diisi dengan akumulasi nilai transaksi-transaksi dari akun terkait. 

Sebelum melakukan posting, terlebih dahulu memasukkan semua saldo awal untuk 

akun-akun Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang diperoleh dari Neraca Awal Tahun 

ke dalam buku besarnya masing-masing. Ketika transaksi periode berjalan telah 

dimulai, tiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian diposting ke buku 

besar. 

d. Neraca Saldo 

Setelah selesai melakukan proses klasifikasi transaksi ke dalam buku besar, tahap 

selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan ikhtisar buku 

besar. PPK-SKPD dan PPK-PPKD (dalam fungsi sebagai SKPD) melakukan 

rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka saldo dari 

semua akun buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo dalam worksheet, 

sesuai dengan posisi debit atau kredit dalam saldo di buku besar masing-masing. 

Neraca saldo merupakan sebuah daftar yang memuat nama setiap buku besar (kode 

rekening) dan saldonya pada tanggal tertentu.  

Bagan berikut akan menggambarkan proses penyusunan neraca saldo dari buku 

besar. 
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e. Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian dibuat di akhir periode akuntansi agar pendapatan dapat dicatat 

pada saat dihasilkan, dan beban diakui pada saat terjadinya. Jurnal penyesuaian 

dibutuhkan untuk memastikan diterapkannya prinsip pengakuan pendapatan 

(revenue recognation principle) dan prinsip penandingan (matching principle). 

Meskipun dalam akuntansi pemerintah prinsip penandingan ini tidak mendapat 

penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. 

Jurnal penyesuaian memungkinkan pelaporan aset, kewajiban, dan ekuitas yang 

tepat di Neraca, serta jumlah surplus/defisit yang tepat di Laporan Operasional 

untuk periode berjalan. 

Jenis-jenis jurnal penyesuaian. Ada 2 kelompok yaitu : beban dibayar dimuka 

(prepayment) dan akrual. 

Pembayaran dimuka (prepayment) terdiri atas : 

1) beban dibayar dimuka (prepaid expenses). Beban yang dibayar dimuka secara 

tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Contoh : 

perlengkapan kantor, asuransi, dan depresiasi. 

SKPD : SKPD R
Nama Rekening : Kendaraan Dinas
Kode Rekening 1.3.02.04.01
Pagu APBD : Rp 250.000.000
Pagu Perubahan APBD : Rp 350.000.000

Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
1 2 3 4 5 6

1-Jan Saldo Awal 125.000.000 
9-Sep Pembelian Mobil Dinas 250.000.000 375.000.000 

31-Des 375.000.000 

Debit Kredit
1 1.1.01.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 0
2 1.1.01.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 22.000.000
3 1.1.03.01.06 Piutang pajak 0
4 1.1.06.02.02 Sewa Dibayar Dimuka 27.000.000
5 1.1.07.01.01 Persediaan ATK 150.000
6 1.3.02.04.01 Kendaraan 375.000.000

SKPD R
Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

No. Kode Rek. Uraian
NS Stlh Penyesuaian
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2) Pendapatan diterima dimuka atau pendapatan yang belum dihasilkan 

(unearned revenue). Uang tunai yang diterima dan dicatat sebagai kewajiban 

sebelum pendapatannya dihasilkan. Contoh: pendapatan pajak reklame, 

pendapatan sewa. 

Akrual. Terdiri atas : 

1) Akrual pendapatan (accrued revenues). Akrual pendapatan pada dasarnya 

adalah piutang, yaitu pendapatan yang telah dihasilkan namun belum diterima 

uangnya atau belum dicatat. Contoh: piutang pajak. 

2) Akrual beban (accrued expenses). Akrual beban pada dasarnya adalah utang, 

yaitu beban yang telah terjadi namun belum dibayarkan uangnya atau belum 

dicatat. Contoh: bunga untuk utang, sewa, pajak, gaji atau honorarium. 

f. Menyusun Neraca Saldo Disesuaikan  

Setelah semua jurnal penyesuaian dicatat dan diposting, Neraca Saldo Setelah 

Penyesuaian (Adjusted Trial Balance) disusun berdasarkan akun-akun buku besar. 

Tujuan dari Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (Adjusted Trial Balance) adalah 

membuktikan kesamaan saldo total debit dan saldo total kredit di buku besar 

setelah seluruh jurnal penyesuaian dibuat. Akun-akun yang terdapat di Neraca 

Saldo Setelah Penyesuaian (Adjusted Trial Balance) berisikan seluruh data yang 

dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. 

 

g. Langkah Opsional Menyusun Neraca Lajur (Worksheet) 

Langkah-langkah opsional jika neraca lajur (Worksheet) disusun, maka tahap d); 

e); dan f) dimasukkan dalam worksheet. 

Worksheet 

Neraca lajur (worksheet) merupakan alat bantu yang digunakan dalam menyusun 

laporan keuangan. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan sesuai 

dengan kertas kerja yang dibuat terdiri atas : Neraca saldo, Jurnal Penyesuaian, 

Neraca Saldo setelah Penyesuaian. 
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Format dokumen kertas kerja (worksheet) adalah sebagai berikut : 

BAS Uraian 
Neraca Saldo 

Jurnal 

Penye    

suaian 

Neraca 

Saldo 

setelah 

Penye  

suaian 

Laporan 

Realisasi 

Anggaran 

Laporan 

Operasional 
Neraca 

D K D K D K D K D K D K 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

Keterangan : D = Debit; K = Kredit 
 

h. Menyusun Laporan Keuangan 

1) Laporan keuangan dapat disusun langsung dari Neraca Saldo Setelah 

Penyesuaian (Adjusted Trial Balance). 

Neraca Saldo setelah penyesuaian yang telah dihasilkan pada tahapan 

sebelumnya menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan entitas. Tiga 

laporan keuangan yang dapat langsung dihasilkan dari Neraca Saldo setelah 

penyesuaian  adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional 

(LO) dan Neraca. LRA disusun dari Neraca Saldo setelah penyesuaian 

kelompok kode rekening 4, 5, 6, dan 7. LO disusun dari Neraca Saldo setelah 

penyesuaian kelompok kode rekening 8 dan 9. Sementara Neraca disusun dari 

Neraca Saldo setelah penyesuaian kelompok kode rekening 1, 2, dan 3. 

Pengelompokan akun dalam penyusunan Laporan Keuangan digambarkan 

sebagaimana pada tabel dibawah ini. 
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2) Penyusunan LRA 

LRA disusun dengan cara memasukkan nilai saldo akun-akun Pendapatan-

LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Total Pendapatan-LRA dikurangi 

total Belanja dan Transfer akan menghasilkan Surplus/Defisit-LRA. 

Kemudian Surplus/Defisit-LRA ditambah dengan Penerimaan Pembiayaan 

dan dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan akan menghasilkan SiLPA 

atau SiKPA.  

Perlu diperhatikan bahwa dalam format LRA sebagaimana yang diilustrasikan 

dalam SAP berbasis akrual tidak dirinci berdasarkan kode rekening per rincian 

obyek sehingga perlu berhati-hati dalam mengelompokkan Pendapatan-LRA, 

Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Berikut akan disajikan contoh 

pengelompokan Belanja dari akun buku besar kedalam format LRA. 

 

 

Laporan Keuangan 
Kode Akun  Nama Akun  

1 Aset 
2 Kewajiban 
3 Ekuitas  
4 Pendapatan - LRA 
5 Belanja 
6 Transfer 
7 Pembiayaan 
8 Pendapatan - LO 
9 Beban 

NERACA 

LRA 

LO 

 

Anggaran Realisasi 
BELANJA 

BELANJA OPERASI 
Belanja Pegawai 215.000.000 

Debit Kredit Belanja Barang dan Jasa 39.000.000 
59 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok 180.000.000       Jumlah Belanja Operasi 254.000.000 
60 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 17.000.000 BELANJA MODAL 
61 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 18.000.000 Belanja Tanah 0 
62 5.1.02.01.01 Belanja ATK 2.500.000 Belanja Peralatan dan Mesin 250.000.000 
63 5.1.02.09.01 Belanja Sewa Eskavator 36.000.000 Belanja Gedung dan Bangunan 0 
64 5.1.02.11.02 Belanja Makan Minum Rapat 500.000 Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan 0 
65 5.2.02.04.01 Belanja Modal Kendaraan Dinas 250.000.000 Belanja Aset Tetap lainnya 0 

Belanja Aset lainnya 0 
      Jumlah Belanja Modal 250.000.000 

JUMLAH BELANJA 504.000.000 

No. Kode Rek. Uraian NS Stlh Penyesuaian 

Potongan LRA SKPD R - Bagian Belanja 

SKPD R 
Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

Potongan Neraca Saldo SKPD R - Bagian Belanja 
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i. Menjurnal dan Memposting Ayat Jurnal Penutup  

Setelah membuat LRA, langkah selanjutnya adalah membuat Jurnal Penutup LRA 

untuk menutup akun-akun terkait anggaran (opsi bagi yang mencatat jurnal 

anggaran) dan realisasinya. Jurnal penutup ini berfungsi untuk membuat saldo dari 

akun-akun terkait anggaran (opsional) dan realisasinya menjadi nol pada akhir 

periode setelah dilakukan penutupan. Cara menutup akun-akun tersebut adalah 

dengan mencatatnya pada posisi lawannya (kebalikan dari saldo normalnya). Akun 

Pendapatan-LRA yang pada saat realisasi dijurnal pada sisi kredit, maka ketika 

ditutup akan dicatat di sisi debit. Akun Belanja yang pada saat realisasi dijurnal 

pada sisi debit, maka ketika ditutup akan dicatat di sisi kredit. Begitu juga dengan 

akun Transfer, akun Penerimaan Pembiayaan, akun Pengeluaran Pembiayaan, akun 

Estimasi Pendapatan, akun Apropriasi  Belanja dan akun Estimasi Perubahan SAL. 

Jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Berikut akan disajikan contoh 

Jurnal Penutup LRA. 

1) Jurnal penutup untuk menutup pendapatan-LRA dan Belanja ke 

Surplus/Defisit di SKPD/PPKD 

 Debit Kredit 

Pendapatan Pajak-LRA 800.000.000  

Pendapatan Retribusi-LRA          15.000.000  

                 Belanja  504.000.000 

                 Surplus/Defisit LRA  311.000.000 

 815.000.000 815.000.000 

 

2) Jurnal penutup untuk menutup akun penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan ke pembiayaan neto di PPKD 

 Debit Kredit 
Penerimaan Pembiayaan 200.000.000  
               Pengeluaran Pembiayaan  150.000.000 
               Pembiayaan Neto  50.000.000 
 200.000.000 200.000.000 

 

3) Jurnal penutup untuk menutup Surplus/Defisit LRA dan Pembiayaan Neto ke 

SiLPA 
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 Debit Kredit 

Surplus/Defisit LRA 311.000.000  

Pembiayaan Neto 50.000.000  

                SiLPA  361.000.000 

 361.000.000 361.000.000 

 

4) Jurnal penutup untuk menutup SiLPA ke Ekuitas SAL yang merupakan bagian 

dari Ekuitas  

 Debit Kredit 

SiLPA 361.000.000  

               Ekuitas SAL  361.000.000 

 361.000.000 361.000.000 

 

5) Jurnal penutup untuk menutup Ekuitas SAL ke Perubahan SAL  

 Debit Kredit 

Ekuitas SAL 361.000.000  

         Perubahan SAL        361.000.000 

 361.000.000 361.000.000 

 

6) Buku Besar akun sementara “ PERUBAHAN SAL” 

 Debit Kredit Saldo 
Dari transaksi pendapatan 
pajak 

800.000.000   

Dari transaksi pendapatan 
retribusi 

15.000.000   

Dari transaksi belanja  504.000.000 361.000.000 
(Dr) 

Jurnal penutupan  361.000.000 NOL 
 

Setelah melakukan penutupan atas akun-akun terkait anggaran (opsional) dan 

realisasinya, maka akan diperoleh Neraca Saldo setelah penutupan LRA dimana 

seluruh akun nominal akan bersaldo NOL. Setelah jurnal penutup dilakukan 

posting ke buku besar masing-masing. Saldo Ekuitas akan mencerminkan total 

ekuitas yang dibentuk dari transaksi kas yang diakumulasikan pada saldo akhir 

SAL dan dari transaksi akrual yang diakumulasi dari Surplus/Defisit LO. 

Surplus/Defisit LRA dan Pembiayaan Neto ditutup ke SiLPA yang kemudian akan 

ditutup ke Ekuitas SAL. Sedangkan akun “EKUITAS SAL” akan ditutup ke akun 

sementara  “PERUBAHAN SAL”, dijurnal dan diposting selama periode akuntansi 
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khusus untuk jurnal LRA. Proses penyusunan LRA yang telah dijabarkan dapat 

dilihat dalam bagan berikut. 

 

Gambar 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. Penyusunan LO 

LO disusun dengan cara memasukkan nilai saldo kelompok akun Pendapatan-LO 

dan Beban ke dalam format LO. Total Pendapatan-LO dikurangi dengan total 

Beban akan menghasilkan Surplus/Defisit-LO. Surplus/Defisit-LO ini nantinya 

akan mempengaruhi nilai Ekuitas dalam Neraca.  

Sama seperti format LRA, format LO sebagaimana yang diilustrasikan dalam SAP 

berbasis akrual juga tidak dirinci berdasarkan kode rekening per rincian obyek 

sehingga perlu berhati-hati dalam mengelompokkan Pendapatan-LO dan Beban. 

Berikut akan disajikan contoh pengelompokkan Beban dari Neraca Saldo ke format 

LO. LO disajikan dengan menyandingkan nilai Pendapatan-LO dan Beban di tahun 

berjalan dengan tahun sebelumnya. 

 

NERACA SALDO 
 

 

L  R  A 
 

NERACA SALDO   
setelah               

PENUTUPAN LRA 
 

JURNAL 
PENUTUP 

Menutup Akun-
akun terkait 

Anggaran dan 
Realisasinya 
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Setelah membuat LO, langkah selanjutnya adalah membuat Jurnal Penutup LO 

untuk menutup akun-akun terkait Pendapatan-LO dan Beban. Jurnal penutup ini 

berfungsi untuk membuat saldo dari akun-akun Pendapatan-LO dan Beban menjadi 

nol pada akhir periode setelah dilakukan jurnal penutup. 

Cara menutup akun-akun tersebut adalah dengan mencatatnya pada posisi 

lawannya (kebalikan dari saldo normalnya). Akun Pendapatan-LO yang pada saat 

transaksi dijurnal pada sisi kredit, maka ketika ditutup akan dicatat di sisi debit. 

Akun Beban yang pada saat transaksi dijurnal pada sisi debit, maka ketika ditutup 

akan dicatat di sisi kredit. Selisih dari Pendapatan-LO dan Beban akan dimasukkan 

ke akun Surplus/Defisit-LO.  

Jika Pendapatan-LO lebih besar daripada Beban, maka Surplus/Defisit LO akan 

berada di sisi kredit. Namun, jika Beban lebih besar daripada Pendapatan-LO, 

maka Surplus/Defisit-LO akan berada di sisi debit. Jumlah sisi debit harus sama 

dengan sisi kredit. Berikut akan disajikan contoh Jurnal Penutup LO untuk SKPD. 

 
 Debit Kredit 

Pendapatan Pajak-LO 1.200.000.000  

Pendapatan Retribusi-LO 15.000.000  

Beban  540.000.000 

Surplus/Defisit-LO  675.000.000 

 1.215.000.000 1.215.000.000 

 

Setelah melakukan penutupan atas akun-akun Pendapatan-LO dan Beban, maka 

seluruh akun nominal  akan bersaldo NOL setelah jurnal penutup dilakukan posting 

ke buku besar masing-masing. Saldo Ekuitas akan mencerminkan total ekuitas 

yang dibentuk dari transaksi kas yang diakumulasikan pada saldo akhir SAL dan 

Tahun n Tahun n-1
BEBAN

Debit Kredit Beban Pegawai 215.000.000
104 9.1.01.01.01 Beban Gaji Pokok 180.000.000    Beban Persedian 2.350.000
105 9.1.01.01.02 Beban Tunjangan Keluarga 17.000.000      Beban Jasa 9.500.000
106 9.1.01.01.03 Beban Tunjangan Jabatan 18.000.000      Beban Pemeliharaan 0
107 9.1.02.01.01 Beban ATK 2.350.000        Beban Perjalanan Dinas 0
108 9.1.02.02.30 Beban Jasa Sewa Eskavator 9.000.000        
109 9.1.02.02.38 Beban Makan Minum Rapat 500.000           JUMLAH BEBAN 226.850.000

Potongan LO SKPD R - Bagian Beban

NS Stlh Penyesuaian
UraianKode Rek.No.

Potongan Neraca Saldo SKPD R - Bagian Beban

SKPD R
Neraca Saldo Setelah Penutupan LRA
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dari transaksi akrual yang diakumulasi dari Surplus/Defisit LO. Proses penyusunan 

LO yang telah dijabarkan dapat dilihat dalam bagan berikut. 

Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. Penyusunan Neraca 

Neraca disusun dengan cara memasukkan nilai saldo kelompok akun Aset, 

Kewajiban, dan Ekuitas ke dalam format Neraca. Total Aset harus sama dengan 

total Kewajiban ditambah dengan Ekuitas. Surplus/Defisit-LO akan menambah 

Ekuitas jika nilainya positif (surplus) dan akan mengurangi Ekuitas jika nilainya 

negatif (defisit). 

Saldo Ekuitas akan mencerminkan total ekuitas yang dibentuk dari transaksi kas 

yang diakumulasikan pada saldo akhir SAL dan dari transaksi akrual yang 

diakumulasi dari Surplus/Defisit LO. 

Sama seperti format LRA dan LO, format Neraca sebagaimana yang diilustrasikan 

dalam SAP berbasis akrual juga tidak dirinci berdasarkan kode rekening per rincian 

obyek sehingga perlu berhati-hati dalam mengelompokkan Aset, Kewajiban, dan 

Ekuitas. Berikut akan disajikan contoh pengelompokkan Aset Tetap dari Neraca 

Saldo ke format Neraca. Neraca disajikan dengan menyandingkan nilai Aset, 

Kewajiban, dan Ekuitas per akhir periode berjalan dengan periode sebelumnya. 

NERACA SALDO   
setelah               

PENUTUPAN LRA 
 

 

L   O 
 

NERACA SALDO   
setelah               

PENUTUPAN LO 
 

JURNAL 
PENUTUP 

Menutup 
Pendapatan LO dan 

Beban ke 
Surplus/Defisit LO 
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Setelah membuat Neraca, langkah selanjutnya adalah membuat Jurnal Penutup 

Akhir untuk menutup Surplus/Defisit-LO. Jurnal Penutup Akhir ini berfungsi 

untuk memasukkan unsur Surplus/Defisit-LO ke dalam Ekuitas. 

Cara menutup akun-akun tersebut adalah dengan mencatatnya pada posisi 

lawannya. Akun Surplus/Defisit-LO jika saat Jurnal Penutup LO ada di sisi debit, 

maka ketika Penutup Akhir dicatat di sisi kredit. Sementara itu, jika akun 

Surplus/Defisit-LO saat Jurnal Penutup LO ada di sisi kredit, maka ketika Penutup 

Akhir dicatat di sisi debit. Untuk penyeimbang sisi debit dan kredit Jurnal Penutup 

Akhir adalah akun Ekuitas. Jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit.  

Berikut akan disajikan contoh Jurnal Penutup Akhir untuk SKPD. 

 Debit Kredit 

Surplus/Defisit-LO 675.000.000  

               Ekuitas  675.000.000 

 675.000.000 675.000.000 

Setelah melakukan penutupan atas Surplus/Defisit-LO, maka akan diperoleh 

Neraca Saldo Akhir dimana tidak terdapat lagi akun Surplus/Defisit-LO karena 

sudah masuk ke dalam nilai Ekuitas. Proses penyusunan Neraca yang telah 

dijabarkan dapat dilihat dalam bagan berikut. 

 

 

 

 

Tahun n Tahun n-1
ASET TETAP

No. Kode Rek. Uraian Debit Kredit Tanah 3.300.000.000 
18 1.3.1.11.04 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 1.300.000.000 Peralatan dan Mesin 850.000.000    
19 1.3.1.11.05 Tanah Kosong 2.000.000.000 Gedung dan Bangunan 2.350.000.000 
20 1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 150.000.000    Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0
21 1.3.2.04.02 Kendaraan Bermotor Penumpang 500.000.000    Aset Tetap Lainnya 0
22 1.3.2.16.02 Komputer Unit/Jaringan 50.000.000      Konstruksi dalam Pengerjaan 0
23 1.3.2.16.02 Personal Komputer 150.000.000    Akumulasi Penyusutan (500.000.000)   

Jumlah Aset Tetap 6.000.000.000 

Potongan Neraca Saldo SKPD R - Bagian Aset Tetap Potongan Neraca SKPD R - Bagian Aset Tetap

SKPD R
Neraca Saldo Setelah Penutupan LO
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Gambar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini contoh posting ke Buku Besar Ekuitas setelah jurnal penutupan LO. 

Buku Besar Ekuitas 

 Debit Kredit Saldo 

Dari jurnal penutupan LRA-

Perubahan SAL 

361.000.000   

Dari jurnal penutupan LRA-S/D  dan 

Silpa 

 361.000.000  

Dari Jurnal penutup LO  675.000.000 675.000.000    

(CR) 

Dengan melihat buku besar Ekuitas ini dapat dijelaskan bahwa Ekuitas 

Pememerintah Daerah sebesar Rp675.000.000,00 dibentuk dari transaksi kas yang 

berasal dari saldo akhir SAL sebesar Rp361.000.000,00 dan dari transaksi akrual 

murni sebesar Rp341.000.000,00 sehingga total saldo Ekuitas adalah sebesar 

Rp675.000.000,00 

l. Penyusunan LPE 

LPE disusun dengan cara memasukkan nilai awal Ekuitas yang diperoleh dari 

Neraca Awal Tahun ke dalam format LPE, diakumulasi dengan Surplus/Defisit-

LO tahun berjalan, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

sehingga menghasilkan Ekuitas Akhir. Nilai Ekuitas Akhir yang ada di LPE harus 

NERACA SALDO   
setelah               

PENUTUPAN LO 
 

 

NERACA 
 

NERACA                         
AWAL                                                            

TAHUN 
 

JURNAL 
PENUTUP 

Menutup 
Surplus/Defisit LO                                         

ke Ekuitas 
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sama dengan nilai Ekuitas yang ada di Neraca. LPE disajikan dengan 

menyandingkan nilai perubahan Ekuitas tahun berjalan dan tahun sebelumnya. 

m. Penyusunan Laporan Perubahan SAL 

Laporan Perubahan SAL disusun dengan cara memasukkan nilai SAL awal tahun 

yang merupakan nilai SAL akhir tahun sebelumnya ke dalam format Laporan 

Perubahan SAL dikurangi dengan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 

Pembiayaan Tahun Berjalan. Hasilnya kemudian diakumulasikan dengan 

SiLPA/SiKPA tahun berjalan yang diperoleh dari LRA, diakumulasikan dengan 

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya serta lain-lain yang 

mempengaruhi nilai SAL sehingga akan diperoleh nilai SAL akhir. 

n. Penyusunan LAK 

LAK disusun dengan mengklasifikasikan arus kas masuk dan arus kas keluar ke 

dalam kategori aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan 

aktiviats transitoris. Informasi terkait arus kas masuk dan arus kas keluar dapat 

diperoleh dari LRA karena LRA disusun berdasarkan arus kas masuk dan keluar. 

Selain itu, informasi kas masuk dan keluar bisa juga diambil dari catatan BKU 

bendahara. 
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Bab 3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 

A. Definisi 

Berdasarkan PSAP 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan 

merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi 

yang dilakukan oleh suatu entitas. 

1. Tujuan umum  

Tujuan umum laporan keuangan adalah :  

a. menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,  

b. realisasi anggaran,  

c. saldo anggaran lebih,  

d. arus kas,  

e. hasil operasi, dan  

f. perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam 

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan 

akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

2. Laporan keuangan terdiri dari:  

a. laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan  

b. laporan finansial. 

1) Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari :  

(a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan  

(b) Laporan Perubahan SAL.  

2) Sementara itu, laporan finansial terdiri dari :  

(a) Neraca,  

(b) Laporan Operasional (LO),  

(c) Laporan Arus Kas (LAK),  

(d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan  

(e) Catatan atas Laporan Keuangan.  

Perlu digaris bawahi bahwa untuk Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas 

(LAK) hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, 

dalam hal ini Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan 
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disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam setiap laporan keuangan 

harus diidentifikasikan secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap 

halaman laporan, informasi berikut: 

a. nama entitas atau sarana identifikasi lainnya; 

b. cakupan entitas; 

c. periode yang dicakup; 

d. mata uang pelaporan; dan 

e. satuan angka yang digunakan. 

 

B. Laporan Realisasi Anggaran  

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang 

menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode 

pelaporan. Informasi yang terdapat dalam LRA berguna bagi para pengguna laporan dalam 

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas 

dan ketaatan entitas terhadap anggaran. 

Dari LRA juga dapat dilihat tingkat penyerapan anggaran entitas yang dapat menjadi salah 

satu indikator produktivitas atau kinerja entitas. LRA disusun dan disajikan dengan 

menggunakan basis kas. 

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam 

dokumen anggaran. 

 

Format dasar dari sebuah Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut: 

  Anggaran Realisasi 
Pendapatan – LRA xxx xxx 
Belanja (xxx) (xxx) 
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan 
Keuangan(Transfer) (xxx) (xxx) 
Surplus/Defisit – LRA xxx xxx 

Penerimaan Pembiayaan xxx xxx 

Pengeluaran Pembiayaan 
xxx xxx 

Pembiayaan Neto (xxx) (xxx) 
SiLPA/SiKPA xxx xxx 
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C. Laporan Operasional 

Laporan Operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional 

entitas. Pengguna laporan keuangan dapat menggunakan Laporan Operasional untuk 

memperoleh informasi: 

1. mengenai  besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas untuk menjalankan 

pelayanan; 

2. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi 

kinerja entitas dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan 

penggunaan sumber daya ekonomi;  

3. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk 

mendanai kegiatan entitas dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan 

secara komparatif; dan 

4. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila 

surplus operasional). 

 

 

Format dasar dari sebuah Laporan Operasional adalah sebagai berikut: 

  Tahun n Tahun n-1 

Kegiatan Operasional     

Pendapatan xxx xxx 

Beban (xxx) (xxx) 

Surplus/defisit dari operasi xxx xxx 

Kegiatan Non-Operasional   

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional xxx xxx 

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa xxx xxx 

Pos Luar Biasa xxx xxx 

Surplus/Defisit-LO xxx xxx 

 

Berikut adalah format LO SKPD, LO PPKD, serta LO Pemerintah Provinsi, dan LO 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

64 tahun 2013 : 

 



 44 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 
 S K P D 

LAPORAN OPERASIONAL 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 

 

(Dalam Rupiah) 

NO URAIAN 20X1 20X0 
KENAIKAN/ 
PENURUNA

N 
% 

1 KEGIATAN OPERASIONAL     
2 PENDAPATAN     
3  PENDAPATAN ASLI DAERAH     
4  Pendapatan Pajak Daerah  xxx xxx xx xxx 
5  Pendapatan Retribusi Daerah  xxx xxx xx xxx 
7  Lain-lain PAD yang Sah xxx xxx xx xxx 

8       JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH   (4 s.d 
7) xxx xxx xx xxx 

9        
10 BEBAN     
11 BEBAN OPERASI     
12  Beban Pegawai xxx xxx xxx xx 
13  Beban Barang/ Jasa xxx xxx xxx xx 
14  Beban Bunga xxx xxx xxx xx 
15  Beban Subsidi xxx xxx xxx xx 
16  Beban Hibah xxx xxx xxx xx 
17  Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx xx 
18  Beban Penysutan  xxx xxx xxx xx 
19  Beban Lain-lain xxx xxx xxx xx 
20   JUMLAH BEBAN   (12 s.d 19) xxx xxx xxx xx 
21   SURPLUS/ DEFISIT - LO   (8 – 20) xxx xxx xxx xx 
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PEMERINTAH PROVINSI............ 
P P K D 

LAPORAN OPERASIONAL 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 

 

(Dalam Rupiah) 

NO URAIAN 20X1 20X0 
KENAIKAN/ 
PENURUNA

N 
% 

1 KEGIATAN OPERASIONAL      
2 PENDAPATAN     
3  PENDAPATAN ASLI DAERAH     
4  Pendapatan Pajak Daerah  xxx xxx xx xxx 

5  Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan xxx xxx xx xxx 

6  Lain-lain PAD yang Sah xxx xxx xx xxx 
7       Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s.d 6) xxx xxx xx xxx 
8        
9  PENDAPATAN TRANSFER     

10  TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA 
PERIMBANGAN     

11   Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx 
12   Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xx xxx 
13   Dana Alokasi Umum xxx xxx xx xxx 
14   Dana Alokasi Khusus xxx xxx xx xxx 

15   Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana 
Perimbangan  (11 s.d 14) xxx xxx xx xxx 

16        
17  TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA     
18   Dana Otonomi Khusus xxx xxx xx xxx 
19   Dana penyesuaian xxx xxx xx xxx 
20   Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya  (18 s.d 19) xxx xxx xx xxx 

21   JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER  
(15+20)     

22        
23  LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH     
24   Pendapatan Hibah xxx xxx xx xxx 
26   Pendapatan Lainnya xxx xxx xx xxx 
27   Jumlah Lain0lain Pendapatan yang Sah  (23 s.d 24) xxx xxx xx xxx 
28   JUMLAH PENDAPATAN (7+21+27) xxx xxx xx xxx 
29        
30 BEBAN     
31 BEBAN OPERASI     
32  Beban Subsidi xxx xxx xxx xx 
33  Beban Hibah xxx xxx xxx xx 
34  Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx xx 
35  Beban Lain-lain xxx xxx xxx xx 
36   Jumlah Beban Operasi  (32 s.d 35)     
37        
38 BEBAN TRANSFER     
39  Beban Transfer Bagi Hasil pajak xxx xxx xxx xx 
40  Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx xx 
41  Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa xxx xxx xxx xx 
42  Beban Transfer Keuangan Lainnya xxx xxx xxx xx 
43   Jumlah Beban Transfer  (39 s.d 42)     
44   JUMLAH BEBAN  (36+43)     
45        
46   SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI  (28 – 44)     
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(Dalam Rupiah) 

NO URAIAN 20X1 20X0 
KENAIKAN/ 
PENURUNA

N 
% 

47 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON 
OPERASIONAL     

48  SURPLUS NON OPERASIONAL     
49  Surplus Penjualan Aset  Non lancer xxx xxx xxx xx 
50  Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xx 
51  Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xx 
52  Jumlah Surplus Non Operasional  (49 s.d 51) xxx xxx xxx xx 
53       
54  DEFISIT NON OPERASIONAL     
55  Defisit Penjualan Aset Nonlancar xxx xxx xxx xx 
56  Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xx 
57  Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xx 
58  Jumlah Defisit Non Operasional  (55 s.d 57) xxx xxx xxx xx 
59       

60  JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN 
NON OPERASIONAL  (52 +58) xxx xxx xxx xx 

61  SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA             
(46+60) xxx xxx xxx xx 

62       
63 POS LUAR BIASA     
64  PENDAPATAN LUAR BIASA     
65  Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xx 
66  Jumlah Pendapatan Luar Biasa  (65) xxx xxx xxx xx 
67       
68  BEBAN LUAR BIASA     
69  Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xx 
70  Jumlah beban Luar Biasa  (69) xxx xxx xxx xx 
71       
72   JUMLAH POS LUAR BIASA  (66+70) xxx xxx xxx xx 
73        
74   SURPLUS/ DEFISIT- LO  (61 + 72) xxx xxx xxx xx 
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PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA................ 
P P K D 

LAPORAN OPERASIONAL 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 

(Dalam Rupiah) 

NO URAIAN 20X1 20X0 
KENAIKAN/ 
PENURUNA

N 
% 

1 KEGIATAN OPERASIONAL      
2 PENDAPATAN     
3  PENDAPATAN ASLI DAERAH     
4  Pendapatan Pajak Daerah  xxx xxx xx xxx 

6  Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan xxx xxx xx xxx 

7  Lain-lain PAD yang Sah xxx xxx xx xxx 
8       Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4  s.d 7) xxx xxx xx xxx 
9        
10  PENDAPATAN TRANSFER     
11  TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN     
12   Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx 
13   Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xx xxx 
14   Dana Alokasi Umum xxx xxx xx xxx 
15   Dana Alokasi Khusus xxx xxx xx xxx 

16   Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan                   
(12 s.d 15) xxx xxx xx xxx 

17        
18  TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA     
19   Dana Otonomi Khusus xxx xxx xx xxx 
20   Dana Penyesuaian xxx xxx xx xxx 
21   Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya  (19 s.d 20) xxx xxx xx xxx 
22        
23  TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI     
24   Pendapatan Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx 
25   Pendapatan Bagi Hasil Lainnya xxx xxx xx xxx 

26   Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi                   
(24 s.d 25) xxx xxx xx xxx 

27   PENDAPATAN TRANSFER   (16+21+26) xxx xxx xx xxx 
28        
29  LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH     
30   Pendapatan Hibah xxx xxx xx xxx 
32   Pendapatan Lainnya xxx xxx xx xxx 
33   Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah  (30 s.d 32) xxx xxx xx xxx 
34        
35   JUMLAH PENDAPATAN (8+27+33) xxx xxx xx xxx 
36        
37 BEBAN     
38 BEBAN OPERASI     
39  Beban Subsidi xxx xxx xxx xx 
40  Beban Hibah xxx xxx xxx xx 
41  Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx xx 
42  Beban Lain-lain xxx xxx xxx xx 
43   Jumlah Beban Operasi  (39 S.D 42) xxx xxx xx xxx 
44        
45 BEBAN TRANSFER     
46  Beban Transfer Bagi Hasil pajak xxx xxx xxx xx 
47  Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx xx 
48  Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa xxx xxx xxx xx 
49  Beban Transfer Keuangan Lainnya xxx xxx xxx xx 
50   Jumlah Beban Transfer  (46 S.D 49) xxx xxx xx xxx 
51   JUMLAH BEBAN  (43+50) xxx xxx xx xxx 
52   SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI  (35 – 51) xxx xxx xx xxx 

 



 48 

(Dalam Rupiah) 

NO URAIAN 20X1 20X0 
KENAIKAN/ 
PENURUNA

N 
% 

53 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON 
OPERASIONAL     

54  SURPLUS NON OPERASIONAL     
55  Surplus Penjualan Aset  Non lancer xxx xxx xxx xx 
56  Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xx 
57  Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xx 
58  Jumlah Surplus Non Operasional  (55 s.d 57) xxx xxx xxx xx 
59       
60  DEFISIT NON OPERASIONAL     
61  Defisit Penjualan Aset Nonlancar xxx xxx xxx xx 
62  Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xx 
63  Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xx 
64  Jumlah Defisit Non Operasional  (61 s.d 63) xxx xxx xxx xx 
65       

66  JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN 
NON OPERASIONAL  (58 +64) xxx xxx xxx xx 

67  SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA             
(52+66) xxx xxx xxx xx 

68       
69 POS LUAR BIASA     
70  PENDAPATAN LUAR BIASA     
71  Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xx 
72  Jumlah Pendapatan Luar Biasa  (71) xxx xxx xxx xx 
73       
74  BEBAN LUAR BIASA     
75  Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xx 
76  Jumlah beban Luar Biasa  (75) xxx xxx xxx xx 
77       
78   JUMLAH POS LUAR BIASA  (72 s.d 76) xxx xxx xxx xx 
79        
80   SURPLUS/ DEFISIT- LO  (67 + 78) xxx xxx xxx xx 
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PEMERINTAH PROVINSI 
LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 
 

(Dalam Rupiah) 

NO URAIAN 20X1 20X0 
KENAIKAN/ 
PENURUNA

N 
% 

1 KEGIATAN OPERASIONAL      
2 PENDAPATAN     
3  PENDAPATAN ASLI DAERAH     
4  Pendapatan Pajak Daerah  xxx xxx xx xxx 
5  Pendapatan Retribusi Daerah  xxx xxx xx xxx 

6  Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan xxx xxx xx xxx 

7  Lain-lain PAD yang Sah xxx xxx xx xxx 
8       Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s.d 7) xxx xxx xx xxx 
9        
10  PENDAPATAN TRANSFER     

11  TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA 
PERIMBANGAN     

12   Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx 
13   Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xx xxx 
14   Dana Alokasi Umum xxx xxx xx xxx 
15   Dana Alokasi Khusus xxx xxx xx xxx 

16   Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana 
Perimbangan  (12 s.d 15) xxx xxx xx xxx 

17        
18  TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA     
19   Dana Otonomi Khusus xxx xxx xx xxx 
20   Dana penyesuaian xxx xxx xx xxx 
21   Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya  (19 s.d 20) xxx xxx xx xxx 

22   JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER  
(16+21)     

23        
24  LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH     
26   Pendapatan Hibah xxx xxx xx xxx 
27   Pendapatan Lainnya xxx xxx xx xxx 
28   Jumlah Lain0lain Pendapatan yang Sah  (26 s.d 27) xxx xxx xx xxx 
29        
30   JUMLAH PENDAPATAN (8+22+28) xxx xxx xx xxx 
31        
32 BEBAN     
33 BEBAN OPERASI     
34  Beban Subsidi xxx xxx xxx xx 
35  Beban Hibah xxx xxx xxx xx 
36  Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx xx 
37  Beban Lain-lain xxx xxx xxx xx 
38   Jumlah Beban Operasi  (34 s.d 37) xxx xxx xx xxx 
39        
40 BEBAN TRANSFER     
41  Beban Transfer Bagi Hasil pajak xxx xxx xxx xx 
42  Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx xx 
43  Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa xxx xxx xxx xx 
44  Beban Transfer Keuangan Lainnya xxx xxx xxx xx 
45   Jumlah Beban Transfer  (41 s.d 44) xxx xxx xx xxx 
46   JUMLAH BEBAN  (38+45) xxx xxx xx xxx 
47        
48   SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI  (30 – 46) xxx xxx xx xxx 
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(Dalam Rupiah) 

NO URAIAN 20X1 20X0 
KENAIKAN/ 
PENURUNA

N 
% 

49 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON 
OPERASIONAL     

50  SURPLUS NON OPERASIONAL     
51  Surplus Penjualan Aset  Non lancer xxx xxx xxx xx 
52  Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xx 
53  Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xx 
54  Jumlah Surplus Non Operasional  (51 s.d 53) xxx xxx xxx xx 
55       
56  DEFISIT NON OPERASIONAL     
57  Defisit Penjualan Aset Nonlancar xxx xxx xxx xx 
58  Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xx 
59  Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xx 
60  Jumlah Defisit Non Operasional  (57 s.d 59) xxx xxx xxx xx 
61       

62  JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN 
NON OPERASIONAL  (54 +60) xxx xxx xxx xx 

63  SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA             
(48+62) xxx xxx xxx xx 

64       
65 POS LUAR BIASA     
66  PENDAPATAN LUAR BIASA     
67  Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xx 
68  Jumlah Pendapatan Luar Biasa  (67) xxx xxx xxx xx 
69       
70  BEBAN LUAR BIASA     
71  Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xx 
72  Jumlah beban Luar Biasa  (71) xxx xxx xxx xx 
73       
74   JUMLAH POS LUAR BIASA  (68+72) xxx xxx xxx xx 
75        
76   SURPLUS/ DEFISIT- LO  (63 + 74) xxx xxx xxx xx 
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PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 

LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 

 
(Dalam Rupiah) 

NO URAIAN Anggaran 
20x1 

Realisasi 
20x1 (%) Realisasi 

20x0 
1 PENDAPATAN     
2  PENDAPATAN ASLI DAERAH     
3  Pendapatan pajak Daerah  xxx xxx xx xxx 
4  Pendapatan Retribusi Daerah  xxx xxx xx xxx 

5  Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang 
dipisahkan xxx xxx xx xxx 

6  Lain-lain PAD yang Sah xxx xxx xx xxx 
7       Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6) xxx xxx xx xxx 
8        
9  PENDAPATAN TRANSFER     

10  TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA 
PERIMBANGAN     

11   Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx 
12   Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xx xxx 
13   Dana Alokasi Umum xxx xxx xx xxx 
14   Dana Alokasi Khusus xxx xxx xx xxx 

15   Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana 
Perimbangan  (11 s.d 14) xxx xxx xx xxx 

16        
17  TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA     
18   Dana Otonomi Khusus xxx xxx xx xxx 
19   Dana penyesuaian xxx xxx xx xxx 

20   Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –
Lainnya  (18 s.d 19) xxx xxx xx xxx 

21        
22  TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI     
23   Pendapatan Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx 
24   Pendapatan Bagi Hasil Lainnya xxx xxx xx xxx 

25   Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi                   
(23 s.d 24) xxx xxx xx xxx 

26   JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER  (15+20+25) xxx xxx xx xxx 
27        
28  LAIN-LAIN PENDPATAN YANG SAH     
29   Pendapatan Hibah xxx xxx xx xxx 
30   Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xx xxx 
31   Pendapatan Lainnya xxx xxx xx xxx 
32   Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah  (29 s.d 31) xxx xxx xx xxx 
33        
34   JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32) xxx xxx xx xxx 
35        
36 BEBAN     
37 BEBAN OPERASI     
38  Beban Pegawai xxx xxx xx xxx 
39  Beban Barang/ Jasa xxx xxx xx xxx 
40  Beban Bunga xxx xxx xx xxx 
41  Beban Subsidi xxx xxx xx xxx 
42  Beban Hibah xxx xxx xx xxx 
43  Beban Bantuan Sosial xxx xxx xx xxx 
44  Beban Penysutan  xxx xxx xx xxx 
45  Beban Lain-lain xxx xxx xx xxx 
46   Jumlah Beban Operasi   (38 s.d 45) xxx xxx xx xxx 
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(Dalam Rupiah) 

NO URAIAN Anggaran 
20x1 

Realisasi 
20x1 (%) Realisasi 

20x0 
47 BEBAN TRANSFER     
48  Beban Transfer Bagi Hasil pajak xxx xxx xxx xx 
  Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx xx 

49  Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa xxx xxx xxx xx 
50  Beban Transfer Keuangan Lainnya xxx xxx xxx xx 
51   Jumlah Beban Transfer  (48 s.d 50) xxx xxx xx xxx 
52   JUMLAH BEBAN  (46+51) xxx xxx xx xxx 
53        
54   SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI  (34 – 52) xxx xxx xx xxx 
55        

56 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON 
OPERASIONAL     

57  SURPLUS NON OPERASIONAL     
58  Surplus Penjualan Aset  Non lancar xxx xxx xx xxx 
59  Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xx xxx 
60  Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xx xxx 
61  Jumlah Surplus Non Operasional  (58 s.d 60) xxx xxx xx xxx 
62       
63  DEFISIT NON OPERASIONAL     
64  Defisit Penjualan Aset Nonlancar xxx xxx xx xxx 
65  Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xx xxx 
66  Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xx xxx 
67  Jumlah Defisit Non Operasional  (64 s.d 66) xxx xxx xx xxx 
68       

69  JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN 
NON OPERASIONAL  (61 +67) xxx xxx xx xxx 

70  SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA             
(54+69) xxx xxx xx xxx 

71       
72 POS LUAR BIASA     
73  PENDAPATAN LUAR BIASA     
74  Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xx xxx 
75  Jumlah Pendapatan Luar Biasa  (74) xxx xxx xx xxx 
76       
77  BEBAN LUAR BIASA     
78  Beban Luar Biasa xxx xxx xx xxx 
79  Jumlah beban Luar Biasa  (78) xxx xxx xx xxx 
80       
81   JUMLAH POS LUAR BIASA  (75+79) xxx xxx xx xxx 
82        
83   SURPLUS/ DEFISIT- LO  (70 + 81) xxx xxx xx xxx 
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D. Neraca 

Sebuah neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca dapat ditampilkan dalam format T-

account atau I-coloum sebagai berikut: 

Format Neraca T-account: 

Aset xxx Kewajiban xxx 
       
    Ekuitas xxx 
        
Jumlah Aset 

xxx 
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 

xxx 

 

Format Neraca I-coloum: 

  Tahun n Tahun n-1 
ASET     

Aset Lancar xxx xxx 
Aset Non Lancar xxx xxx 
Jumlah Aset xxx xxx 
   

KEWAJIBAN   

Kewajiban Jangka Pendek xxx xxx 
Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx 
Jumlah Kewajiban  xxx xxx 

   

EKUITAS   

____ xxx xxx 
____ xxx xxx 
Jumlah Ekuitas xxx xxx 
Jumlah Kewajiban dan EKuitas xxx xxx 

 

Berikut adalah format Neraca SKPD, Neraca PPKD, serta Neraca Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Permendagri No.64 tahun 2013 : 
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No. 20X1 20X0

1 ASET
2
3 ASET LANCAR
4 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx
5 Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx
6 Piutang Pajak Daerah xxx xxx
7 Piutang Retribusi Daerah xxx xxx
8 Penyisihan Piutang xxx xxx
9 Belanja di Bayar di muka xxx xxx

10 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx
11 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian xxx xxx
12 Piutang Lainnya xxx xxx
13 Persediaan xxx xxx
14 Jumlah Aset Lancar xxx xxx
15
16 ASET TETAP
17 Tanah xxx xxx
18 Peralatan dan Mesin xxx xxx
19 Gedung dan Bangunan xxx xxx
20 Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx
21 Aset Tetap Lainnya xxx xxx
22 Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx xxx
23 Akumulasi Penyusutan xxx xxx
24 Jumlah Aset Tetap xxx xxx
25
26 ASET LAINNYA
27 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx
28 Tuntutan Ganti Kerugian xxx xxx
29 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx xxx
30 Aset Tak Berwujud xxx xxx
31 Aset Lain-lain xxx xxx
32 Jumlah Aset Lainnya xxx xxx
33
34 JUMLAH ASET xxx xxx
35
36 KEWAJIBAN
37
38 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
39 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) xxx xxx
40 Pendapatan Diterima Dimuka xxx xxx
41 Utang Belanja xxx xxx
42 Utang Jangka Pendek Lainnya xxx xxx
43 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx xxx
44 JUMLAH KEWAJIBAN xxx xxx
45
46 EKUITAS
47
48 EKUITAS  
49 Ekuitas xxx xxx
50 RK RKPPKD xxx xxx
51 JUMLAH EKUITAS xxx xxx
52
53 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xxx xxx

(Dalam Rupiah)

Uraian

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
SKPD

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
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No. 20X1 20X0

1 ASET
2 ASET LANCAR
3 Kas di Kas Daerah xxx xxx
4 Investasi Jangka Pendek xxx xxx
5 Penyisihan Piutang xxx xxx
6 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx
7 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx
8 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat xxx xxx
9 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx

10 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx
11 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx
12 Piutang Lainnya xxx xxx
13 RK SKPD …… xxx xxx
14 Jumlah Aset Lancar xxx xxx
15
16 INVESTASI JANGKA PANJANG
17 Investasi Nonpermanen
18 Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx
19 Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx
20 Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx
21 Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx
22 Jumlah Investasi Nonpermanen xxx xxx
23     Investasi Permanen
24 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx
25 Investasi Permanen Lainnya xxx xxx
26 Jumlah Investasi Permanen xxx xxx
27 Jumlah Investasi Jangka Panjang xxx xxx
28
29 DANA CADANGAN
30 Dana Cadangan xxx xxx
31 Jumlah Dana Cadangan xxx xxx
32
33 ASET LAINNYA
34 Tagihan Jangka Panjang xxx xxx
35 Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx
36 Aset Tidak Berwujud xxx xxx
37 Aset Lain-laim xxx xxx
38 Jumlah Aset Lainnya xxx xxx
39
40 JUMLAH ASET xxx xxx
41
42 KEWAJIBAN
43
44 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
45    Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) xxx xxx
46    Utang Bunga xxx xxx
47    Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx xxx
48  Pendapatan Diterima Dimuka xxx xxx
49    Utang Jangka Pendek Lainnya xxx xxx
50 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx xxx
51
52 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
53 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxx xxx
54 Utang Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx
55 Premium (Diskonto) Obligasi xxx xxx
56 Utang Jangka Panjang Lainnya xxx xxx
57 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx
58
59 JUMLAH KEWAJIBAN xxx xxx
60
61 EKUITAS
62
63 EKUITAS  
64 Ekuitas xxx xxx
65 Jumlah Ekuitas xxx xxx
66
67 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA xxx xxx

Uraian

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
PPKD

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)
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No. 20X1 20X0

1 ASET
2
3 ASET LANCAR
4 Kas di Kas Daerah xxx xxx
5 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx
6 Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx
7 Investasi Jangka Pendek xxx xxx
8 Piutang Pajak xxx xxx
9 Piutang Retribusi xxx xxx

10 Penyisihan Piutang xxx xxx
11 Belanja Dibayar Dimuka xxx xxx
12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx
13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx
14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat xxx xxx
15 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx
16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx
17 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx
18 Piutang Lainnya xxx xxx
19 Persediaan xxx xxx
20 Jumlah Aset Lancar xxx xxx
21
22 INVESTASI JANGKA PANJANG
23 Investasi Nonpermanen
24 Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx
25 Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx
26 Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx
27 Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx
28 Jumlah Investasi Nonpermanen xxx xxx
29     Investasi Permanen
30 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx
31 Investasi Permanen Lainnya xxx xxx
32 Jumlah Investasi Permanen xxx xxx
33 Jumlah Investasi Jangka Panjang xxx xxx
34
35 ASET TETAP
36 Tanah xxx xxx
37 Peralatan dan Mesin xxx xxx
38 Gedung dan Bangunan xxx xxx
39 Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx
40 Aset Tetap Lainnya xxx xxx
41 Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx
42 Akumulasi Penyusutan xxx xxx
43 Jumlah Aset Tetap xxx xxx
44
45 DANA CADANGAN
46 Dana Cadangan xxx xxx
47 Jumlah Dana Cadangan xxx xxx
48
49 ASET LAINNYA
50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx
51 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx
52 Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx
53 Aset Tak Berwujud xxx xxx
54 Aset Lain-laim xxx xxx
55 Jumlah Aset Lainnya xxx xxx
56
57 JUMLAH ASET xxx xxx
58
59 KEWAJIBAN
60
61 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
62 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) xxx xxx
63 Utang Bunga xxx xxx
64 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx xxx
65 Pendapatan Diterima Dimuka xxx xxx
66 Utang Belanja xxx xxx
67 Utang Jangka Pendek Lainnya xxx xxx
68 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx xxx
69
70 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
71 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxx xxx
72 Utang Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx
73 Premium (Diskonto) Obligasi xxx xxx
74 Utang Jangka Panjang Lainnya xxx xxx
75 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx
76 JUMLAH KEWAJIBAN xxx xxx
77
78 EKUITAS  
79 Ekuitas xxx xxx
80 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA xxx xxx

(Dalam Rupiah)

Uraian

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
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E. Laporan Perubahan SAL 

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun 

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah format Laporan 

Perubahan SAL yang diberikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 : 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUAPTEN/KOTA...... 
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 
 

NO URAIAN 20X1 20X0 
1 Saldo Anggaran Lebih Awal xxx xxx 
2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 

Pembiayaan Tahun Berjalan xxx xxx 

3 Sub Total  (1+2) xxx xxx 
4    
5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 

(SiLPA/SiKPA) xxx xxx 

6 Sub Total  (3+5) xxx xxx 
7    
8 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 

Sebelumnya xxx xxx 

9 Lain-lain xxx xxx 
10 Saldo Anggaran Lebih Akhir 

(6+8+9) xxx xxx 

 

F. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas 

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah format Laporan 

Perubahan Ekuitas yang diberikan oleh Permendagri Nomor 64 Tahun 2013: 
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...... 

S K P D 
LAPORAN PERUB AHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 
 

NO URAIAN 20X1 20X0 
1 Ekuitas Awal xxx xxx 
2 Surplus/Defisit-LO xxx xxx 
3 Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan 

Mendasar :   

4 Koreksi Nilai Persediaan   
5 Swelisish Revaluasi Aset Tetap xxx xxx 
6 Lain-lain xxx xxx 
7 Ekuitas Akhir xxx xxx 
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUAPTEN/KOTA 

P P K D 
LAPORAN PERUB AHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 
 

NO URAIAN 20X1 20X0 
1 Ekuitas Awal xxx xxx 
2 Surplus/Defisit-LO xxx xxx 
3 Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan 

Mendasar :   

4 Koreksi Nilai Persediaan   
5 Swelisish Revaluasi Aset Tetap xxx xxx 
6 Lain-lain xxx xxx 
7 Ekuitas Akhir xxx xxx 

 
PEMERINTAH PROVINSI/KABUAPTEN/KOTA 

LAPORAN PERUB AHAN EKUITAS 
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 

 

NO URAIAN 20X1 20X0 
1 Ekuitas Awal xxx xxx 
2 Surplus/Defisit-LO xxx xxx 
3 Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan 

Mendasar :   

4 Koreksi Nilai Persediaan   
5 Swelisish Revaluasi Aset Tetap xxx xxx 
6 Lain-lain xxx xxx 
7 Ekuitas Akhir xxx xxx 

 

G. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, 

investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, 

pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu. Format dasar 

dari sebuah Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut: 

  Tahun n Tahun n-1 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi     

Arus kas masuk xxx xxx 

Arus kas keluar (xxx) (xxx) 

Arus Kas dari Aktivitas Investasi     

Arus kas masuk xxx xxx 

Arus kas keluar (xxx) (xxx) 
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Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan     

Arus kas masuk xxx xxx 

Arus kas keluar (xxx) (xxx) 

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris     

Arus kas masuk xxx xxx 

Arus kas keluar (xxx) (xxx) 

Kenaikan/Penurunan kas xxx xxx 

Saldo Awal xxx xxx 

Saldo Akhir Kas xxx xxx 

1. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan 

untuk kegiatan operasional entitas selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih 

aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi entitas 

dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di 

masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 

a. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: 

1) Penerimaan Perpajakan; 

2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 

3) Penerimaan Hibah; 

4) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;  

5) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan 

6) Penerimaan Transfer.  

b. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk: 

1) Pembayaran Pegawai; 

2) Pembayaran Barang;  

3) Pembayaran Bunga; 

4) Pembayaran Subsidi; 

5) Pembayaran Hibah; 

6) Pembayaran Bantuan Sosial;  

7) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan 

8) Pembayaran Transfer.  

2. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan 

untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk 
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dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi 

yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat di masa yang akan datang.  

a. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: 

1) Penjualan Aset Tetap;  

2) Penjualan Aset Lainnya; 

3) Pencairan Dana Cadangan; 

4) Penerimaan dari Divestasi; dan 

5) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.  

b. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari: 

1) Perolehan Aset Tetap; 

2) Perolehan Aset Lainnya; 

3) Pembentukan Dana Cadangan; 

4) Penyertaan Modal Pemerintah; dan 

5) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas. 

3. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang 

berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang 

jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang 

jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan 

mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan 

atau pemberian pinjaman jangka panjang. 

a. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: 

1) Penerimaan utang luar negeri; 

2) Penerimaan dari utang obligasi; 

3) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah; dan 

4) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. 

b. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain: 

1) Pembayaran pokok utang luar negeri; 

2) Pembayaran pokok utang obligasi;  

3) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah; dan 

4) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara. 
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4. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak 

termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas 

transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak 

mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. 

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan 

transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari 

bendahara pengeluaran. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran 

PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang 

persediaan kepada bendahara pengeluaran. PFK menggambarkan kas yang berasal 

dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara 

tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang 

menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah. 

Berikut adalah format Laporan Laporan Arus Kas yang diberikan oleh Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013: 



 62 

 

No. 20X1 20X0
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arus Masuk Kas 
3 Penerimaan Pajak Daerah XXX XXX
4 Penerimaan Retribusi Daerah XXX XXX
5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX
6 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah XXX XXX
7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX
8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX
9 Penerimaan Dana Alokasi Umum XXX XXX
10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus XXX XXX
11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus XXX XXX
12 Penerimaan Dana Penyesuaian XXX XXX
13 Penerimaan Hibah XXX XXX
14 Penerimaan Dana Darurat XXX XXX
15 Penerimaan Lainnya XXX XXX
16 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa XXX XXX
17 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
18 Arus Keluar Kas
19 Pembayaran Pegawai XXX XXX
20 Pembayaran Barang XXX XXX
21 Pembayaran Bunga XXX XXX
22 Pembayaran Subsidi XXX XXX
23 Pembayaran Hibah XXX XXX
24 Pembayaran Bantuan Sosial XXX XXX
25 Pembayaran Tak Terduga XXX XXX
26 Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota XXX XXX
27 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/ Kota XXX XXX
28 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten Kota XXX XXX
29 Pembayaran Kejadian Luar Biasa XXX XXX
30 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
31 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi XXX XXX
32 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
33 Arus Masuk Kas 
34 Pencairan Dana Cadangan XXX XXX
35 Penjualan atas Tanah XXX XXX
36 Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX XXX
37 Penjualan atas Gedung dan Bangunan XXX XXX
38 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
39 Penjualan Aset Tetap XXX XXX
40 Penjualan Aset Lainnya XXX XXX
41 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX
42 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen XXX XXX
43 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
44 Arus Keluar Kas 
45 Pembentukan Dana Cadangan XXX XXX
46 Perolehan Tanah XXX XXX
47 Perolehan Peralatan dan Mesin XXX XXX
48 Perolehan Gedung dan Bangunan XXX XXX
49 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
50 Perolehan  Aset Tetap Lainnya XXX XXX
51 Perolehan Aset Lainnya XXX XXX
52 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX
53 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen XXX XXX
54 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
55 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi XXX XXX
56 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
57 Arus Masuk Kas 
58 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX
59 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
60 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX
61 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX
62 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX
63 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX
64 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
65 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
67 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
68 Arus Keluar Kas 
69 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX
70 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX
72 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX
73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX
74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX
75 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
76 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
77 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
78 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
79 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan XXX XXX
80 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
81 Arus Masuk Kas 
82 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga XXX XXX
83 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
84 Arus Keluar Kas 
85 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX
86 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
87 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris XXX XXX
88 Kenaikan/Penurunan Kas XXX XXX
89 Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
90 Saldo Akhir Kas  di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
91 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
92 Saldo Akhir Kas XXX XXX

Uraian

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)
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No. 20X1 20X0
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arus Masuk Kas 
3 Penerimaan Pajak Daerah XXX XXX
4 Penerimaan Retribusi Daerah XXX XXX
5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX
6 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah XXX XXX
7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX
8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX
9 Penerimaan Dana Alokasi Umum XXX XXX
10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus XXX XXX
11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus XXX XXX
12 Penerimaan Dana Penyesuaian XXX XXX
13 Penerimaan Hibah XXX XXX
14 Penerimaan Dana Darurat XXX XXX
15 Penerimaan Lainnya XXX XXX
16 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa XXX XXX
17 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
18 Arus Keluar Kas
19 Pembayaran Pegawai XXX XXX
20 Pembayaran Barang XXX XXX
21 Pembayaran Bunga XXX XXX
22 Pembayaran Subsidi XXX XXX
23 Pembayaran Hibah XXX XXX
24 Pembayaran Bantuan Sosial XXX XXX
25 Pembayaran Tak Terduga XXX XXX
26 Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota XXX XXX
27 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/ Kota XXX XXX
28 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten Kota XXX XXX
29 Pembayaran Kejadian Luar Biasa XXX XXX
30 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
31 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi XXX XXX
32 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
33 Arus Masuk Kas 
34 Pencairan Dana Cadangan XXX XXX
35 Penjualan atas Tanah XXX XXX
36 Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX XXX
37 Penjualan atas Gedung dan Bangunan XXX XXX
38 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
39 Penjualan Aset Tetap XXX XXX
40 Penjualan Aset Lainnya XXX XXX
41 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX
42 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen XXX XXX
43 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
44 Arus Keluar Kas 
45 Pembentukan Dana Cadangan XXX XXX
46 Perolehan Tanah XXX XXX
47 Perolehan Peralatan dan Mesin XXX XXX
48 Perolehan Gedung dan Bangunan XXX XXX
49 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
50 Perolehan  Aset Tetap Lainnya XXX XXX
51 Perolehan Aset Lainnya XXX XXX
52 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX
53 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen XXX XXX
54 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
55 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi XXX XXX
56 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
57 Arus Masuk Kas 
58 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX
59 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
60 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX
61 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX
62 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX
63 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX
64 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
65 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
67 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
68 Arus Keluar Kas 
69 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX
70 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX
72 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX
73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX
74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX
75 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
76 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
77 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
78 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
79 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan XXX XXX
80 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
81 Arus Masuk Kas 
82 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga XXX XXX
83 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
84 Arus Keluar Kas 
85 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX
86 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
87 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris XXX XXX
88 Kenaikan/Penurunan Kas XXX XXX
89 Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
90 Saldo Akhir Kas  di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
91 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
92 Saldo Akhir Kas XXX XXX

Uraian

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)
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No. 20X1 20X0
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arus Masuk Kas 
3 Penerimaan Pajak Daerah XXX XXX
4 Penerimaan Retribusi Daerah XXX XXX
5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX
6 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah XXX XXX
7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX
8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX
9 Penerimaan Dana Alokasi Umum XXX XXX
10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus XXX XXX
11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus XXX XXX
12 Penerimaan Dana Penyesuaian XXX XXX
13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX XXX
14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya XXX XXX
15 Penerimaan Hibah XXX XXX
16 Penerimaan Dana Darurat XXX XXX
17 Penerimaan Lainnya XXX XXX
18 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa XXX XXX
19 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
20 Arus Keluar Kas
21 Pembayaran Pegawai XXX XXX
22 Pembayaran Barang XXX XXX
23 Pembayaran Bunga XXX XXX
24 Pembayaran Subsidi XXX XXX
25 Pembayaran Hibah XXX XXX
26 Pembayaran Bantuan Sosial XXX XXX
27 Pembayaran Tak Terduga XXX XXX
28 Pembayaran Bagi Hasil Pajak XXX XXX
29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi XXX XXX
30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya XXX XXX
31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa XXX XXX
32 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi XXX XXX
34 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
35 Arus Masuk Kas 
36 Pencairan Dana Cadangan XXX XXX
37 Penjualan atas Tanah XXX XXX
38 Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX XXX
39 Penjualan atas Gedung dan Bangunan XXX XXX
40 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
41 Penjualan Aset Tetap XXX XXX
42 Penjualan Aset Lainnya XXX XXX
43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX
44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen XXX XXX
45 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
46 Arus Keluar Kas 
47 Pembentukan Dana Cadangan XXX XXX
48 Perolehan Tanah XXX XXX
49 Perolehan Peralatan dan Mesin XXX XXX
50 Perolehan Gedung dan Bangunan XXX XXX
51 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
52 Perolehan  Aset Tetap Lainnya XXX XXX
53 Perolehan Aset Lainnya XXX XXX
54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX
55 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen XXX XXX
56 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi XXX XXX
58 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
59 Arus Masuk Kas 
60 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX
61 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
62 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX
63 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX
64 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX
65 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX
66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
67 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
68 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
69 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
70 Arus Keluar Kas 
71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX
72 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX
74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX
75 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX
76 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX
77 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
78 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
79 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
80 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
81 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan XXX XXX
82 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
83 Arus Masuk Kas 
84 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga XXX XXX
85 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
86 Arus Keluar Kas 
87 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX
88 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
89 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris XXX XXX
90 Kenaikan/Penurunan Kas XXX XXX
91 Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
92 Saldo Akhir Kas  di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
93 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
94 Saldo Akhir Kas XXX XXX

Uraian

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)
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No. 20X1 20X0
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arus Masuk Kas 
3 Penerimaan Pajak Daerah XXX XXX
4 Penerimaan Retribusi Daerah XXX XXX
5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX
6 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah XXX XXX
7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX
8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX
9 Penerimaan Dana Alokasi Umum XXX XXX
10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus XXX XXX
11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus XXX XXX
12 Penerimaan Dana Penyesuaian XXX XXX
13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX XXX
14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya XXX XXX
15 Penerimaan Hibah XXX XXX
16 Penerimaan Dana Darurat XXX XXX
17 Penerimaan Lainnya XXX XXX
18 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa XXX XXX
19 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
20 Arus Keluar Kas
21 Pembayaran Pegawai XXX XXX
22 Pembayaran Barang XXX XXX
23 Pembayaran Bunga XXX XXX
24 Pembayaran Subsidi XXX XXX
25 Pembayaran Hibah XXX XXX
26 Pembayaran Bantuan Sosial XXX XXX
27 Pembayaran Tak Terduga XXX XXX
28 Pembayaran Bagi Hasil Pajak XXX XXX
29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi XXX XXX
30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya XXX XXX
31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa XXX XXX
32 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi XXX XXX
34 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
35 Arus Masuk Kas 
36 Pencairan Dana Cadangan XXX XXX
37 Penjualan atas Tanah XXX XXX
38 Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX XXX
39 Penjualan atas Gedung dan Bangunan XXX XXX
40 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
41 Penjualan Aset Tetap XXX XXX
42 Penjualan Aset Lainnya XXX XXX
43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX
44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen XXX XXX
45 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
46 Arus Keluar Kas 
47 Pembentukan Dana Cadangan XXX XXX
48 Perolehan Tanah XXX XXX
49 Perolehan Peralatan dan Mesin XXX XXX
50 Perolehan Gedung dan Bangunan XXX XXX
51 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
52 Perolehan  Aset Tetap Lainnya XXX XXX
53 Perolehan Aset Lainnya XXX XXX
54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX
55 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen XXX XXX
56 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi XXX XXX
58 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
59 Arus Masuk Kas 
60 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX
61 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
62 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX
63 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX
64 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX
65 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX
66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
67 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
68 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
69 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
70 Arus Keluar Kas 
71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX
72 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX
74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX
75 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX
76 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX
77 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
78 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
79 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
80 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
81 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan XXX XXX
82 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
83 Arus Masuk Kas 
84 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga XXX XXX
85 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
86 Arus Keluar Kas 
87 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX
88 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
89 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris XXX XXX
90 Kenaikan/Penurunan Kas XXX XXX
91 Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
92 Saldo Akhir Kas  di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
93 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
94 Saldo Akhir Kas XXX XXX

Uraian

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)
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H. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang 

tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas 

Laporan Keuangan setidaknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:  

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 

2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 

3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan 

hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 

4. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan 

akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian 

penting lainnya; 

5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan 

keuangan; 

6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

belum disajikan dalam lembar muka  laporan keuangan; dan 

7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan 

dalam lembar muka  laporan keuangan. 
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Bab 4. Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas SKPD 

 

A. Prosedur Penerimaan 

1. Deskripsi Kegiatan 

Prosedur pelaksanaan penerimaan pendapatan di SKPD merupakan serangkaian 

langkah-langkah tindakan atau kegiatan yang dimulai dari diterbitkannya Surat Ketetapan 

Pajak (SKP) daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sampai dengan penyetorannya 

ke kas umum daerah oleh bendahara penerimaan. 

 

2. Pihak Terkait 

Pihak terkait dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) 

b. Wajib pajak/retribusi 

c. Bendahara penerimaan 

d. Bank 

 

3. Dokumen yang Dibutuhkan 

Dokumen yang dibutuhkan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) 

b. Surat Tanda Setoran (STS) 

 

4. Uraian Prosedur 

Prosedur dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) menyerahkan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP) dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) kepada 

bendahara penerimaan dan wajib pajak/retribusi. 

b. Wajib pajak/retribusi membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKP/SKR kepada 

bendahara penerimaan. Di dalam prakteknya, wajib pajak/retribusi dimungkinkan untuk 

menyetor ke rekening bendahara penerimaan SKPD bahkan dapat juga langsung 

menyetorkan ke rekening kas daerah, tergantung dari aturan pembayaran yang berlaku di 

pemerintah yang bersangkutan. 

c. Bendahara penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterimanya dengan 

dokumen SKP/SKR. 
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d. Setelah diverifikasi, bendahara penerimaan memberikan surat tanda Bukti 

Pembayaran/Bukti Lain yang Sah kepada wajib pajak/retribusi 

e. Bendahara penerimaan menyiapkan bukti setor berupa STS dan menyetorkan uang yang 

diterimanya beserta STS ke Bank yang ditunjuk untuk penyetoran pendapatan ke rekeninng 

kas daerah 

f. Bank membuat nota kredit dan mengotorisasi STS, kemudian bank menyerahkan kembali 

STS yang sudah diotorisasi kepada bendahara penerimaan. Sedangan nota kredit 

diserahkan Bank kepada BUD 

g. Prosedur penerimaan dan penyetoran pendapatan sebagaimana diuraikan di atas berlaku 

juga bagi bendahara penerimaan pembantu SKPD. 

 

B. Prosedur Penatausahaan 

1. Deskripsi Kegiatan 

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh wajib pajak/retribusi dalam membayar 

kewajibannya kepada daerah, yaitu dengan cara: 

• Membayar tunai langsung ke bendahara penerimaan 

• Membayar melalui rekening bendahara penerimaan 

• Menyetor langsung ke kas daerah. 

Prosedur pembukuan untuk ketiga cara pembayaran tersebut pada dasarnya sama, yang 

membedakan adalah bukti penerimaan dan penyetorannya, dan waktu pencatatan penerimaan 

dan penyetoran pendapatan ke kas daerah. 

 

Pembayaran tunai langsung ke bendahara penerimaan SKPD 

2. Pihak Terkait 

Pihak terkait dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Bendahara Penerimaan 

b. Wajib pajak/retribusi 

 

3. Dokumen yang Dibutuhkan 

Dokumen yang dibutuhkan terkait dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Surat Tanda Bukti Pembayaran 

b. Bukti lain yang sah 

c. Surat Tanda Setoran (STS) 
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4. Catatan yang Digunakan 

Catatan yang digunakan terkait dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Register STS 

b. Buku Penerimaan dan Penyetoran 

 

5. Uraian Prosedur 

Prosedur dalam sistem dan prosedur ini adalah (1) Pencatatan Penerimaan Tunai dan 

(2) Penyetoran ke Rekening Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan: 

Pencatatan Penerimaan Tunai 

a. Bendahara penerimaan menyiapkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain Yang Sah 

b. Berdasarkan Dokumen Bukti Pembayaran/Bukti Lain Yang Sah tersebut, Bendahara 

Penerimaan melakukan Pengisian Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 

Penerimaan pada bagian penerimaan.  

c. Hasil dari penatausahaan ini adalah buku penerimaan dan penyetoran. Bendahara 

Penerimaan yang sudah terupdate. 

 

Penyetoran ke Rekening Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan 

a. Bendahara penerimaan menyiapkan bukti surat tanda setoran ke rekening kas umum daerah 

b. Berdasarkan STS tersebut, Bendahara Penerimaan mengisi Buku Penerimaan dan 

Penyetoran. 

c. Melakukan Pengisian Register STS 

d. Hasil dari penatausahaan ini adalah Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 

Penerimaan dan Register STS yang sudah terupdate 

 

Pembayaran ke rekening bank bendahara penerimaan SKPD 

2. Pihak Terkait 

Pihak terkait dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Wajib Pajak/Retribusi 

b. Bendahara Penerimaan 

c. Bank 

 

3. Dokumen yang dibutuhkan 

Dokumen yang dibutuhkan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 
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a. Slip setoran/nota kredit bank 

b. Surat Tanda Setoran (STS) 

 

4. Catatan yang digunakan 

Catatan yang digunakan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran 

b. Register STS 

 

5. Uraian prosedur 

Prosedur dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Wajib pajak/retribusi menyetor ke rekening bendahara penerimaan SKPD 

b. Bank membuat nota kredit dan mengotorisasi STS, kemudian bank menyerahkan kembali 

STS yang sudah diotorisasi kepada wajib pajak/retribusi. 

c. Wajib pajak/retribusi memberikan nota kredit dan bukti pembayaran kepada bendahara 

penerimaan  

d. Bendahara penerimaan memverifikasi kesesuaian dengan dokumen SKP/SKR. 

e. Bendahara penerimaan mengupdate Buku Penerimaan dan Penyetoran dan Register STS. 

 

Pembayaran ke rekening Kas Daerah (Rekening BUD) 

2. Pihak Terkait 

Pihak terkait dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Wajib Pajak/Retribusi 

b. Bendahara Penerimaan 

c. Bank 

 

3. Dokumen yang dibutuhkan 

Dokumen yang dibutuhkan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Slip setoran/nota kredit bank 

b. Surat Tanda Setoran (STS) 

 

4. Catatan yang digunakan 

Catatan yang digunakan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran 

b. Register STS 
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5. Uraian prosedur 

Prosedur dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Wajib pajak/retribusi menyetor ke rekening Kas Daerah (Rekening BUD) 

b. Bank membuat nota kredit dan mengotorisasi STS, kemudian bank menyerahkan kembali 

STS yang sudah diotorisasi kepada wajib pajak/retribusi. 

c. Wajib pajak/retribusi memberikan nota kredit dan bukti pembayaran kepada bendahara 

penerimaan  

d. Bendahara penerimaan memverifikasi kesesuaian dengan dokumen SKP/SKR. 

e. Bendahara penerimaan mengupdate Buku Penerimaan dan Penyetoran dan Register STS. 

 

C. Prosedur Pertanggungjawaban 

1. Deskripsi Kegiatan 

Selain melakukan pembukuan, Bendahara Penerimaan juga wajib melakukan 

pertanggungjawaban terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan 

berikutnya. Terdapat dua jenis pertanggungjawaban yang harus dibuat yaitu 

pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban fungsional. 

Pada dasarnya format dan isi pertanggungjawaban administratif dan 

pertanggungjawaban fungsional adalah sama, perbedaanya hanya kepada siapa 

pertanggungjawaban tersebut disampaikan. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan 

merupakan hasil penggabungan dengan pertanggungjawaban bendahara penerimaan 

pembantu. Oleh karena itulah, Bendahara Pembantu wajib menyerahkan pertanggung-

jawabannya berupa Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan pada 

akhir bulan, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

 

2. Pihak Terkait 

Pihak yang terkait pada sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Bendahara Penerimaan 

b. Bendaraha Penerimaan Pembantu 

 

3. Dokumen yang dibutuhkan 

Dokumen yang dibutuhkan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Administratif 
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b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Fungsional 

c. Bukti pnerimaan yang sah dan lengkap 

 

4. Catatan yang digunakan 

Catatan yang digunakan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Bukti Penerimaan dan Penyetoran 

b. Register STS 

 

5. Uraian Prosedur 

Prosedur dalam sistem ini adalah: 

a. bendahara penerimaan pembantu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan. 

b. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus diserahkan paling lambat tanggal 5 bulan 

berikutnya. 

c. Laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu ini nantinya akan digabung oleh 

bendahara penerimaan dalam membuat laporan pertanggungjawaban bendahara 

penerimaan. 

d. Bendahara Penerimaan melakukan pertanggungjawaban terhadap seluruh penerimaan yang 

menjadi tanggung jawabnya.  

e. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan berupa laporan pertanggung-jawaban (LPJ) 

memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di 

bendahara. 

f. Untuk LPJ Administratif, harus dilampiri dengan Buku Penerimaan/Penyetoran yang telah 

ditutup pada akhir bulan, Register STS, bukti penerimaan yang sah dan lengkap, serta 

pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu. 

g. Untuk LPJ Fungsional, hanya diharuskan untuk melampirkan Buku Penerimaan dan 

Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan, Register STS, pertanggungjawaban 

bendahara penerimaan pembantu. 

h. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dilakukan paling lambat pada tanggal 10 

bulan berikutnya. 

i. Pertanggungjawaban administratif disampaikan kepada PA/KPA melalui PPKSKPD. 

Sedangkan pertanggungjawaban fungsional disampaikan kepada PPKD selaku BUD. 
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Bab 5. Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas PPKD 

 

1. Deskripsi Kegiatan 

Sistem dan prosedur penerimaan pendapatan dan pembiayaan di PPKD adalah 

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari penerimaan, 

penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan 

APBD pada bendahara penerimaan PPKD. 

 

2. Pihak Terkait 

Pihak terkait dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Bendahara Penerimaan PPKD 

b. Wajib pajak/retribusi 

c. Bank 

 

3. Dokumen yang Dibutuhkan 

Dokumen yang dibutuhkan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) 

b. Nota Kredit 

c. Bukti lain yang sah 

 

4. Catatan yang digunakan 

Catatan yang digunakan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Buku Penerimaan PPKD 

 

5. Uraian Prosedur 

Prosedur dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, bendahara penerimaan 

PPKD mencatat bukti penerimaan tersebut ke dalam Buku Penerimaan PPKD, pada bagian 

kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 

b. Kemudian bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasi dan mencatat jenis dan kode 

rekening pendapatan 

c. Setelah itu, bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah. 

d. Dalam pertanggungjawaban, Bendahara penerimaan PPKD melakukan penutupan Buku 

Penerimaan PPKD dan melakukan rekapitulasi perhitungan 
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e. Bendahara penerimaan PPKD menyiapkan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap 

f. Bendahara penerimaan PPKD menyampaikan Buku Penerimaan PPKD yang telah 

dilakukan penutupan dilampiri dengan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada 

PPKD, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
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Bab 6. Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas SKPD 

 

A. Prosedur Pembayaran dan Pembukuan Belanja SKPD 

1. Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan pengeluaran uang dari Kas Umum Daerah atas beban APBD dilakukan 

berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD/kuasa BUD yang 

menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

Untuk mendapatkan SPD, pengguna/kuasa pengguna anggaran mengajukan permohonan 

penyediaan dana kepada BUD. Karena fungsi dari SPD sebagai informasi ketersediaan dana 

pada BUD maka frekuensi dan nilai setiap SPD tergantung dari ketersediaan dana dan 

kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah. Bagi daerah yang mempunyai ketersediaan 

dana yang cukup besar penerbitan SPD kemungkinan hanya diterbitkan sekali setahun bahkan 

DPA SKPD dapat berfungsi sebagai SPD. Bagi daerah yang mempunyai dana yang cukup, 

kemungkinan jumlah SPD untuk gaji (belanja tidak langsung) diterbitkan sekali 3 bulan 

sedangkan untuk kegiatan (belanja langsung) diterbitkan perbulan atau berdasarkan rencana 

pembayaran. 

 

2. Pihak Terkait 

Pihak terkait dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

b. BUD/Kuasa BUD 

c. PPTK 

d. PPK-SKPD 

e. Bendahara Pengeluaran 

f. Bank 

 

3. Dokumen yang Dibutuhkan 

Dokumen yang dibutuhkan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. SPD 

b. SPP UP/GU/TU/LS 

c. SPM UP/GU/TU/LS 

d. SP2D UP/GU/TU/LS 

e. Bukti transaksi yang sah dan lengkap 



 76 

f. Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang 

berlaku 

 

4. Catatan yang Digunakan 

Catatan yang digunakan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Register SPD 

b. Register SPP/SPM/SP2D 

c. Buku Kas Umum (BKU) 

d. Buku Pembantu Kas Tunai; 

e. Buku Pembantu Simpanan/Bank; 

f. Buku Pembantu Panjar; 

g. Buku Pembantu Pajak; 

h. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja 

 

5. Uraian Prosedur 

Pengeluaran Kas di SKPD Mekanisme UP/TUP 

Prosedur dalam sistem ini adalah: 

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan penerbitan SPD 

kepada BUD/Kuasa BUD 

b. BUD/Kuasa BUD Menerbitkan SPD, dan disampaikan kepada PA/KPA 

c. PA/KPA mendistribusikan SPD kepada PPTK, PPK-SKPD, dan Bendahara Pengeluaran 

d. Bendahara mengajukan SPP UP/TUP kepada PPK SKPD, dilampiri dengan dokumen-

dokumen antara lain salinan SPD, Draf Surat Pernyataan PA/KPA, lampiran lain yang 

diperlukan 

e. PPK-SKPD menguji kelengkapan dan kebenaran SPP-UP/TUP beserta lampirannya yang 

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, apabila dokumen SPP-UP/TUP dan lampirannya 

tidak/kurang memenuhi syarat maka PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP/TUP 

dan lampirannya kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki 

f. Setelah semua persyaratan pengajuan SPP terpenuhi, PPK-SKPD selanjutnya menyiapkan 

draft Surat Pertintah Membayar (SPM) kemudian diparaf dan diajukan kepada PA/KPA 

sesuai kewenangannya. 

g. PA/KPA mengembalikan draft Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PPK-SKPD, 

apabila PA/KPA belum yakin terhadap kebenaran secara material. PA dapat 

menandatangani/menerbitkan semua jenis SPM, sementara KPA hanya dapat menerbitkan 
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SPM TU dan SPMLS Barang dan Jasa untuk anggaran belanja yang berada di bawah 

pengelolaanya. 

h. SPM yang telah ditandatangani oleh PA/KPA disampaikan ke Kuasa BUD. 

i. BUD/Kuasa BUD melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM, apabila 

SPM yang diajukan tersebut belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Kuasa 

BUD mengembalikan SPM tersebut kepada PA/KPA 

j. Jika SPM yang diajukan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kuasa BUD 

selanjutnya akan menerbitkan SP2D. SP2D dimaksud disampaikan kepada BP, Bank, dan 

arsip. 

k. Bank mentranfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran  

l. Bendahara Pengeluaran membukukan/menatausahakan UP dan TUP 

 

Pengeluaran Kas di SKPD Mekanisme GU/GU-Nihil/TU-Nihil 

a. Bendahara Pengeluaran memberikan UP/TUP kepada PPTK sebesar rencana penggunaan 

dana yang telah disesuaikan dengan rencana kegiatan. 

b. PPTK melaksanakan kegiatan, menerima barang atau jasa, menyiapkan kelengkapan 

dokumen/bukti pendukung pengeluaran kas, kemudian menyampaikan dokumen tersebut 

ke Bendahara Pengeluaran. 

c. PPTK menyampaikan kelengkapan dokumen/bukti pendukung pengeluaran kas ke 

Bendahara Pengeluaran. 

d. Bendahara Pengeluaran menyusun pertanggungjawaban penggunaan UP dan TUP kepada 

PA/KPA melalui PPK SKPD, dilampiri dengan dokumen pendukungnya. 

e. PPK-SKPD akan menguji dan/atau memverifikasi pertanggungjawaban penggunaan UP 

dan TUP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, antara lain menyangkut syarat 

kelengkapan dokumen, ketentuan perpajakan, kebenaran dalam tulisan, ketersediaan pagu 

anggaran. Apabila ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dokumen 

dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki. Apabila sdh lengkap dan 

benar, PPK-SKPD kemudian meneruskan spj tersebut kepada PA/KPA untuk disetujui. 

f. Apabila PA/KPA menilai pertanggungjawaban penggunaan UP dan TUP, kurang 

lengkap/tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka, pertanggungjawaban dimaksud 

dikembalikan kepada PPK-SKPD. 

g. Pertanggungjawaban penggunaan UP dan TUP yang telah disetujui dikembalikan ke 

Bendahara Pengeluaran, melalui PPK-SKPD, yang akan digunakan sebagai dasar 

pembuatan SPP-GU/GUN/TUPN 
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h. Bendahara mengajukan SPP-GU/GU-Nihil/TUP-Nihil kepada PPK-SKPD sesuai dengan 

besaran SPJ penggunaan UP dan TUP yang telah disahkan pada periode waktu tertentu. 

i. PPK-SKPD menguji kelengkapan dan kebenaran SPP-GU/GU-Nihil/TUP-Nihil beserta 

lampirannya yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran. Apabila persyaratan pengajuan 

SPP belum terpenuhi maka berkas SPP tersebut dikembalikan kepada Bendahara 

Pengeluaran 

j. Apabila semua persyaratan pengajuan SPP terpenuhi, PPK-SKPD selanjutnya menyiapkan 

draft Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian diparaf dan diajukan kepada PA/KPA 

sesuai kewenangannya. 

k. PA/KPA meneliti kebenaran draft SPM- GU/GU-Nihil/TUP-Nihil, apabila terdapat hal-hal 

yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PA/KPA 

mengembalikan kepada PPK-SKPD. 

l. SPM yang telah ditandatangani oleh PA/KPA disampaikan ke Kuasa BUD. 

m. BUD/Kuasa BUD melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM, apabila 

SPM yang diajukan tersebut belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Kuasa 

BUD mengembalikan SPM tersebut kepada PA/KPA 

n. Jika SPM yang diajukan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kuasa BUD 

selanjutnya akan menerbitkan SP2D. BUD/Kuasa BUD Menyampaikan SP2D kepada BP, 

Bank dan Arsip. 

o. Bank mentranfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran (khusus SP2D GU), dan 

mentransfer dana ke RKUD (khusus SP2D GU-Nihil dan TUP-Nihil) 

p. Bendahara Penegeluaran Menyetorkan kembali sisa UP dan TUP ke RKUD 

 

Pengeluaran Kas di SKPD Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) 

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan penerbitan SPD 

kepada BUD/Kuasa BUD 

b. BUD/Kuasa BUD menerbitkan SPD, dan disampaikan kepada PA/KPA 

c. PA/KPA mendistribusikan SPD kepada PPTK, PPK-SKPD, dan Bendahara Pengeluaran 

d. Berdasarkan SPD tersebut, PPTK melaksanakan kegiatan, menyiapkan kelengkapan 

dokumen/buki pendukung pengeluaran kas, kemudian menyampaikan dokumen tersebut 

ke Bendahara Pengeluaran. 

e. Bendahara Pengeluaran, menerima dan meneliti kelengkapan dokumen/buki pendukung 

pengeluaran kas, mengembalikan dokumen pendukung kepada PPTK, apabila dokumen 

tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap. 
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f. Berdasarkan dokumen/buki pendukung pengeluaran kas dari PPTK yang memenuhi syarat 

dan/atau lengkap, Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Pemintaan Pembayaran 

secara langsung (SPP-LS) dan mengajukannya kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD 

g. PPK-SKPD menguji dan/atau memverifikasi SPP-LS yang diajukan oleh bendahara 

pengeluaran, antara lain menyangkut syarat kelengkapan dokumen SPP dan lampirannya, 

kebenaran dalam tulisan, ketersediaan pagu anggaran. 

h. PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-LS dan lampirannya kepada Bendahara 

Pengeluaran, apabila dokumen SPP-LS dan lampirannya tidak/kurang memenuhi syarat 

i. Setelah semua persyaratan kelengkapan dan kebenaran SPP beserta dokumen 

pendukungnya terpenuhi, PPK-SKPD selanjutnya menyiapkan draft Surat Perintah 

Membayar (SPM) kemudian diparaf dan diajukan kepada PA/KPA sesuai kewenangannya 

j. PA/KPA mengembalikan draft Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PPK-SKPD , 

apabila PA/KPA belum yakin terhadap kebenaran secara material 

k. PA dapat menandatangani/menerbitkan semua jenis SPM, sementara KPA hanya dapat 

menerbitkan SPM TU dan SPM-LS Barang dan Jasa untuk anggaran belanja yang berada 

di bawah pengelolaanya 

l. PA/KPA menyampaikan SPM yang telah ditandatangani kepada BUD/ Kuasa BUD. 

m. BUD/Kuasa BUD melakukan pengujian atas kelengkapan SPM beserta dokumen 

pendukungnya, ketersediaan pagu anggaran 

n. BUD/Kuasa BUD mengembalikan SPM beserta lampirannya kepada PA/KPA, apabila 

tidak/belum memenuhi syarat dan kelengkapan 

o. Apabila SPM beserta lampirannya yang diajukan telah lengkap dan memenuhi persyaratan 

yang ditentukan, BUD/Kuasa BUD selanjutnya akan menerbitkan SP2D, dan 

menyampaikan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran, bank, dan arsip. 

p. Bank mentranfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran/Pihak ke-3 

q. Bendahara Pengeluaran menatausahakan/membukukan pengeluaran kas 

r. Bendahara Pengeluaran menyetorkan kembali sisa/lebih belanja ke RKUD 

 

B. Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD 

1. Deskripsi Kegiatan 

Bendahara pengeluaran, selain berkewajiban menyelenggarakan pembukuan, juga 

wajib menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban terhadap seluruh uang yang diterima 

dan dibayarkannya untuk pelaksanaan anggaran belanja SKPD. Pertanggungjawaban yang 
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dilakukan oleh bendahara pengeluaran terdiri atas pertanggungjawaban transaksi dan 

pertanggungjawaban periodik. 

 

2. Pihak Terkait 

Pihak terkait dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu 

b. Bendahara Pengeluaran SKPD 

c. Pengguna Anggaran 

d. PPKD 

 

3. Dokumen yang Dibutuhkan 

Dokumen yang dibutuhkan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. SPJ Pengeluaran Pembantu 

b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Administratif 

c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional 

d. Laporan Penutupan Kas 

 

4. Catatan yang Digunakan 

Catatan yang digunakan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Buku Kas Umum 

b. Register SPJ 

 

5. Uraian Prosedur 

Pertanggungjawaban Administratif 

a. Pertanggungjawaban administratif yang disampaikan adalah berupa surat 

pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu 

anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan.  

b. SPJ ini merupakan hasil konsolidasi dengan SPJ bendahara pengeluaran pembantu. Oleh 

karena itu, SPJ Bendahara Pengeluaran pembantu harus sudah disampaikan kepada 

bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.  

c. Kecuali pada bulan terakhir di tahun anggaran, SPJ bendahara pengeluaran pembantu harus 

sudah disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut.  
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d. Setelah melakukan konsolidasi SPJ dengan SPJ bendahara pengeluaran pembantu, 

bendahara pengeluaran akan menyampaikan SPJ Administratif kepada Pejabat Pengguna 

Anggaran setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.  

e. SPJ Administratif ini dilampiri dengan Buku Kas Umum, Laporan Penutupan Kas, dan SPJ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu.  

f. Untuk bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban disampaikan paling lambat hari 

kerja terakhir bulan tersebut dan harus dilampiri dengan bukti setoran sisa uang persediaan.  

 

Pertanggungjawaban Fungsional 

a. Pertanggungjawaban fungsional disampaikan kepada PPKD selaku BUD.  

b. Waktu penyampaian pertanggungjawaban fungsional juga sama dengan waktu 

penyampaian pertanggungjawaban administratif yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.  

c. Pada bulan terakhir periode anggaran, pertanggungjawaban disampaikan paling lambat hari 

kerja terakhir bulan tersebut.  

d. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan. 

Pertanggungjawaban fungsional yang disampaikan adalah berupa SPJ yang disertai dengan 

lampiran berupa Laporan Penutupan Kas dan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
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Bab 7. Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas PPKD 

 

A. Prosedur Pembayaran Bendahara Pengeluaran PPKD 

1. Deskripsi Kegiatan 

Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKD adalah untuk 

pengeluaran belanja dan/atau pembiayaan yang tercantum di dalam DPA-PPKD. Adapun 

anggaran pengeluaran di dalam DPA-PPKD terdiri dari: 

a. Belanja tidak langsung selain belanja pegawai, terdiri dari: belanja bunga, subsidi, hibah, 

bantuan keuangan, bantuan sosial, belanja tak terduga. 

b. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari: pembayaran pokok pinjaman, investasi, pemberian 

pinjaman, pembentukan dana cadangan. 

 

2. Pihak Terkait 

Pihak terkait dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Bendahara Pengeluaran PPKD 

b. BUD/Kuasa BUD 

c. PPK-SKPKD 

 

3. Dokumen yang Dibutuhkan 

Dokumen yang dibutuhkan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. SPD 

b. SPP-LS 

c. SPM-LS 

d. SP2D-LS 

 

 

4. Catatan yang Digunakan 

Catatan yang digunakan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. SPD 

b. Register SPP/SPM/SP2D 

 

5. Uraian Prosedur 

Prosedur dalam sistem ini adalah: 
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a. Prosedur pembayaran oleh bendahara pengeluaran PPKD dilakukan dengan cara LS 

(langsung) yaitu dengan mengajukan SPP-LS kepada BUD/Kuasa BUD kepada PPK-

SKPKD atau pejabat yang ditunjuk untuk memverifikasi SPP.  

b. SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD dilampiri dengan dokumen-

dokumen yang diperlukan, antara lain Salinan SPD dan Lampiran lain yang diperlukan. 

c. Bendahara pengeluaran PPKD mengisi dokumen SPP LS PPKD yang telah disiapkan.  

d. Disamping membuat SPP, bendahara pengeluaran PPKD juga membuat register untuk SPP 

yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara. 

 

B. Prosedur Pembukuan Bendahara Pengeluaran PPKD 

 

1. Deskripsi Kegiatan 

Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD merupakan proses pencatatan SP2D LS ke 

dalam BKU Pengeluaran dan Buku Pembantu yang terkait. Pembukuan dimulai ketika 

bendahara pengeluaran PPKD menerima SP2D LS (pengeluaran PPKD) dari BUD/Kuasa 

BUD. 

 

2. Pihak Terkait 

Pihak terkait dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Bendahara Pengeluaran PPKD 

b. BUD/Kuasa BUD 

c. PPK-SKPKD 

 

3. Dokumen yang Dibutuhkan 

Dokumen yang dibutuhkan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

e. SPD 

f. SPP-LS 

g. SPM-LS 

h. SP2D-LS 

 

4. Catatan yang Digunakan 

Catatan yang digunakan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. BKU-Bendahara Pengeluaran 

b. Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek-Bendahara Pengeluaran PPKD 
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c. Register SPP/SPM/SP2D 

 

5. Uraian Prosedur 

Prosedur dalam sistem ini adalah: 

a. Bendahara pengeluaran PPKD menerima SP2D LS SKPKD untuk belanja yang dilakukan 

b. Bendahara pengeluaran PPKD kemudian melakukan proses pengisian BKU-Bendahara 

Pengeluaran PPKD pada kolom penerimaan 

c. Bendahara pengeluaran PPKD kemudian melakukan proses pengisian BKU-Bendahara 

Pengeluaran PPKD pada kolom pengeluaran. Tanggal dan jumlah yang dicatat sama 

dengan tanggal dan jumlah yang dicatat di kolom penerimaan 

d. Bendahara pengeluaran PPKD melakukan proses pengisian buku rekapitulasi pengeluaran 

per rincian obyek-bendahara pengeluaran PPKD 

e. Hasil akhir dari proses ini adalah BKU-Bendahara Pengeluaran PPKD dan Buku Pembantu 

BKU-Bendahara Pengeluaran PPKD. 

 

C. Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD 

 

1. Deskripsi Kegiatan 

Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD merupakan proses pencatatan SP2D LS ke 

dalam BKU Pengeluaran dan Buku Pembantu yang terkait. Pembukuan dimulai ketika 

bendahara pengeluaran PPKD menerima SP2D LS (pengeluaran PPKD) dari BUD/Kuasa 

BUD. 

 

2. Pihak Terkait 

Pihak terkait dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. Bendahara Pengeluaran PPKD 

b. PPKD 

c. PPK-SKPKD 

 

3. Dokumen yang Dibutuhkan 

Dokumen yang dibutuhkan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. SPJ 

 

4. Catatan yang Digunakan 



 85 

Catatan yang digunakan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

a. BKU-Bendahara Pengeluaran 

b. Register SPJ 

 

5. Uraian Prosedur 

Prosedur dalam sistem ini adalah: 

a. Berdasarkan BKU Pengeluaran PPKD, dan Buku Pembantu BKU pengeluaran PPKD, 

bendahara pengeluaran PPKD membuat SPJ Bendahara Pengeluaran PPKD 

b. Bendahara pengeluaran PPKD menyerahkan SPJ bendahara pengeluaran PPKD kepada 

PPKD melalui PPK SKPKD 

c. PPK SKPKD melakukan verifikasi atas SPJ yang disampaikan dan kemudian memberikan 

kepada PPKD untuk mendapatkan pengesahan 

d. PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas SPJ bendahara pengeluaran PPKD 

yang disampaikan 

e. Selanjutnya PPKD melakukan pengesahan atas SPJ yang disampaikan oleh bendahara 

pengeluaran PPKD 
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Bab 8. Laporan Pertanggungjawaban BUD 

 

A. Deskripsi Kegiatan 

Bendahara Umum Daerah wajib menyampaikan laporan atas pengelolaan uang yang 

terdapat dalam kewenangannya. Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan tersebut 

kepada Kepala Daerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-

bukti transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD. 

 

B. Pihak Terkait 

Pihak terkait dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

1. BUD 

2. Kepala Daerah 

 

C. Dokumen yang Dibutuhkan 

Dokumen yang dibutuhkan dalam sistem dan prosedur ini adalah: 

1. Bukti transaksi 

2. Laporan posisi kas harian 

3. Rekonsiliasi Bank 

4. Saldo kas rekening koran 

 

D. Uraian Prosedur 

Prosedur dalam sistem ini adalah: 

1. Bendahara Umum Daerah mengumpulkan semua bukti-bukti transaksi yang terjadi dalam 

satu hari 

2. Berdasarkan bukti-bukti yang ada Bendahara Umum Daerah menyusun laporan posisi kas 

harian 

3. Laporan posisi kas harian akan dijadikan dasar penyesunan rekonsiliasi bank 

4. BUD menerima rekening koran dari bank setiap hari untuk transaksi satu hari sebelumnya 

5. BUD menyusun Rekonsiliasi Bank dengan membandingkan saldo kas pada laporan posisi 

kas harian dan saldo kas rekening koran 

6. BUD menyerahkan laporan posisi kas harian kepada kepala daerah setiap hari pertama 

kerja setiap minggunya. 
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Bab 9. Sistem Akuntansi di SKPD 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Dalam struktur Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas 

transaksi–transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja perangkat daerah. 

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan 

atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, 

penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD. 

2. Klasifikasi 

Dalam sistem akuntansi SKPD, PPK-SKPD melakukan pencatatan transaksi-transaksi 

dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan: 

a. Sistem akuntansi penerimaan kas 

b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas 

c. Prosedur akuntansi selain kas. 

 

3. Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi di SKPD adalah sebagai berikut : 

a. Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan pada SKPD yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan pada bukti-bukti transaksi yang 

sah dicatat pada jurnal LO dan Jurnal LRA.  

b. Secara periodik (misalnya; minggu atau bulan), PPK-SKPD melakukan pemindahan 

catatan dari buku jurnal kepada masing-masing buku besar yang sesuai (posting).  

c. Secara periodik (misalnya: triwulan, semester, dan/atau tahun), PPK-SKPD 

menyusun Neraca Saldo sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan, yang terdiri 

atas: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 

Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

4. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pada SKPD antara lain Pejabat 

Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD dan 

PA/KPA. 
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a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 

Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut: 

1) mencatat transaksi/kejadian berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid 

ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO ; 

2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/ kejadian dan pendapatan kedalam 

Buku Besar masing masing rekening (rincian objek); 

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), Laporan Operasional (LO),  Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan 

Catatan atas Laporan keuangan. 

b. Bendahara di  SKPD 

Dalam kegiatan ini, bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran di 

SKPD memiliki tugas: 

1) Menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses 

penerimaan kas dan/atau proses pengeluaran kas dalam rangka pelaksanaan 

akuntansi SKPD. 

 

 

B. SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS 

1. Definisi 

Sistem akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari 

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan 

penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 

Sistem akuntansi penerimaan kas, terdiri atas: 

a. Prosedur penerimaan kas oleh bendahara penerimaan SKPD. 

b. Prosedur penerimaan kas oleh bendahara pengeluaran SKPD. 

 

2. Dokumen yang Digunakan 

a. SKP Daerah/SKR Daerah/TBP/Dokumen Lain yang dipersamakan 

b. SP2D-UP/GU, TU; Bukti Potong Pajak, Bukti Pengembalian Panjar dari PPTK 

3. Jurnal Standar 

a. Jurnal StandarUntuk Pencatatan Penerimaan Kas oleh Bendahara Penerimaan 
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1) Penerimaan pendapatan secara tunai oleh bendahara penerimaan 

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib 

pajak (WP) atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh WP(self 

assessment),  atau bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran retribusi 

dari Wajib Retribusi (WR) tanpa melalui penetapan maka PPK-SKPD menjurnal: 

 

Dokumen yang 
Digunakan  LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 
Tanda Bukti 
Pembayaran atau 
dokumen lain 
yang 
dipersamakan 

Kas di Bendahara Penerimaan XXX    Tidak ada jurnal     

Pendapatan …..LO   XXX       

 

2) Penerimaan pendapatan secara tunai di Kas Daerah 

Ketika WPmembayar atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh 

WP (self assessment),  atau WR membayar retribusi tanpa melalui penetapan ke 

kas daerah maka PPK-SKPD menjurnal: 

Dokumen yang Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

TBP atau dokumen lain yang 
dipersamakan 

Nota Kredit Bank    

RK PPKD XXX   Estimasi Perubahan SAL XXX   

Pendapatan …..LO   XXX Pendapatan….LRA   XXX 

 

3) Penerimaan Pelunasan Piutang oleh bendahara penerimaan 

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pelunasanpiutang pajak atau 

retribusi yang terdapat dalam SKP daerah atauSKR daerah, WP atau WR  akan 

menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar pajak 

atau retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat 

penerimaan kas tersebut dengan jurnal:  
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 Dokumen yang Digunakan LO LRA 

  

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit   
Tanda Bukti Pembayaran  
atau dokumen lain yang dipersamakan. 
SKP Daerah,SKR Daerah, 
 Bukti Memorial Thn Lalu 

Kas di Bendahara Penerimaan XXX   
 Tidak 
Ada 
Jurnal  

    

   Piutang ......    XXX       

 

4) Penerimaan Pelunasan Piutang di Kas Daerah 

Bila WP atau WR membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka 

berdasarkan Nota Kredit dari Bank, PPK-SKPD akan menjurnal: 

Dokumen yang Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

TBP atau dokumen lain yang 
dipersamakan 
 Nota Kredit Bank   , 
 SKP Daerah  dan SKR Daerah,  
Bukti Memorial Thn Lalu 

RK PPKD XXX   Estimasi Perubahan SAL XXX   

  Piutang……..    XXX Pendapatan….LRA   XXX 

 

5) Penerimaan Pendapatan diterima dimuka oleh Bendahara Penerimaan  

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari (WP) 

untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan maka PPK-SKPD 

menjurnal: 

Dokumen yang Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 
TBP atau  
dokumen lain yang 
dipersamakan,   

Kas di Bendahara Penerimaan XXX   Tidak ada 
jurnal     

Pendapatan Diterima Dimuka   XXX       

 

6) Penerimaan Pendapatan diterima dimuka di Kas Daerah  

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari (WP) 

untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan maka PPK-SKPD 

menjurnal: 
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Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 
TBP atau  
dokumen lain yang 
dipersamakan,  
Nota Kredit Bank  

RK- PPKD XXX   Estimasi Perubahan SAL XXX    

Pendapatan Diterima 
 Dimuka   XXX Pendapatan …..LRA    XXX  

 

b. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Penerimaan Kas oleh Bendahara Pengeluaran  

1) Pencairan SP2D UP/GU dan TU 

Ketika bendahara pengeluaran SKPD menerima pencairan SP2D UP/GU dan TU 

maka PPK SKPD menjurnal: 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

SP2D UP/GU dan TU Kas di Bendahara Pengeluaran XXX    Tidak ada jurnal     

  RK PPKD   XXX       

 

2) Ketika bendahara pengeluaran SKPD melakukan pemotongan PPN dan PPh, 

maka PPK SKPD menjurnal: 

 

Dokumen yang Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Potong Pajak  

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX         

Utang PFK-PPN/PPh   XXX       

 

3) Ketika bendahara pengeluaran SKPD menerima pengembalian panjar dari PPTK, 

maka PPK SKPD menjurnal: 

Dokumen yang Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Pengembalian Panjar 
dari PPTK 

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX         

Beban dibayar di Muka   XXX       
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C. SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS 

1. Definisi 

Sistem akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari 

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan 

pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 

Sistem akuntansi pengeluaran kas, terdiri atas: 

a. Prosedur pengeluaran kas oleh bendahara penerimaan SKPD. 

b. Prosedur pengeluaran kas oleh bendahara pengeluaran SKPD. 

 

2. Dokumen yang Digunakan 

a. STS 

b. SPJ-UP/GU, TU telah disahkan oleh BUD/Kuasa BUD 

 

3. Jurnal Standar 

a. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Pengeluaran Kas oleh Bendahara Penerimaan 

1) Penyetoran ke Kas Daerah oleh bendahara penerimaanbaik yang bersumber dari 

penerimaan pendapatan secara tunai, pelunasan piutang maupun pendapatan 

diterima di muka  

Ketika bendahara penerimaan SKPD menyetorkan penerimaan kas tersebut ke 

Kas Daerah  maka PPK-SKPD menjurnal: 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

STS 

RK PPKD XXX   Estimasi Perubahan SAL XXX   

Kas di Bendahara Penerimaan   XXX Pendapatan…..-LRA   XXX 

 

b. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Pengeluaran Kas oleh Bendahara Pengeluaran 

1) Pengakuan belanja menggunakan mekanisme UP/GU/TU 

Ketika bendahara pengeluaran menerima SPJ UP/GU/ TU yang telah disahkan 

BUD/Kuasa BUD maka PPK-SKPD menjurnal: 
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Dokumen yang Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

SPJ UP/GU/TU disahkan oleh 
BUD/Kuasa BUD 

 Tidak Ada 
Jurnal     Belanja ….. XXX   

      Estimasi Perubahan SAL   XXX 

 

2) Pengakuan belanja menggunakan mekanisme LS 

Ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS baik untuk belanja pegawai, 

belanja modal, maupun belanja barang dan jasa maka PPK-SKPD menjurnal: 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

SP2D LS 

Utang Beban….. XXX   Belanja ….. XXX   

RK PPKD   XXX Estimasi Perubahan SAL   XXX 

 

3) Penyetoran kelebihan UP/GU/ TU  

Ketika bendahara pengeluaran menyetor kelebihan UP/GU/TU ke Kas Daerah, 

maka PPK-SKPD menjurnal: 

Dokumen yang Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

STS Pengembalian 
UP/GU/TU 

RK PPKD XXX         

Kas di Bendahara Pengeluaran   XXX       

 

4) Pengakuan beban dibayar di muka 

Ketika bendahara pengeluaran telah mengeluarkan kas untuk membayar belanja 

barang atau  jasa namun belum menerima barang/jasanya, maka PPK-SKPD 

menjurnal: 

 

 



 94 

 
 

Dokumen yang Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Nota Panjar atau Kwitansi 
 tapi barang belum diterima 

Beban di bayar di muka…. XXX         

Kas di Bendahara Pengeluaran   XXX       

 

5) Penyetoran Pajak PPN dan PPh ke Kas Negara 

Ketika bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPN dan PPh ke Kas 

Negara,  maka PPK-SKPD menjurnal: 

 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Kwitansi dan SSP 

Utang PFK-PPN/PPh XXX         

Kas di Bendahara Pengeluaran   XXX       

 

6) Belanja barang atau jasa dan telah menerima barang/jasa tersebut 

Ketika SKPD telah membeli barang atau menggunakan jasa dan barang/jasa 

tersebut telah diserahkan oleh rekanan, maka PPK-SKPD menjurnal: 

 

Dokumen yang Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Kwitansi, BAST Barang atau 
Jasa 

Beban…….. XXX         

Kas di Bendahara Pengeluaran   XXX       

 

D. SISTEM AKUNTANSI SELAIN KAS 

1. Definisi 

Sistem akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari 

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan 
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selain kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan 

secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 

2. Dokumen yang Digunakan 

a. STS 

b. SPJ-UP/GU, TU telah disahkan oleh BUD/Kuasa BUD 

3. Jurnal Standar 

Jurnal Standar yang digunakan pada prosedur akuntansi selain kas adalah sebagai 

berikut: 

a. Akuntansi Anggaran 

Ketika SKPD menerima dokumenPelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), 

berdasarkan itu PPK-SKPD mencatat: 

Dokumen yang Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial, DPA 1.1, DPA 2.2 

      Estimasi Pendapatan LRA XX   

      Estimasi Perubahan SAL XX   

      Apropiasi Belanja   XX 

 

b. Menutup Akun Anggaran 

Pada akhir tahun anggaran PPK-SKPD membuat jurnal penutup untuk akun 

anggaran, PPK-SKPD akan mencatat: 

Dokumen yang digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial  

      Apropiasi Belanja XX   

      Estimasi Pendapatan LRA   XX 

      Estimasi Perubahan SAL   XX 

 

c. Menutup Akun- akun LRA 

Pada akhir tahun anggaran PPK-SKPD membuat jurnal penutup untuk akun 

pendapatan LRA dan akun belanja, PPK-SKPD akan mencatat: 
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d. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan 

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas 

penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan 

dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama., PPK-SKPD 

akan mencatat: 

Dokumen yang 
digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 

Pendapatan….LO XX    Pendapatan…LRA XX   

RK PPKD   XX  Estimasi Perubahan SAL   XX 

 

e. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya atas pendapatan 

LRA 

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas 

penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan 

sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan 

pengembalian tersebut. PPK-SKPD akan mencatat: 

Dokumen yang 
digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 

      Saldo Anggaran Lebih XX   

      Estimasi Perubahan SAL   XX 

 

f. Kesalahan berulang yang terjadi pada periode berjalan atas penerimaan kembali 

belanja 

Dokumen yang digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 

      Pendapatan…LRA XX   

      Estimasi Perubahan SAL XX   

      Belanja…..   XX 
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Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada 

periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode 

yang sama. PPK-SKPD akan mencatat:  

g. Timbulnya hak atas pendapatan 

SKP Daerah atau SKR Daerah telah terbit dan diserahkan kepada WP atau 

WR.Walaupun belum terjadi penerimaan kas, namun PPK-SKPD harus mengakui 

timbulnya hak atas pendapatan. PPK-SKPD akan mencatat: 

Dokumen yang digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Surat Ketetapan Pajak (SKP),Surat Ketetapan 
Retribusi,  Bukti Memorial 

Piutang…… XX         

Pendapatan….LO   XX       

 

h. Timbulnya kewajiban karena penggunaan jasa 

Penggunaan jasa antara lain listrik, air, atau telepon yang telah dinikmati manfaatnya 

namun belum dilakukan pembayaran. Berdasarkan bukti penggunaan jasa PPK-

SKPD akan membuat bukti memorial yang diortorisasi Pengguna Anggaran. 

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut PPk-SKPD akan  menjurnal: 

Dokumen yang digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Penggunaan Jasa, Bukti 
Memorial 

Beban….. XX         

Utang beban……   XX       

 

i. Timbulnya kewajiban karena pembelian persediaan (mekanisme belanja barang dan 

jasa) 

Pembelian Barang dan jasa berupa persediaan yang mana ATK tersebut akan 

langsung digunakan segera pada kegiatan. Adapun pembelian tersebut belum 

Dokumen yang digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 

RK PPKD XX   Estimasi Perubahan SAL XX   

Beban…   XX Belanja…..   XX 
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dilakukan pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan surat 

Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut 

maka PPK-SKPD akan menjurnal: 

 

Dokumen yang digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial, BASTB 

Persediaan….. XX         

Utang beban persediaan….   XX       

 

j. Timbulnya kewajiban karena pembelian asset tetap (mekanisme belanja modal) 

k. Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme LS, aset tetap 

diakui ketika telah terjadi serah terima barang dari pihak ketiga dengan SKPD 

terkait. Berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang atau 

Berita Acara Serah Terima, PPK-SKPD membuat bukti memorial aset tetap yang 

kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan dokumen-dokumen 

tersebut, PPK-SKPD akan mengakui adanya penambahan aset tetap dengan jurnal: 

Dokumen yang digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial,BASTB 

Aset Tetap….. XX         

Utang pembelian Aset Tetap   XX       

 

l. Penyesuaian pemakaian persediaan 

Pada akhir periode akuntansi apabila perhitungan persediaan menggunakan metode 

periodik, maka fungsi akuntansi melakukan penghitungan fisik (Stock Opname) 

terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan, dan berdasarkan bukti 

pemakaian persediaan dan  hasil stock opnametersebutPPK-SKPD membuat bukti 

memorial beban persediaan yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. 

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, PPK-SKPD akan mengakui adanya 

penggunaan persediaan  dengan jurnal: 
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Dokumen yang digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial, Bukti Pemakaian atau 
PengambilanPersediaan 

Beban Persediaan…. XX         

Persediaan…..   XX       

 

m. Penyesuaian Penyisihan Piutang 

Pada akhir periode, berdasarkan perhitungan dengan pendekatan umur piutang 

maka didapatkan Beban Penyisihan Piutang tahun tersebut.Berdasarkan 

perhitungan tersebut PPK-SKPD membuat bukti memorial beban penyisihan 

piutang yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan 

dokumen-dokumen tersebut, PPK-SKPD akan mencatat adanya penyisihan 

piutang  dengan jurnal: 

Dokumen yang digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial, Daftar Analisa 
Umur Piutang 

Beban Penyisihan Piutang XX         

Penyisihan Piutang   XX       

 

n. Penyesuaian Penyusutan Aktiva Tetap 

Beban penyusutan dan amortisasi dijurnal setiap akhir periode (bulanan, 

triwulanan, semesteran atau tahunan).Pada akhir periode akuntansi diadakan 

perhitungan penyusutan asset tetap.Berdasarkan perhitungan tersebut PPK-SKPD 

membuat bukti memorial beban penyusutan asset  tetap yang kemudian diotorisasi 

oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, PPK-SKPD 

akan mencatat adanya penyusutan asset tetap dengan jurnal: 

 

Dokumen yang digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial, Daftar Penyusutan 
Aset Tetap 

Beban Penyusutan…. XX         

Akumulasi Penyusutan   XX       
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o. Penyesuian atas pemakaian jasa yang telah dibayar di muka 

Pada akhir periode akuntansi berdasarkan bukti pengunaan jasa diadakan 

perhitungan berapa banyak jasa yang telah dipakai contohnya atas beban sewa 

dibayar di muka atau beban asuransi dibayar di muka.Berdasarkan perhitungan 

tersebut PPK-SKPD membuat bukti memorial beban pemakaian jasa  yang 

kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan dokumen-dokumen 

tersebut, PPK-SKPD akan mencatat adanya beban pemakaian jasa dengan jurnal: 

 

p. Koreksi akan pengembalian belanja yang diterima pada periode berikutnya apabila 

laporan keuangan belum terbit. 

Pengembalian belanja tahun lalu yang diterima pada periode berikutnya namun 

laporan keuangan belum diterbitkan,maka dilakukan dengan pembetulan pada 

akun yang bersangkutan.PPK-SKPD mencatat koreksi terhadap belanja dengan 

membukukan Pendapatan Lainnya.PPK-SKPD akan mencatat: 

Dokumen yang 
digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti 
Memorial 

RK PPKD XX   Estimasi Perubahan SAL     

Pendapatan Lainnya LO   XX Pendapatan Lainnya-LRA     

 

q. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan 

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalamproses 

pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya 

yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode 

waktu tertentu dan belum selesai pada saat penyusunan laporan keuangan.  

Dokumen yang digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial dan Bukti Penggunaan 
Jasa  

Beban….. XX         

Beban….dibayar dimuka   XX       
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Berdasarkan kondisi tersebut PPK-SKPD membuat bukti memorial beban 

konstruksi dalam pengerjaan yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. 

Selanjutnya PPK-SKPD akanmencatat adanya konstruksi dalam pengerjaandengan 

jurnal: 

 

Dokumen yang 
digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 

Konstruksi dalam Pengerjaan XX         

Utang Konstruksi dalam Pengerjaan   XX       

 

r. Kapitalisasi Aset Tetap  

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa 

manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang 

akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar 

kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Berdasarkan 

bukti pendukung pengeluaran, PPK-SKPD membuat bukti memorial kapitalisasi 

asset tetap yang  kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan 

dokumen-dokumen tersebut PPK-SKPD mencatat: 

 

Dokumen yang digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial dan Bukti 
Pendukung Pengeluaran 

Aset Tetap…. XX         

Utang Aset Tetap   XX       

 

s. Penghentian asset tetap secara permanen dari penggunaan 

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara 

permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi masa 

yang akan datang.Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap 

dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah tentang 

Penghapusan Barang Milik Daerah.Berdasarkan SK tersebut, PPK-SKPD 
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membuat bukti memorial penghapusan asset tetap  yang  kemudian diotorisasi oleh 

Pengguna Anggaran. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut PPK-SKPD 

mencatat: 

Dokumen yang 
digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial dan  
Berita Acara 
Penghentian 

Penggunaan Aset Tetap 

Defisit dari Kegiatan non operasional lainnya XX         

Akumulasi Penyusutan…. XX          

Aset Tetap….   XX       

 

t. Penghentian asset tetap dari penggunaan aktif pemerintah daerah 

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dipindahkan ke pos 

aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah tidak memenuhi kriteria 

aset tetap. 

Pencatatan transaksi penghentian dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan 

(SK) Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.Berdasarkan SK 

tersebut, PPK-SKPD membuat bukti memorial penghentian asset tetap  yang  

kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan dokumen-dokumen 

tersebut PPK-SKPD mencatat: 

Dokumen yang 
digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 
 dan Berita Acara 

Penghentian 
Penggunaan Aset 

Tetap 

Aset Lainnya…. XX         

Akumulasi Penyusutan…. XX         

Surplus dari Kegiatan non operasional lainnya   XX       

Aset Tetap….   XX       

 

 

u. Pengakuan pendapatan diterima di muka yang telah menjadi hak periode berjalan 

Pada akhir periode harus dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan diterima di 

muka yang telah menjadi pendapatan untuk periode berjalan.PPK-SKPD membuat 
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bukti memorial pengakuan pendapatan  yang  kemudian diotorisasi oleh Pengguna 

Anggaran. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut PPK-SKPD mencatat: 

Dokumen yang digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 

Pendapatan diterima di muka XX         

Pendapatan ….LO   XX       
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Bab 10. Sistem Akuntansi di SKPKD 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Dalam struktur Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 

(SKPKD) merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban melakukan 

pencatatan atas transaksi–transaksi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan 

atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, 

penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPKD. 

2. Klasifikasi 

Dalam sistem akuntansi SKPKD, PPK-SKPKD melakukan pencatatan transaksi-

transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan: 

d. Sistem akuntansi penerimaan kas 

e. Sistem akuntansi pengeluaran kas 

f. Sistem akuntansi selain kas. 

 

3. Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi di SKPKD adalah sebagai berikut : 

d. Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan pada SKPKD yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan pada bukti-bukti transaksi yang 

sah dicatat pada Jurnal LO dan Jurnal LRA.  

e. Secara periodik (misalnya; minggu atau bulan), PPK-SKPKD melakukan 

pemindahan catatan dari buku jurnal kepada masing-masing buku besar yang sesuai 

(posting).  

f. Secara periodik (misalnya: triwulan, semester, dan/atau tahun), PPK-SKPKD 

menyusun Neraca Saldo sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah, yang terdiri atas: Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL 

(LP.SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),  Neraca, 

Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan. 

4. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-Pihak yang terkait dalam sistem penerimaan kas SKPKD dari SKPD adalah 

Bendahara PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, dan PPKD selaku BUD. 
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a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD) 

Dalam kegiatan ini, PPK-SKPKD memiliki tugas sebagai berikut: 

4) Mencatat transaksi/kejadian berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid 

ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO ; 

5) Melakukan posting jurnal jurnal transaksi/ kejadian dan pendapatan ke dalam 

Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); 

6) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri atas: Realisasi Anggaran (LRA), 

Laporan Perubahan SAL (LP.SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan 

Perubahan Ekuitas (LPE),  Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan 

keuangan. 

b. Bendahara di  SKPD 

Dalam kegiatan ini, bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran di 

SKPD memiliki tugas: 

1) Menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses 

penerimaan kas dan/atau proses pengeluaran kas dalam rangka pelaksanaan 

akuntansi SKPKD. 

c. PPKD Selaku BUD 

1) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi 

SKPKD. 

 

B. SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS 

1. Definisi 

Sistem akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari 

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan 

penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 

Sistem akuntansi penerimaan kas, terdiri atas: 

c. Prosedur penerimaan kas SKPKD dari SKPD 

Sistem penerimaan kas SKPKD dari SKPD adalah sistem penerimaan kas 

Pemerintah Daerah dari penerimaan kas SKPD yang disetor ke PPKD sebagai BUD. 

Penerimaan kas dari pendapatan SKPD dapat diperoleh dari setoran secara tunai dari 

SKPD atau pendapatan SKPD yang disetor ke Rekening Kas Daerah. 
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d. Prosedur penerimaan kas SKPKD sebagai PPKD. 

Sistem penerimaan kas SKPKD dalam fungsinya sebagai PPKD adalah sistem 

penerimaan kas Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PPKD sebagai BUD. 

Beberapa penerimaan kas SKPKD berupa: Pendapatan Dana Perimbangan, 

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah seperti Pendapatan Hibah dan 

Penerimaan Pembiayaan seperti Penerimaan Pembiayaan dari Kewajiban Jangka 

Panjang 

2. Dokumen yang Digunakan 

a. STS 

b. PMK/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan 

c. Bukti Memorial 

3. Jurnal Standar 

a. Jurnal standar untuk mencatat penerimaan kas SKPKD dari SKPD 

1) Ketika Bendahara SKPKD menerima STS dari SKPD yang merupakan 

pendapatan SKPD, maka PPK-SKPKD akan melakukan pencatatan pada jurnal 

Dokumen yang Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

STS 
Kas di Kasda XXX        

R/K SKPD  XXX       

 

b. Jurnal standar untuk mencatat penerimaan kas SKPKD 

1) Pada saat Bendahara Penerimaan menerima Pendapatan secara tunai yang 

merupakan pendapatan Pemerintah Daerah, maka PPK-SKPKD akan menjurnal 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 
Kas di Kasda xxx   Perubahan SAL xxx    

Pendapatan … - LO  xxx  Pendapatan …-LRA   xxx  
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2) Pada saat Bendahara Penerimaan menerima Piutang Pendapatan, maka PPK-

SKPKD akan mencatat pada jurnal 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 

Kas di Kasda xxx   Perubahan SAL xxx    

Piutang Pendapatan …  xxx  Pendapatan …-LRA   xxx  

3) Pada saat menerima Pembiayaan dari Hutang Jangka Panjang, maka PPK-

SKPKD akan mencatat pada jurnal 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 
Kas di Kasda xxx   Perubahan SAL xxx    

Hutang Jangka Panjang  xxx  Penerimaan Pembiayaan   xxx  

 

 

C. SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS 

1. Definisi 

Sistem akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari 

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan 

pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 

Sistem akuntansi pengeluaran kas, terdiri atas: 

a. Prosedur pengeluaran kas SKPKD kepada SKPD 

Sistem pengeluaran kas SKPKD kepada SKPD adalah sistem pengeluaran kas 

Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD baik 

dari UP/GU/TU maupun LS. 

b. Prosedur pengeluaran kas SKPKD sebagai PPKD 

Sistem pengeluaran kas SKPKD dalam fungsinya sebagai PPKD adalah sistem 

pengeluaran kas Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PPKD sebagai BUD. 

Beberapa pengeluaran kas SKPKD berupa: Belanja Operasi, Belanja Transfer dan 

Pengeluaran Pembiayaan. 
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2. Dokumen yang Digunakan 

a. SP2D UP/GU/TU/LS 

b. SPJ GU/TU 

c. Nota debit 

d. Surat Keputusan Kepala Daerah 

e. Bukti memorial 

f. Dokumen yang dipersamakan 

 

3. Jurnal Standar 

a. Jurnal standar untuk mencatat pengeluaran kas SKPKD kepada SKPD 

1) Pada saat SP2D-UP SKPD diterbitkan, maka PPK-SKPKD akan menjurnal 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

SP2D-UP 
R/K SKPD XXX        

Kas di Kasda  XXX       

 

2) Pada saat SPJ GU/TU SKPD disahkan oleh PPKD, maka PPK-SKPKD akan 

menjurnal 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

SP2D-GU/TU 

R/K SKPD XXX        

Kas di Kasda  XXX       

 

3) Pada saat SP2D-LS SKPD diterbitkan, maka PPK-SKPKD akan menjurnal 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

SP2D-LS 
R/K SKPD XXX        

Kas di Kasda  XXX       
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b. Jurnal standar untuk mencatat pengeluaran kas SKPKD sebagai PPKD 

1) Pada saat Belanja Daerah berkaitan dengan pengeluaran PPKD dilakukan 

ataupun pembayaran Hutang Beban Pemerintah Daerah 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

SP2D-LS 
Utang Beban xxx   Belanja …… xxx    

Kas di Kasda  xxx  Perubahan SAL   xxx  

 

2) Pada saat Pembayaran Pengeluaran Pembiayaan (contohnya: Hutang Jangka 

Panjang) 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

SP2D-LS 
Kewajiban Jangka Panjang xxx  Pengeluaran Pembiayaan xxx    

Kas di Kasda  xxx  Perubahan SAL   xxx  

 

D. SISTEM DAN PROSEDUR SELAIN KAS  

1. Definisi 

Sistem dan prosedur selain kas adalah sistem akuntansi yang tidak berkaitan dengan 

penerimaan dan pengeluaran kas pada SKPKD. Beberapa transaksi yang tidak berkaitan 

dengan penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu: 

a. Pada saat penetapan Anggaran  

b. Pada saat menutup akun anggaran 

c. Pada saat menutup akun realisasi anggaran 

d. Pada saat mengakui pendapatan di saat kas belum diterima 

e. Pada saat mengakui beban 

f. Pada saat koreksi kesalahan 

g. Pada saat konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah  

2. Dokumen yang Digunakan 
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a. Bukti Memorial 

3. Jurnal Standar 

a. Saat APBD disahkan, maka PPK-PPKD membuat Bukti Memorial berkaitan dengan 

fungsinya sebagai BUD dan mencatat dalam Jurnal LRA 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 

   Estimasi Pendapatan LRA xxx  

   Estimasi Penerimaan Pembiayaan xxx  

   Estimasi Perubahan SAL xxx  

   Apropriasi Belanja  xxx 

   Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan  xxx 

 

b. Saat menutup akun anggaran, maka PPK-PPKD membuat Bukti Memorial dan akan 

menjurnal di Jurnal LRA 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 

   Apropriasi Belanja xxx  

   Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan xxx  

   Estimasi Perubahan SAL  xxx 

   Estimasi Pendapatan LRA  xxx 

   Estimasi Penerimaan Pembiayaan  xxx 

 

c. Pada saat menutup akun realisasi anggaran, maka PPK-PPKD membuat Bukti 

Memorial dan akan menjurnal di Jurnal LRA 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 

   Pendapatan LRA xxx  

   Penerimaan Pembiayaan xxx  

   Perubahan SAL xxx  

   Belanja  xxx 

   Pengeluaran Pembiayaan  xxx 
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d. Pada saat mengakui pendapatan di saat kas belum diterima, maka PPK-PPKD 

membuat Bukti Memorial dan akan menjurnal di Jurnal LO 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 
Piutang Pendapatan xxx     

Pendapatan ….-LO  xxx    

 

e. Pada saat mengakui beban, maka PPK-PPKD membuat Bukti Memorial dan akan 

menjurnal di Jurnal LO 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 
Beban …. xxx     

Utang Beban  xxx    

 

f. Pada saat koreksi kesalahan, maka PPK-PPKD membuat Bukti Memorial dan akan 

menjurnal di Jurnal LRA 

1) Jurnal koreksi untuk mengoreksi pengembalian belanja pegawai yang lebih 

dibayarkan namun Laporan Keuangan Pemda telah terbit 

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 
Kas di Kasda xxx  Perubahan SAL xxx  

Ekuitas  xxx Surplus/Defisit LRA  xxx 

 

2) Jurnal koreksi untuk mengoreksi pengembalian Pendapatan DAU karena 

kelebihan transfer namun Laporan Keuangan Pemda telah terbit 
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Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 
Ekuitas  xxx  Surplus/Defisit LRA xxx  

Kas di Kasda  xxx Perubahan SAL  xxx 

 

g. Pada saat konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, maka PPK-PPKD 

membuat Bukti Memorial dan akan menjurnal  

Dokumen yang 
Digunakan 

LO LRA 

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit 

Bukti Memorial 
R/K PPKD xxx     

R/K SKPD  xxx    
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Bab 11. Kebijakan Akuntansi Pendapatan  

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, 

yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah 

daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah 

semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo 

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 

pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

2. Klasifikasi 

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok 

pendapatan daerah yaitu: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

b. Pendapatan Transfer,  

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,  

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut: 

  
Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah 
 Retribusi Daerah  
 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 
 Lain-lain PAD yang Sah 
Pendapatan Dana Perimbangan/ 
Pendapatan Transfer 

Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat 

 Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya 
 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah 

Lainnya 
 Bantuan Keuangan 
Lain-lain Pendapatan Daerah yang 
Sah 

 
Pendapatan Hibah 

 Dana Darurat 
 Pendapatan Lainnya 

 

B. PENGAKUAN 

Pendapatan LO diakui pada saat: 
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1. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau 

2. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah 

diterima pembayaran secara tunai (realized). 

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat: 

1. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau 

2. diterima oleh SKPD; atau 

3. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. 

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka 

pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan kedalam beberapa alternatif: 

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih 

dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan 

kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen 

penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika 

pembayaran telah dilakukan. 

2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan 

penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan 

pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan 

pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih 

bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO 

dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak.  Dan apabila 

pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan 

kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila 

dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan 

lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. 

3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh 

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan 

LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA 

diakui pada saat uang telah diterima. 

4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan 

penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima 

di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, 

dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang 

atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui 
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ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah 

diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. 

5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih 

dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan 

pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah. 

 

C. PENGUKURAN 

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). 

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel 

terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu 

dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. 

3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). 

4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel 

terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan 

proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. 

5. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi 

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 
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1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3  Pendapatan Pajak Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
4  Pendapatan Retribusi Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
5  Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  xxx  xxx  xxx  xxx 
6  Lain-lain PAD yang Sah  xxx  xxx  xxx  xxx 
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx
8
9 PENDAPATAN TRANSFER 

10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 
11 Dana Bagi Hasil Pajak  xxx  xxx  xxx  xxx 
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam  xxx  xxx  xxx  xxx 
13 Dana Alokasi Umum  xxx  xxx  xxx  xxx 
14 Dana Alokasi Khusus  xxx  xxx  xxx  xxx 
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan  xxx  xxx  xxx  xxx
16
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 
18 Dana Otonomi Khusus  xxx  xxx  xxx  xxx 
19 Dana Penyesuaian  xxx  xxx  xxx  xxx 
20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx
21 Total Pendapatan Transfer  xxx  xxx  xxx  xxx
22
23 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
24 Pendapatan Hibah  xxx  xxx  xxx  xxx 
25 Pendapatan Dana Darurat  xxx  xxx  xxx  xxx 
26 Pendapatan Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
27 Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah  xxx  xxx  xxx  xxx 
28 JUMLAH PENDAPATAN  xxx  xxx  xxx  xxx 
29 BELANJA
30 BELANJA OPERASI
31 Belanja Pegawai  xxx  xxx  xxx  xxx 
32 Belanja Barang  xxx  xxx  xxx  xxx 
33 Bunga  xxx  xxx  xxx  xxx 
34 Subsidi  xxx  xxx  xxx  xxx 
35 Hibah  xxx  xxx  xxx  xxx 
36 Bantuan Sosial  xxx  xxx  xxx  xxx 
37 Jumlah Belanja Operasi  xxx  xxx  xxx  xxx
38
39 BELANJA MODAL
40 Belanja Tanah  xxx  xxx  xxx  xxx 
41 Belanja Peralatan dan Mesin  xxx  xxx  xxx  xxx 
42 Belanja Gedung dan Bangunan  xxx  xxx  xxx  xxx 
43 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  xxx  xxx  xxx  xxx 
44 Belanja Aset Tetap Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
45 Belanja Aset Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
46 Jumlah Belanja Modal  xxx  xxx  xxx  xxx
47
48 BELANJA TAK TERDUGA
49 Belanja Tak Terduga  xxx  xxx  xxx  xxx 
50 Jumlah Belanja Tak Terduga  xxx  xxx  xxx  xxx
51 Jumlah Belanja  xxx  xxx  xxx  xxx
52
53 TRANSFER
54 TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA
55 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota   xxx  xxx  xxx  xxx 
56 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota  xxx  xxx  xxx  xxx 
57 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota  xxx  xxx  xxx  xxx 
58 Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota  xxx  xxx  xxx  xxx
59
60 TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN
61 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xx  xxx 
62 Bantuan Keuangan Lainnya  xxx  xxx  xx  xxx 
63 Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan  xxx  xxx  xxx  xxx
64 Jumlah Transfer  xxx  xxx  xxx  xxx
65 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER  xxx  xxx  xxx  xxx
66
67 SURPLUS/DEFISIT  xxx xxx xxx xxx 
68  
69 PEMBIAYAAN
70
71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
72 Penggunaan SiLPA  xxx  xxx  xxx  xxx 
73 Pencairan Dana Cadangan  xxx  xxx  xxx  xxx 
74 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  xxx  xxx  xxx  xxx 
75 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat  xxx  xxx  xxx  xxx 
76 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
77 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank  xxx  xxx  xxx  xxx 
78 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank  xxx  xxx  xxx  xxx 
79 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi  xxx  xxx  xxx  xxx 
80 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
81 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara  xxx  xxx  xxx  xxx 
82 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
83 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
84 Jumlah Penerimaan  xxx  xxx  xxx  xxx
85
86 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
87 Pembentukan Dana Cadangan  xxx  xxx  xxx  xxx 
94 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
88 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat  xxx  xxx  xxx  xxx 
89 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
90 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank  xxx  xxx  xxx  xxx 
91 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank  xxx  xxx  xxx  xxx 
92 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi  xxx  xxx  xxx  xxx 
93 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
95 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara  xxx  xxx  xxx  xxx 
96 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
97 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
98 Jumlah Pengeluaran  xxx  xxx  xxx  xxx 
99 PEMBIAYAAN NETO xxx xxx xxx xxx
100
101 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran xxx xxx xxx xxx

Realisasi 
20X0

PEMERINTAH  PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO. URAIAN Anggaran 
20X1

Realisasi 
20X1 (%)

No URAIAN 20X1 20X0
Kenaikan/ 
Penurunan (%)

1
2
3 xxx xxx xxx xxx
4 xxx xxx xxx xxx
5 xxx xxx xxx xxx
6 xxx xxx xxx xxx
7 xxx xxx xxx xxx
8
9

10
11 xxx xxx xxx xxx
12 xxx xxx xxx xxx
13 xxx xxx xxx xxx
14 xxx xxx xxx xxx
15 xxx xxx xxx xxx
16
17
18 xxx xxx xxx xxx
19 xxx xxx xxx xxx
20 xxx xxx xxx xxx
21 Jumlah Pendapatan Transfer xxx xxx xxx xxx
22
23
24 xxx xxx xxx xxx
25 xxx xxx xxx xxx
26 xxx xxx xxx xxx
27 JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx
28
29 BEBAN
30 BEBAN OPERASI
31 Beban Pegawai xxx xxx xxx xxx
32 Beban Barang Jasa xxx xxx xxx xxx
33 Beban Bunga xxx xxx xxx xxx
34 Beban Subsisdi xxx xxx xxx xxx
35 Beban Hibah xxx xxx xxx xxx
36 Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx xxx
37 Beban Penyusutan xxx xxx xxx xxx
38 Beban Lain-lain xxx xxx xxx xxx
39 xxx xxx xxx xxx
40
41 BEBAN TRANSFER
42 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx xxx
43 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx xxx
44 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xxx xxx
45 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa xxx xxx xxx xxx
46 Beban Transfer Keuangan Lainnya xxx xxx xxx xxx
47 xxx xxx xxx xxx
48 JUMLAH BEBAN xxx xxx xxx xxx
49
50 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI xxx xxx xxx xxx
51
52 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
53 SURPLUS NON OPERASIONAL
54 Surplus Penjualan Aset Non Lancar xxx xxx xxx xxx
55 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx
56 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xxx
57 xxx xxx xxx xxx
58
59 DEFISIT NON OPERASIONAL
60 Defisit Penjualan Aset Non Lancar xxx xxx xxx xxx
61 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx
62 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xxx
63 xxx xxx xxx xxx
64 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL xxx xxx xxx xxx
65
66 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx
67
68 POS LUAR BIASA
69 PENDAPATAN LUAR BIASA
70 Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
71 Jumlah Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
72
73 BEBAN LUAR BIASA
74 Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
75 Jumlah Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
76 POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx
77
78 SURPLUS/ DEFISIT - LO xxx xxx xxx xxx

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya

Jumlah Defisit Non Operasional

Pendapatan Hibah
Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah Beban Operasi

Jumlah Beban Transfer

Jumlah Surplus Non Operasional

D. PENYAJIAN  

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam 

BAS. 
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E. PENGUNGKAPAN 

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan 

pendapatan adalah: 

1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran; 

2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi 

hal-hal yang bersifat khusus; 

3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; 

4. informasi lainnya yang dianggap perlu. 
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Bab 12. Kebijakan Akuntansi Beban Dan Belanja 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut 

dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, 

sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi 

pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle).  

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan 

yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 

timbulnya kewajiban. 

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih. 

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara 

Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.  

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu: 

No Beban Belanja 
a. Diukur dan diakui dengan basis 

akuntansi akrual 
Diukur dan diakui dengan basis 
akuntansi kas 

b Merupakan unsur pembentuk 
Laporan Operasional (LO) 

Merupakan unsur pembentuk 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

c. Menggunakan Kode Akun 9 Menggunakan Kode Akun 5 
 

2. Klasifikasi 

Beban dan belanja diklasifikasi menurut: 

a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban 

barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban 

penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. 



 119 

b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis 

belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja 

pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan 

belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja 

pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan 

belanja tak terduga. 

c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan 

unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat 

DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi/kota/kabupaten, belanja dinas pemerintah 

tingkat provinsi/kota/kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat 

provinsi/kota/kabupaten.  

Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban 

hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya 

mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO 

menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan 

kewenangan atas beban tersebut: 

BEBAN KEWENANGAN 
Beban Operasi – LO  

Beban Pegawai SKPD 
Beban Barang dan Jasa SKPD 
Beban Bunga PPKD 
Beban Subsidi PPKD 
Beban Hibah PPKD&SKPD 
Beban Bantuan Sosial PPKD 
Beban Penyusutan dan Amortisasi SKPD 
Beban Penyisihan Piutang SKPD 
Beban Lain-Lain SKPD 

Beban Transfer  
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah PPKD 
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya PPKD 
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah 
Daerah Lainnya 

PPKD 

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa PPKD 
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya PPKD 
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus PPKD 

Defisit Non Operasional PPKD  
Beban Luar Biasa PPKD  
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Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 13 

Tahun 2006: 

Belanja Kewenangan 
Belanja Tidak Langsung  
Belanja pegawai SKPD 
Belanja bunga  PPKD 
Belanja subsidi PPKD 
Belanja hibah PPKD 
Belanja bantuan social PPKD 
Belanja Bagi Hasil Kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan  
Desa  

PPKD 

Belanja Bantuan Keuangan Kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan  
Desa 

PPKD 

Belanja Tidak Terduga PPKD 
Belanja Langsung  
Belanja pegawai SKPD 
Belanja barang dan jasa  SKPD 
Belanja modal SKPD 

 

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut: 

Belanja Kewenangan 
Belanja Operasi  
    Belanja Pegawai SKPD 
    Belanja Barang SKPD 
    Bunga PPKD 
    Subsidi PPKD 
    Hibah (Uang, barang dan Jasa)*) PPKD/SKPD 
    Bantuan Sosial (uang dan barang)*) PPKD/SKPD 
Belanja Modal  
    Belanja Tanah SKPD 
    Belanja Peralatan dan Mesin SKPD 
    Belanja Gedung dan Bangunan SKPD 
    Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan SKPD 
    Belanja Aset tetap lainnya SKPD 
    Belanja Aset Lainnya SKPD 
Belanja Tak Terduga  
    Belanja Tak Terduga PPKD 
  

*)  Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah 

barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD. 
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B. PENGAKUAN 

Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010, beban diakui pada saat: 

1. Timbulnya kewajiban 

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke 

pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan 

rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas. 

2. Terjadinya konsumsi aset 

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak 

didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan 

operasional pemerintah. 

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan 

nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. 

Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi. 

Menurut PSAP Nomor 02 tentang akuntansi belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat: 

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di 

SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk 

masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. 

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat 

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran 

setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD. 

3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan 

perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan 

yaitu: 

1. Metode pendekatan Beban 

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika 

pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera 

mungkin. 
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2. Metode pendekatan Aset 

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika 

pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran 

atau untuk sifatnya berjaga jaga. 

 

C. PENGUKURAN 

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. 

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan 

atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. 

 

D. PENILAIAN  

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan 

disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item). 

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran 

berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung. 
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E. PENYAJIAN 

 

No URAIAN 20X1 20X0
Kenaikan/ 
Penurunan (%)

1
2
3 xxx xxx xxx xxx
4 xxx xxx xxx xxx
5 xxx xxx xxx xxx
6 xxx xxx xxx xxx
7 xxx xxx xxx xxx
8
9

10
11 xxx xxx xxx xxx
12 xxx xxx xxx xxx
13 xxx xxx xxx xxx
14 xxx xxx xxx xxx
15 xxx xxx xxx xxx
16
17
18 xxx xxx xxx xxx
19 xxx xxx xxx xxx
20 xxx xxx xxx xxx
21 Jumlah Pendapatan Transfer xxx xxx xxx xxx
22
23
24 xxx xxx xxx xxx
25 xxx xxx xxx xxx
26 xxx xxx xxx xxx
27 JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx
28
29 BEBAN
30 BEBAN OPERASI
31 Beban Pegawai xxx xxx xxx xxx
32 Beban Barang Jasa xxx xxx xxx xxx
33 Beban Bunga xxx xxx xxx xxx
34 Beban Subsisdi xxx xxx xxx xxx
35 Beban Hibah xxx xxx xxx xxx
36 Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx xxx
37 Beban Penyusutan xxx xxx xxx xxx
38 Beban Lain-lain xxx xxx xxx xxx
39 xxx xxx xxx xxx
40
41 BEBAN TRANSFER
42 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx xxx
43 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx xxx
44 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xxx xxx
45 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa xxx xxx xxx xxx
46 Beban Transfer Keuangan Lainnya xxx xxx xxx xxx
47 xxx xxx xxx xxx
48 JUMLAH BEBAN xxx xxx xxx xxx
49
50 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI xxx xxx xxx xxx
51
52 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
53 SURPLUS NON OPERASIONAL
54 Surplus Penjualan Aset Non Lancar xxx xxx xxx xxx
55 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx
56 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xxx
57 xxx xxx xxx xxx
58
59 DEFISIT NON OPERASIONAL
60 Defisit Penjualan Aset Non Lancar xxx xxx xxx xxx
61 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx
62 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xxx
63 xxx xxx xxx xxx
64 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL xxx xxx xxx xxx
65
66 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx
67
68 POS LUAR BIASA
69 PENDAPATAN LUAR BIASA
70 Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
71 Jumlah Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
72
73 BEBAN LUAR BIASA
74 Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
75 Jumlah Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
76 POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx
77
78 SURPLUS/ DEFISIT - LO xxx xxx xxx xxx

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya

Jumlah Defisit Non Operasional

Pendapatan Hibah
Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah Beban Operasi

Jumlah Beban Transfer

Jumlah Surplus Non Operasional
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No URAIAN 20X1 20X0
Kenaikan/ 
Penurunan (%)

1
2
3 xxx xxx xxx xxx
4 xxx xxx xxx xxx
5 xxx xxx xxx xxx
6 xxx xxx xxx xxx
7 xxx xxx xxx xxx
8
9

10
11 xxx xxx xxx xxx
12 xxx xxx xxx xxx
13 xxx xxx xxx xxx
14 xxx xxx xxx xxx
15 xxx xxx xxx xxx
16
17
18 xxx xxx xxx xxx
19 xxx xxx xxx xxx
20 xxx xxx xxx xxx
21
22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 
23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx xxx
24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya xxx xxx xxx xxx
25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi xxx xxx xxx xxx
26 Jumlah Pendapatan Transfer xxx xxx xxx xxx
27
28
29 xxx xxx xxx xxx
30 xxx xxx xxx xxx
31 xxx xxx xxx xxx
32 JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx
33
34 BEBAN
35 BEBAN OPERASI
36 Beban Pegawai xxx xxx xxx xxx
37 Beban Barang Jasa xxx xxx xxx xxx
38 Beban Bunga xxx xxx xxx xxx
39 Beban Subsisdi xxx xxx xxx xxx
40 Beban Hibah xxx xxx xxx xxx
41 Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx xxx
42 Beban Penyusutan xxx xxx xxx xxx
43 Beban Lain-lain xxx xxx xxx xxx
44 xxx xxx xxx xxx
45
46 BEBAN TRANSFER
47 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx xxx
48 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx xxx
49 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xxx xxx
50 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa xxx xxx xxx xxx
51 Beban Transfer Keuangan Lainnya xxx xxx xxx xxx
52 xxx xxx xxx xxx
53 JUMLAH BEBAN xxx xxx xxx xxx
54
55 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI xxx xxx xxx xxx
56
57 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
58 SURPLUS NON OPERASIONAL
59 Surplus Penjualan Aset Non Lancar xxx xxx xxx xxx
60 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx
61 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xxx
62 xxx xxx xxx xxx
63
64 DEFISIT NON OPERASIONAL
65 Defisit Penjualan Aset Non Lancar xxx xxx xxx xxx
66 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx
67 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xxx
68 xxx xxx xxx xxx
69 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL xxx xxx xxx xxx
70
71 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx
72
73 POS LUAR BIASA
74 PENDAPATAN LUAR BIASA
75 Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
76 Jumlah Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
77
78 BEBAN LUAR BIASA
79 Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
80 Jumlah Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
81 POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx
82
83 SURPLUS/ DEFISIT - LO xxx xxx xxx xxx

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya

Jumlah Defisit Non Operasional

Pendapatan Hibah
Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah Beban Operasi

Jumlah Beban Transfer

Jumlah Surplus Non Operasional
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Penyajian belanja di Laporan Realisasi Anggaran: 

1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3  Pendapatan Pajak Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
4  Pendapatan Retribusi Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
5  Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  xxx  xxx  xxx  xxx 
6  Lain-lain PAD yang Sah  xxx  xxx  xxx  xxx 
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx
8
9 PENDAPATAN TRANSFER 

10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 
11 Dana Bagi Hasil Pajak  xxx  xxx  xxx  xxx 
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam  xxx  xxx  xxx  xxx 
13 Dana Alokasi Umum  xxx  xxx  xxx  xxx 
14 Dana Alokasi Khusus  xxx  xxx  xxx  xxx 
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan  xxx  xxx  xxx  xxx
16
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 
18 Dana Otonomi Khusus  xxx  xxx  xxx  xxx 
19 Dana Penyesuaian  xxx  xxx  xxx  xxx 
20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx
21 Total Pendapatan Transfer  xxx  xxx  xxx  xxx
22
23 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
24 Pendapatan Hibah  xxx  xxx  xxx  xxx 
25 Pendapatan Dana Darurat  xxx  xxx  xxx  xxx 
26 Pendapatan Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
27 Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah  xxx  xxx  xxx  xxx 
28 JUMLAH PENDAPATAN  xxx  xxx  xxx  xxx 
29 BELANJA
30 BELANJA OPERASI
31 Belanja Pegawai  xxx  xxx  xxx  xxx 
32 Belanja Barang  xxx  xxx  xxx  xxx 
33 Bunga  xxx  xxx  xxx  xxx 
34 Subsidi  xxx  xxx  xxx  xxx 
35 Hibah  xxx  xxx  xxx  xxx 
36 Bantuan Sosial  xxx  xxx  xxx  xxx 
37 Jumlah Belanja Operasi  xxx  xxx  xxx  xxx
38
39 BELANJA MODAL
40 Belanja Tanah  xxx  xxx  xxx  xxx 
41 Belanja Peralatan dan Mesin  xxx  xxx  xxx  xxx 
42 Belanja Gedung dan Bangunan  xxx  xxx  xxx  xxx 
43 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  xxx  xxx  xxx  xxx 
44 Belanja Aset Tetap Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
45 Belanja Aset Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
46 Jumlah Belanja Modal  xxx  xxx  xxx  xxx
47
48 BELANJA TAK TERDUGA
49 Belanja Tak Terduga  xxx  xxx  xxx  xxx 
50 Jumlah Belanja Tak Terduga  xxx  xxx  xxx  xxx
51 Jumlah Belanja  xxx  xxx  xxx  xxx
52
53 TRANSFER
54 TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA
55 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota   xxx  xxx  xxx  xxx 
56 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota  xxx  xxx  xxx  xxx 
57 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota  xxx  xxx  xxx  xxx 
58 Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota  xxx  xxx  xxx  xxx
59
60 TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN
61 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xx  xxx 
62 Bantuan Keuangan Lainnya  xxx  xxx  xx  xxx 
63 Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan  xxx  xxx  xxx  xxx
64 Jumlah Transfer  xxx  xxx  xxx  xxx
65 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER  xxx  xxx  xxx  xxx
66
67 SURPLUS/DEFISIT  xxx xxx xxx xxx 
68  
69 PEMBIAYAAN
70
71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
72 Penggunaan SiLPA  xxx  xxx  xxx  xxx 
73 Pencairan Dana Cadangan  xxx  xxx  xxx  xxx 
74 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  xxx  xxx  xxx  xxx 
75 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat  xxx  xxx  xxx  xxx 
76 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
77 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank  xxx  xxx  xxx  xxx 
78 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank  xxx  xxx  xxx  xxx 
79 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi  xxx  xxx  xxx  xxx 
80 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
81 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara  xxx  xxx  xxx  xxx 
82 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
83 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
84 Jumlah Penerimaan  xxx  xxx  xxx  xxx
85
86 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
87 Pembentukan Dana Cadangan  xxx  xxx  xxx  xxx 
94 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
88 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat  xxx  xxx  xxx  xxx 
89 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
90 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank  xxx  xxx  xxx  xxx 
91 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank  xxx  xxx  xxx  xxx 
92 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi  xxx  xxx  xxx  xxx 
93 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
95 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara  xxx  xxx  xxx  xxx 
96 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
97 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
98 Jumlah Pengeluaran  xxx  xxx  xxx  xxx 
99 PEMBIAYAAN NETO xxx xxx xxx xxx
100
101 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran xxx xxx xxx xxx

Realisasi 
20X0

PEMERINTAH  PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO. URAIAN Anggaran 
20X1

Realisasi 
20X1 (%)
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1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3  Pendapatan Pajak Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
4  Pendapatan Retribusi Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
5  Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  xxx  xxx  xxx  xxx 
6  Lain-lain PAD yang Sah  xxx  xxx  xxx  xxx 
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx
8
9 PENDAPATAN TRANSFER 

10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 
11 Dana Bagi Hasil Pajak  xxx  xxx  xxx  xxx 
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam  xxx  xxx  xxx  xxx 
13 Dana Alokasi Umum  xxx  xxx  xxx  xxx 
14 Dana Alokasi Khusus  xxx  xxx  xxx  xxx 
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan  xxx  xxx  xxx  xxx
16
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 
18 Dana Otonomi Khusus  xxx  xxx  xxx  xxx 
19 Dana Penyesuaian  xxx  xxx  xxx  xxx 
20 Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx
21
22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak  xxx  xxx  xxx  xxx 
24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi  xxx  xxx  xxx  xxx
26 Total Pendapatan Transfer  xxx  xxx  xxx  xxx
27
28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
29 Pendapatan Hibah  xxx  xxx  xxx  xxx 
30 Pendapatan Dana Darurat  xxx  xxx  xxx  xxx 
31 Pendapatan Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
32 Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah  xxx  xxx  xxx  xxx 
33 JUMLAH PENDAPATAN  xxx  xxx  xxx  xxx 
34
35 BELANJA
36 BELANJA OPERASI
37 Belanja Pegawai  xxx  xxx  xxx  xxx 
38 Belanja Barang  xxx  xxx  xxx  xxx 
39 Bunga  xxx  xxx  xxx  xxx 
40 Subsidi  xxx  xxx  xxx  xxx 
41 Hibah  xxx  xxx  xxx  xxx 
42 Bantuan Sosial  xxx  xxx  xxx  xxx 
43 Jumlah Belanja Operasi  xxx  xxx  xxx  xxx
44
45 BELANJA MODAL
46 Belanja Tanah  xxx  xxx  xxx  xxx 
47 Belanja Peralatan dan Mesin  xxx  xxx  xxx  xxx 
48 Belanja Gedung dan Bangunan  xxx  xxx  xxx  xxx 
49 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  xxx  xxx  xxx  xxx 
50 Belanja Aset Tetap Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
51 Belanja Aset Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
52 Jumlah Belanja Modal  xxx  xxx  xxx  xxx
53
54 BELANJA TAK TERDUGA
55 Belanja Tak Terduga  xxx  xxx  xxx  xxx 
56 Jumlah Belanja Tak Terduga  xxx  xxx  xxx  xxx
57 Jumlah Belanja  xxx  xxx  xxx  xxx
58
59 TRANSFER
60 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA
61 Bagi Hasil Pajak  xxx  xxx  xxx  xxx 
62 Bagi Hasil Retribusi  xxx  xxx  xxx  xxx 
63 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
64 Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa  xxx  xxx  xxx  xxx
65
66 TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN
67 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xx  xxx 
68 Bantuan Keuangan Lainnya  xxx  xxx  xx  xxx 
69 Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan  xxx  xxx  xxx  xxx
70 Jumlah Transfer  xxx  xxx  xxx  xxx
71 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER  xxx  xxx  xxx  xxx
72
73 SURPLUS/DEFISIT  xxx xxx xxx xxx 
74  
75 PEMBIAYAAN
76
77 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
78 Penggunaan SiLPA  xxx  xxx  xxx  xxx 
79 Pencairan Dana Cadangan  xxx  xxx  xxx  xxx 
80 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  xxx  xxx  xxx  xxx 
81 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat  xxx  xxx  xxx  xxx 
82 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
83 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank  xxx  xxx  xxx  xxx 
84 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank  xxx  xxx  xxx  xxx 
85 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi  xxx  xxx  xxx  xxx 
86 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
87 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara  xxx  xxx  xxx  xxx 
88 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
89 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
90 Jumlah Penerimaan  xxx  xxx  xxx  xxx
91
92 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
93 Pembentukan Dana Cadangan  xxx  xxx  xxx  xxx 
94 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
95 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat  xxx  xxx  xxx  xxx 
96 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
97 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank  xxx  xxx  xxx  xxx 
98 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank  xxx  xxx  xxx  xxx 
99 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi  xxx  xxx  xxx  xxx 
100 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
101 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara  xxx  xxx  xxx  xxx 
102 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
103 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
104 Jumlah Pengeluaran  xxx  xxx  xxx  xxx 
105 PEMBIAYAAN NETO xxx xxx xxx xxx
106
107 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran xxx xxx xxx xxx

Realisasi 
20X0

PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO. URAIAN Anggaran 
20X1

Realisasi 
20X1 (%)
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F. PENGUNGKAPAN 

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan 

beban adalah: 

1. rincian beban per SKPD. 

2. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar 

muka. 

3. informasi lainnya yang dianggap perlu. 

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain: 

a. rincian belanja per SKPD. 

b. penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar 

muka. 

c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah. 

d. informasi lainnya yang dianggap perlu. 
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 Bab 13. Kebijakan Akuntansi Transfer 
 

A. UMUM 

1. Definisi 

a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan 

dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

b. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya 

penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari 

pemerintah provinsi. 

c. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan 

lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi 

hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan. 

2. Klasifikasi 

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiaannya dan diklasifikasikan 

antara lain: 

a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. 

b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya. 

c. Transfer Pemerintah Provinsi. 

d. Transfer/Bagi hasil ke Desa. 

e. Transfer/Bantuan Keuangan. 

Dalam bagan akun standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut: 

Uraian 

Laporan 
Realisasi 

Anggaran( 
LRA) 

Laporan Operasional (LO) 

Pendapatan Transfer   
Transfer Pemerintah Pusat-Dana 

Perimbangan 
xxx xxx 

Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx 
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam xxx xxx 
Dana Alokasi Umum xxx xxx 
Dana Alokasi Khusus xxx xxx 
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya xxx xxx 
Dana Otonomi Khusus xxx xxx 
Dana Penyesuaian xxx xxx 
Transfer Pemerintah Provinsi xxx xxx 
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Pendapatan Bagi Hasil Pajak xxx xxx 
Pendaptan Bagi Hasil Lainnya xxx xxx 
Beban Transfer xxx  
Beban Transfer Bagi hasil Pajak xxx  
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan 

Lainnya 
xxx  

Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke 
Pemerintah lainnya 

xxx  

Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke 
desa 

xxx  

Beban Transfer Keuangan Lainnya xxx  
Transfer/Bagi Hasil ke  Kab/Kota atau 

Ke Desa 
 xxx 

Bagi Hasil Pajak  xxx 
Bagi Hasil Retribusi  xxx 
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya  xxx 
Transfer Bantuan Keuangan  xxx 
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah 

lainnya 
 xxx 

Bantuan Keuangan Lainnya  xxx 
 

B. PENGAKUAN 

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri 

Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk. 

2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala 

daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah 

kepada pihak lain. 

 
C. PENGUKURAN 

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening 

Kas Umum Daerah. 

2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari 

Rekening Kas Umum Daerah. 

D. PENILAIAN 

Trasnfer masuk dinilai sebagai berikut: 

6. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan 

dengan pengeluaran). 

7. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada 

tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 
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No URAIAN 20X1 20X0
Kenaikan/ 
Penurunan (%)

1
2
3 xxx xxx xxx xxx
4 xxx xxx xxx xxx
5 xxx xxx xxx xxx
6 xxx xxx xxx xxx
7 xxx xxx xxx xxx
8
9

10
11 xxx xxx xxx xxx
12 xxx xxx xxx xxx
13 xxx xxx xxx xxx
14 xxx xxx xxx xxx
15 xxx xxx xxx xxx
16
17
18 xxx xxx xxx xxx
19 xxx xxx xxx xxx
20 xxx xxx xxx xxx
21 Jumlah Pendapatan Transfer xxx xxx xxx xxx
22
23
24 xxx xxx xxx xxx
25 xxx xxx xxx xxx
26 xxx xxx xxx xxx
27 JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx
28
29 BEBAN
30 BEBAN OPERASI
31 Beban Pegawai xxx xxx xxx xxx
32 Beban Barang Jasa xxx xxx xxx xxx
33 Beban Bunga xxx xxx xxx xxx
34 Beban Subsisdi xxx xxx xxx xxx
35 Beban Hibah xxx xxx xxx xxx
36 Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx xxx
37 Beban Penyusutan xxx xxx xxx xxx
38 Beban Lain-lain xxx xxx xxx xxx
39 xxx xxx xxx xxx
40
41 BEBAN TRANSFER
42 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx xxx
43 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx xxx
44 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xxx xxx
45 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa xxx xxx xxx xxx
46 Beban Transfer Keuangan Lainnya xxx xxx xxx xxx
47 xxx xxx xxx xxx
48 JUMLAH BEBAN xxx xxx xxx xxx
49
50 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI xxx xxx xxx xxx
51
52 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
53 SURPLUS NON OPERASIONAL
54 Surplus Penjualan Aset Non Lancar xxx xxx xxx xxx
55 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx
56 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xxx
57 xxx xxx xxx xxx
58
59 DEFISIT NON OPERASIONAL
60 Defisit Penjualan Aset Non Lancar xxx xxx xxx xxx
61 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx
62 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xxx
63 xxx xxx xxx xxx
64 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL xxx xxx xxx xxx
65
66 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx
67
68 POS LUAR BIASA
69 PENDAPATAN LUAR BIASA
70 Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
71 Jumlah Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
72
73 BEBAN LUAR BIASA
74 Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
75 Jumlah Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xxx
76 POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx
77
78 SURPLUS/ DEFISIT - LO xxx xxx xxx xxx

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya

Jumlah Defisit Non Operasional

Pendapatan Hibah
Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah Beban Operasi

Jumlah Beban Transfer

Jumlah Surplus Non Operasional

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode 

pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line 

item). 

E. PENYAJIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F. PENGUNGKAPAN 

5. Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan 

transfer masuk adalah: 

a. penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun 

anggaran; 

b. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan 

terjadi hal-hal yang bersifat khusus; 

c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah; 

d. informasi lainnya yang dianggap perlu. 

6. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan 

transfer keluar adalah: 

a. transfer keluar harus dirinci; 
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b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan 

lembar muka; 

c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar; 

d. informasi lainnya yang dianggap perlu. 
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1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3  Pendapatan Pajak Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
4  Pendapatan Retribusi Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
5  Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  xxx  xxx  xxx  xxx 
6  Lain-lain PAD yang Sah  xxx  xxx  xxx  xxx 
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx
8
9 PENDAPATAN TRANSFER 

10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 
11 Dana Bagi Hasil Pajak  xxx  xxx  xxx  xxx 
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam  xxx  xxx  xxx  xxx 
13 Dana Alokasi Umum  xxx  xxx  xxx  xxx 
14 Dana Alokasi Khusus  xxx  xxx  xxx  xxx 
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan  xxx  xxx  xxx  xxx
16
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 
18 Dana Otonomi Khusus  xxx  xxx  xxx  xxx 
19 Dana Penyesuaian  xxx  xxx  xxx  xxx 
20 Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx
21
22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak  xxx  xxx  xxx  xxx 
24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi  xxx  xxx  xxx  xxx
26 Total Pendapatan Transfer  xxx  xxx  xxx  xxx
27
28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
29 Pendapatan Hibah  xxx  xxx  xxx  xxx 
30 Pendapatan Dana Darurat  xxx  xxx  xxx  xxx 
31 Pendapatan Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
32 Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah  xxx  xxx  xxx  xxx 
33 JUMLAH PENDAPATAN  xxx  xxx  xxx  xxx 
34
35 BELANJA
36 BELANJA OPERASI
37 Belanja Pegawai  xxx  xxx  xxx  xxx 
38 Belanja Barang  xxx  xxx  xxx  xxx 
39 Bunga  xxx  xxx  xxx  xxx 
40 Subsidi  xxx  xxx  xxx  xxx 
41 Hibah  xxx  xxx  xxx  xxx 
42 Bantuan Sosial  xxx  xxx  xxx  xxx 
43 Jumlah Belanja Operasi  xxx  xxx  xxx  xxx
44
45 BELANJA MODAL
46 Belanja Tanah  xxx  xxx  xxx  xxx 
47 Belanja Peralatan dan Mesin  xxx  xxx  xxx  xxx 
48 Belanja Gedung dan Bangunan  xxx  xxx  xxx  xxx 
49 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  xxx  xxx  xxx  xxx 
50 Belanja Aset Tetap Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
51 Belanja Aset Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
52 Jumlah Belanja Modal  xxx  xxx  xxx  xxx
53
54 BELANJA TAK TERDUGA
55 Belanja Tak Terduga  xxx  xxx  xxx  xxx 
56 Jumlah Belanja Tak Terduga  xxx  xxx  xxx  xxx
57 Jumlah Belanja  xxx  xxx  xxx  xxx
58
59 TRANSFER
60 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA
61 Bagi Hasil Pajak  xxx  xxx  xxx  xxx 
62 Bagi Hasil Retribusi  xxx  xxx  xxx  xxx 
63 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
64 Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa  xxx  xxx  xxx  xxx
65
66 TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN
67 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xx  xxx 
68 Bantuan Keuangan Lainnya  xxx  xxx  xx  xxx 
69 Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan  xxx  xxx  xxx  xxx
70 Jumlah Transfer  xxx  xxx  xxx  xxx
71 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER  xxx  xxx  xxx  xxx
72
73 SURPLUS/DEFISIT  xxx xxx xxx xxx 
74  
75 PEMBIAYAAN
76
77 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
78 Penggunaan SiLPA  xxx  xxx  xxx  xxx 
79 Pencairan Dana Cadangan  xxx  xxx  xxx  xxx 
80 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  xxx  xxx  xxx  xxx 
81 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat  xxx  xxx  xxx  xxx 
82 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
83 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank  xxx  xxx  xxx  xxx 
84 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank  xxx  xxx  xxx  xxx 
85 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi  xxx  xxx  xxx  xxx 
86 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
87 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara  xxx  xxx  xxx  xxx 
88 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
89 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
90 Jumlah Penerimaan  xxx  xxx  xxx  xxx
91
92 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
93 Pembentukan Dana Cadangan  xxx  xxx  xxx  xxx 
94 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
95 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat  xxx  xxx  xxx  xxx 
96 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
97 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank  xxx  xxx  xxx  xxx 
98 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank  xxx  xxx  xxx  xxx 
99 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi  xxx  xxx  xxx  xxx 
100 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
101 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara  xxx  xxx  xxx  xxx 
102 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah  xxx  xxx  xxx  xxx 
103 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya  xxx  xxx  xxx  xxx 
104 Jumlah Pengeluaran  xxx  xxx  xxx  xxx 
105 PEMBIAYAAN NETO xxx xxx xxx xxx
106
107 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran xxx xxx xxx xxx

Realisasi 
20X0

PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO. URAIAN Anggaran 
20X1

Realisasi 
20X1 (%)
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7. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain: 

a. penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya 

tahun anggaran; 

b. penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer 

keluar; 

c. informasi lainnya yang diangggap perlu. 
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Bab 14. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 

50 mendefinisikan pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan 

pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan 

diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk 

menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.  

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. 

Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali 

pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh 

pemerintah. 

2. Klasifikasi 

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 

02, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Penerimaan Pembiayaan 

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 

antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil 

privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada 

fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan 

modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun 

anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. 

 

B. PENGAKUAN 

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah. 
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2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah. 

 

C. PENGUKURAN 

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas 

yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang 

akan dikeluarkan. 

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah 

berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan. 

 

D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN 

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam 

laporan realisasi anggaran. Berikut adalah contoh penyajian penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. 

 
PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 

20X0 
 

(Dalam Rupiah) 
Uraian Anggaran 

20x1 
Realisasi 

20x1 
% Realisasi 

20X0 
 
PEMBIAYAAN 
 
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
Penggunaan SiLPA  
Pencairan Dana Cadangan  
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat  
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya  
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank  
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank  
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi  
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya  
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara  
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah  
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah 
Lainnya  

 
 
 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 

xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

 
 
 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan xxxx xxxx xx xxxx 
 
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
Pembentukan Dana Cadangan  
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat  
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemda Lainnya  

 
 

xxx 
xxx 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 
xxx 

 
 

xx 
xx 
xx 

 
 

xxx 
xxx 
xxx 
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Pembay. Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keu Bank  
Pembay. Pokok Pinj Dalam Negeri - Lembaga Keu. Bukan Bank  
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi  
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya  
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara  
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah  
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya  

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

Jumlah Pengeluaran  xxxx xxxx xx xxxx 
PEMBIAYAAN NETO  xxxx xxxx xx xxxx 
     
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  xxxx xxxx xx xxxx 

 

E. PENGUNGKAPAN 

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, 

harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut: 

1. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal 

berakhirnya tahun anggaran; 

2. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, 

pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, 

penyertaan modal Pemerintah Daerah; 

3. informasi lainnya yang diangggap perlu. 
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Bab 15. Kebijakan Akuntansi Kas Dan Setara Kas 

 

A. UMUM  

1. Definisi 

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan 

mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat 

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang 

siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang 

signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan 

(UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca.  Saldo 

simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan 

pembayaran.  

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP  Nomor 1 tentang Penyajian 

Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi  jangka 

pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko 

perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi 

persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas 

dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. 

Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai 

masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.  

2. Klasifikasi 

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan 

dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, 

dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya 

bendahara pengeluaran. Kas dan  setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung 

jawab bendahara umum daerah terdiri dari: 

a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan 

oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran. 

b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang 

dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah. 
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Kas  Kas di Kas Daerah  Kas di Kas Daerah    

Potongan Pajak dan Lainnya    
Kas  Transitoris   
Kas Lainnya  

Kas  di Bendahara 
Penerimaan  

Pendapatan Yang Belum Disetor 
  

Uang Titipan  
Kas  di Bendahara 
Pengeluaran  

Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU 
  

Pajak di SKPD yang Belum Disetor   
Uang Titipan  

Kas  di BLUD Kas Tunai BLUD   
Kas di Bank BLUD   
Pajak yang Belum Disetor BLUD    
Uang Muka Pasien RSUD/BLUD   
Uang Titipan BLUD 

Setara Kas  Deposito (kurang dari 3 
bulan)  

Deposito (kurang dari 3 bulan)  
 

Surat Utang Negara 
/Obligasi (kurang dari 3 
bulan) 

Surat Utang Negara /Obligasi 
(kurang dari 3 bulan) 

B. PENGUKURAN  

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. 

Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan 

kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.  

 

C. PENYAJIAN  

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.  

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan 

karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan 

bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada  Laporan Arus Kas.  
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D. PENGUNGKAPAN 

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) 

sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Rincian kas dan setara kas; 

2. Kebijakan manajemen setara kas; dan 

3. Informasi lainnya yang dianggap penting. 

 

 
  

(Dalam Rupiah)

20X1 20X0

ASET

ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah xxx xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx

Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx

Kas di BLUD xxx xxx
Investasi Jangka Pendek xxx xxx

Piutang Pajak xxx xxx
Jumlah Aset Lancar xxx xxx

Uraian

NERACA

PEMERINTAH  PROVINSI/KABUPATEN /KOTA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
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Bab 16. Kebijakan Akuntansi Piutang 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut 

pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua 

standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki 

karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. 

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah 

untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang 

mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. 

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak 

dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi 

dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif 

tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.  

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan 

kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan 

modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan 

penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk 

menilai kualitas piutang. 

2. Klasifikasi 

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas: 

a. Pungutan 

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 

a. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi; 

b. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota; 

c. Piutang Retribusi; 

d. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya. 

b. Perikatan  
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Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 

1) Pemberian Pinjaman; 

2) Penjualan; 

3) Kemitraan; 

4) Pemberian fasilitas. 

c. Transfer antar Pemerintahan  

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 

1) Piutang Dana Bagi Hasil; 

2) Piutang Dana Alokasi Umum; 

3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 

4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 

5) Piutang Transfer Lainnya; 

6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 

7) Piutang Transfer Antar Daerah; 

8) Piutang Kelebihan Transfer. 

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 

1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai 

Negeri Bukan Bendahara; 

2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Piutang antara lain 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

  
Piutang 
Pendapatan 

Piutang Pajak Daerah 

 Piutang Retribusi 
 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 
 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 
 Piutang Transfer Pemerintah Lainnya 
 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 
 Piutang Pendapatan Lainnya 
Piutang Lainnya Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 
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 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada 
Entitas Lainnya 

 Uang Muka 
 

B. PENGAKUAN 

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya 

kepada entitas lain.  

Piutang dapat diakui ketika: 

1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau 

2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau 

3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.  

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari 

pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai 

piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria: 

1. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara 

jelas; 

2. jumlah piutang dapat diukur; 

3. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan 

4. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan 

realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak 

daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada 

umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi 

definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada 

hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah 

tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. 

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada 

jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU 

menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. 

Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah 

yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu 

dokumen yang sah untuk itu. 
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Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim 

klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan 

jumlah difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah 

piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum 

ditransfer oleh Pemerintah Pusat. 

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat 

pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang 

belum melakukan pembayaran. 

Piutang transfer lainnya diakui apabila: 

a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir 

tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum 

ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; 

b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian 

pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, 

tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat. 

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil 

sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah 

yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya 

tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah 

ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur 

Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir 

tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk 

menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan. 

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau 

peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer 

antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang 

menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif 

menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum 

dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut 

dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan. 

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan 

transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib 

mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya. 
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Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk 

memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang 

mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode 

berikutnya. 

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan 

bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan 

bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK 

Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan 

tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan 

bersedia mengganti kerugian tersebut.  Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut 

dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat 

ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 

 

C. PENGUKURAN 

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut: 

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap 

tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; 

atau 

2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap 

tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) 

yang mengajukan banding; atau 

3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap 

tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis 

tuntutan ganti rugi. 

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai 

nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena 

ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi 

karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap 

tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak 

pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang 

bersangkutan. 

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari 

perikatan, adalah sebagai berikut: 
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1. Pemberian pinjaman 

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah 

dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal 

pelaporan atas barang/jasa tersebut. 

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, 

commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode 

pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya 

pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. 

2. Penjualan 

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang 

terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian 

dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar 

nilai bersihnya. 

3. Kemitraan 

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan 

dalam naskah perjanjian kemitraan. 

4. Pemberian fasilitas/jasa 

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh 

pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang 

muka yang telah diterima. 

 

D. PENILAIAN  

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). 

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan 

penyisihan piutang. 

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran 

tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan 

jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal 

pelaporan. 
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E. PENYAJIAN  

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian 

piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah. 

 

F. PENGUNGKAPAN 

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang 

diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi 

dimaksud dapat berupa: 

No. 20X1 20X0
1 ASET
2
3 ASET LANCAR
4 xxx xxx
5 xxx xxx
6 xxx xxx
7 xxx xxx
8 xxx xxx
9 xxx xxx
10 xxx xxx
11 (xxx) (xxx)
12 xxx xxx
13 xxx xxx
14 xxx xxx
15 xxx xxx
16 xxx xxx
17 xxx xxx
18 xxx xxx
19 xxx xxx
20 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19) xxx xxx
21
22 INVESTASI JANGKA PANJANG
23 Investasi Nonpermanen
24 Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx
25 Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx
26 Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx
27 Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx
28 Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27) xxx xxx
29 Investasi Permanen
30 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx
31 Investasi Permanen Lainnya xxx xxx
32 Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31) xxx xxx
33 Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32) xxx xxx
34
35 ASET TETAP
36 Tanah xxx xxx
37 Peralatan dan Mesin xxx xxx
38 Gedung dan Bangunan xxx xxx
39 Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx
40 Aset Tetap Lainnya xxx xxx
41 Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx
42 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx)
43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) xxx xxx
44
45 DANA CADANGAN
46 Dana Cadangan xxx xxx
47 Jumlah Dana Cadangan (46) xxx xxx
48
49 ASET LAINNYA
50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx
51 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx
52 Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx
53 Aset Tak Berwujud xxx xxx
54 Aset Lain-lain xxx xxx
55 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54) xxx xxx
56
57 JUMLAH ASET (20+33+43+47+55) xxx xxx

Penyisihan Piutang

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)
Uraian

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Retribusi 

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 
Piutang Lainnya
Persediaan

Belanja Dibayar Dimuka
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
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1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian,  pengakuan dan pengukuran 

piutang; 

2. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat  

kolektibilitasnya; 

3. penjelasan atas penyelesaian piutang; 

4. jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan 

perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses 

penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. 

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya 

jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan 

piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap 

perlu. 

 

 

 

 

  



 148 

Bab 17. Kebijakan Akuntansi Persediaan 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan 

kepada masyarakat. 

2. Klasifikasi 

Persediaan merupakan aset yang berupa: 

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan 

operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, 

barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai 

seperti komponen bekas. 

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, 

misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.  

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan 

kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang 

belum cukup umur. 

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam 

rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk 

dijual atau diserahkan kepada masyarakat. 

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

B. PENGAKUAN 

1. Pengakuan Persediaan 

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh 

pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) 

pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. 

2. Pengakuan Beban Persediaan 
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Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan 

pendekatan beban. 

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah 

dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang 

maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud 

berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan 

di sekretariat SKPD. 

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai 

beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang 

maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang 

satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan. 

3. Selisih Persediaan 

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara 

barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil 

stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, 

kadaluarsa, atau rusak. 

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka 

selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. 

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka 

selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. 

 

C. PENGUKURAN 

Persediaan disajikan sebesar: 

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan 

meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya 

yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, 

rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. 

2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok 

produksi persediaan meliputi biaya langsung yang  terkait dengan persediaan yang 

diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. 
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3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar 

persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang 

memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). 

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan 

nilai wajar. 

Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama Keluar Pertama/Metode 

Rata-rata Tertimbang/Metode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit persediaan 

nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis). 

 

D. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN 

Persediaan dicatat dengan metode perpetual/periodik. 

1. Metode Perpetual 

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap 

ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis 

persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan 

pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, 

persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, 

pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang 

dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. 

2. Metode Periodik 

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan 

ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan 

perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat 

jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan 

untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah 

persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian 

persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal 

persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir 

persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. 
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E. PENYAJIAN 

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian 

persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah. 

 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 
NERACA 

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 
 

(Dalam Rupiah) 
Uraian 20X1 20X0 

Aset  
Aset Lancar 

Kas Di Kas Daerah 
Kas Di Bendahara Pengeluaran 
Kas Di Bendahara Penerimaan 
Investasi Jangka Pendek 
Piutang Pajak 
Piutang Retribusi 
Penyisihan Piutang 
Belanja Dibayar Dimuka 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 
Piutang Lainnya 
Persediaan 

Jumlah Aset Lancar 

 
 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

(xxx) 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

(xxx) 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 

F. PENGUNGKAPAN 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan: 

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 

2. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan 

dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses 

produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan 

barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat; dan 

3. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. 
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Bab 18. Kebijakan Akuntansi Investasi 

  

A. UMUM 

1. Definisi 

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik 

seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi 

merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk 

memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang 

dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam 

rangka manajemen kas.  

2. Klasifikasi 

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek 

dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 

06 tentang Investasi antara lain:  

a. Investasi Jangka Pendek  

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat 

segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. 

Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana 

pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. 

Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda 

dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas 

jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari 

tanggal perolehannya. 

b. Investasi Jangka Panjang 

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka 

waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu: 

1. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen 

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan 

dijual atau ditarik kembali.  
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2. Investasi Jangka Panjang Permanen 

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk 

diperjualbelikan atau ditarik kembali. 

Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut: 

 

B. PENGAKUAN 

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

1. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial 

atau jasa potensial di masa depan; atau 

2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).  

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal 

pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat 

investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan 

dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, 

jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit 

(jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui 

terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-

penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.  

 

C. PENGUKURAN 

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan 

dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis. 

 

1. Pengukuran investasi jangka pendek: 

a. Investasi dalam bentuk surat berharga: 

1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan 

yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya 

lainnya. 

2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau 

harga pasarnya. 
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b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya 

deposito berjangka waktu 6 bulan. 

2. Pengukuran investasi jangka panjang: 

a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi 

investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan 

investasi berkenaan.   

b. Investasi nonpermanen: 

1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar 

nilai perolehannya. 

2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan 

segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. 

3) penanaman modal di proyek-proyek  pembangunan pemerintah daerah (seperti 

proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan 

untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian 

proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak  ketiga. 

3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi 

pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut 

jika harga perolehannya tidak ada.  

4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan 

dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku 

pada tanggal transaksi.  

D. METODE PENILAIAN INVESTASI 

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: 

1. Metode biaya 

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat 

sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang 

diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum 

yang terkait.  

2. Metode ekuitas 

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat 

sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau 

rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. 
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Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima 

dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak 

dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan 

untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya 

perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. 

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih 

yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di 

akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama 

untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.  

 

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:  

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. 

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki 

pengaruh yang signifikan  menggunakan metode ekuitas. 

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. 

d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang 

direalisasikan. 

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan 

faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih 

menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap 

perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan 

investee, 

antara lain: 

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; 

2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi; 

3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee; 

4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan 

direksi. 

 

E. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN 

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi 

jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian 
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dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen. Berikut adalah contoh 

penyajian investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah 

Daerah. 

 

 
 

F. PENGUNGKAPAN 

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya 

mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

(Dalam Rupiah)

20X1 20X0

ASET
ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah xxx xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx

Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx
Investasi Jangka Pendek xxx xxx

Piutang Pajak xxx xxx
Jumlah Aset Lancar xxx xxx

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen

Pinjaman Kepada Perusahaan Negara xxx xxx
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah xxx xxx
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx
Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx

Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx
Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx

Jumlah Investasi Nonpermanen xxx xxx
    Investasi Permanen

       Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx

       Investasi Permanen Lainnya xxx xxx
Jumlah Investasi Permanen xxx xxx
       Jumlah Investasi Jangka Panjang xxx xxx

Uraian

NERACA

PEMERINTAH  PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
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4. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 

5. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; 

6. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek  maupun investasi jangka panjang; 

7. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; 

8. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; 

9. Perubahan pos investasi. 
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Bab 19. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan 

untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah 

daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

2. Klasifikasi 

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam 

aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: 

a. Tanah 

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan 

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi 

siap dipakai. 

b. Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, 

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa 

manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

c. Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam 

kondisi siap dipakai. 

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh 

pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan 

dalam kondisi siap dipakai. 

e. Aset Tetap Lainnya 

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 

kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 

operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 
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f. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses 

pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. 

 

B. PENGAKUAN 

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya 

dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah 

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya 

berpindah.  

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan 

masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang 

masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi 

berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa 

penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan 

penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. 

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. berwujud; 

2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 

3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;  

5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 

6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan 

7. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang 

tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.  

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan 

diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.  

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak 

memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai 

tercatatnya. 
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C. PENGUKURAN ASET TETAP 

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan 

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada 

nilai wajar pada saat perolehan. 

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang 

dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas 

tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam 

proses konstruksi. 

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung 

untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan 

pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang 

terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. 

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar 

pada saat aset tersebut diperoleh. 

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan 

minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan 

minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai 

aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya. 

 

D. PENYAJIAN  

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap 

dalam Neraca Pemerintah Daerah. 
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20X1 20X0

ASET

ASET LANCAR
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

Jumlah Aset Lancar xxx xxx

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen

Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx
Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx
Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx

Jumlah Investasi Nonpermanen xxx xxx
Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx
Investasi Permanen Lainnya xxx xxx

Jumlah Investasi Permanen xxx xxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang xxx xxx

ASET TETAP
Tanah xxx xxx
Peralatan dan Mesin xxx xxx
Gedung dan Bangunan xxx xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx
Aset Tetap Lainnya xxx xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx
Akumulasi Penyusutan xxx xxx

Jumlah Aset Tetap xxx xxx

DANA CADANGAN
Dana Cadangan xxx xxx

Jumlah Dana Cadangan xxx xxx

ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx
Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx
Aset Tak Berwujud xxx xxx
Aset Lain-lain xxx xxx

Jumlah Aset Lainnya xxx xxx

JUMLAH ASET xxx xxx

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NERACA

NERACA ASET TETAP

(Dalam Rupiah)

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 
Piutang Lainnya
Persediaan

Penyisihan Piutang
Belanja Dibayar Dimuka
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Retribusi 

Uraian
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E. PENGUNGKAPAN 

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai 

berikut: 

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); 

2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: 

a) Penambahan; 

b) Pelepasan; 

c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 

d) Mutasi aset tetap lainnya. 

3. Informasi penyusutan, meliputi: 

a) Nilai penyusutan; 

b) Metode penyusutan yang digunakan; 

c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 

d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; 

4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: 

a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 

b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; 

c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;  

d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 

5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi 

aset dimaksud. 
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Bab 20. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses 

pembangunan. 

2. Klasifikasi 

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup  peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 

jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau 

pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada 

saat akhir tahun anggaran.  

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu 

tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode 

akuntansi. 

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui 

pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. 

 

B. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: 

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan 

aset tersebut akan diperoleh; 

2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan 

3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 

 

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan 

untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang 

dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. 

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan 
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2. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; 

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan 

(peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) 

setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan 

tujuan perolehannya. 

 

C. PENGUKURAN 

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. 

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi: 

1. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; 

2. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan 

ke konstruksi tersebut; dan 

3. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. 

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain 

meliputi: 

1. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; 

2. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi; 

3. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan 

konstruksi; 

4. biaya penyewaan sarana dan peralatan; 

5. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan 

konstruksi. 

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat 

dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi: 

1. asuransi; 

2. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan 

konstruksi tertentu; 

3. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang 

bersangkutan seperti biaya inspeksi. 

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan 

rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik 
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yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas 

dasar proporsi biaya langsung. 

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi: 

1. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat 

penyelesaian pekerjaan; 

2. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan 

yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; 

3. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan 

pelaksanaan kontrak konstruksi. 

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak 

konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat 

penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang 

dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. 

 

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa 

konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat 

diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. 

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan 

pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. 

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang 

dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. 

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam 

suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-

masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya 

konstruksi. 

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh 

hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa 

pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. 

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal 

seperti kondisi force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang 

berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur 
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tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama 

pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena 

kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga 

pada periode yang bersangkutan. 

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh 

pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak 

diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan 

yang masih dalam proses pengerjaan. 

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat 

diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang 

berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian 

kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah 

diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman. 

 

D. PENYAJIAN  

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Berikut adalah 

contoh penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca Pemerintah Daerah. 
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E. PENGUNGKAPAN 

20X1 20X0

ASET

ASET LANCAR
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

Jumlah Aset Lancar xxx xxx

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen

Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx
Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx
Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx

Jumlah Investasi Nonpermanen xxx xxx
Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx
Investasi Permanen Lainnya xxx xxx

Jumlah Investasi Permanen xxx xxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang xxx xxx

ASET TETAP
Tanah xxx xxx
Peralatan dan Mesin xxx xxx
Gedung dan Bangunan xxx xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx
Aset Tetap Lainnya xxx xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx
Akumulasi Penyusutan xxx xxx

Jumlah Aset Tetap xxx xxx

DANA CADANGAN
Dana Cadangan xxx xxx

Jumlah Dana Cadangan xxx xxx

ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx
Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx
Aset Tak Berwujud xxx xxx
Aset Lain-lain xxx xxx

Jumlah Aset Lainnya xxx xxx

JUMLAH ASET xxx xxx

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NERACA

NERACA ASET TETAP

(Dalam Rupiah)

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 
Piutang Lainnya
Persediaan

Penyisihan Piutang
Belanja Dibayar Dimuka
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Retribusi 

Uraian
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Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan 

pada akhir periode akuntansi: 

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka 

waktu penyelesaiannya; 

2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya; 

3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar; 

4. Uang muka kerja yang diberikan; 

5. Retensi. 
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Bab 21. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan 

untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 

dipenuhi dalam satu tahun anggaran.  

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan 

ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan 

pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam 

peraturan daerah yang didalamnya mencakup: 

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;  

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer 

kerekening dana cadangan dalam  bentuk rekening tersendiri; 

d. sumber dana cadangan; dan 

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

2. Klasifikasi 

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan 

atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini: 

 

  
Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Jembatan 
 Dana Cadangan Pembangunan Gedung 
 Dana Cadangan Pembangunan Waduk 
 Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada 
 Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 

(PON) 
 Dst…. 

 

B. PENGAKUAN 

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, 

sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk 

penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam 

peraturan daerah. 
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Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke 

Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang 

menggunakan mekanisme LS. 

 

C. PENGUKURAN 

1. Pembentukan Dana Cadangan 

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait 

pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. 

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan 

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga 

diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. 

Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan 

hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.  

3. Pencairan Dana Cadangan 

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat 

perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai 

nominal. 
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No. 20X1 20X0

1 ASET
2
3 ASET LANCAR
4 Kas di Kas Daerah xxx xxx
5 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx
6 Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx
7 Investasi Jangka Pendek xxx xxx
8 Piutang Pajak xxx xxx
9 Piutang Retribusi xxx xxx

10 Penyisihan Piutang xxx xxx
11 Belanja Dibayar Dimuka xxx xxx
12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx
13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx
14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat xxx xxx
15 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx
16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx
17 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx
18 Piutang Lainnya xxx xxx
19 Persediaan xxx xxx
20 Jumlah Aset Lancar xxx xxx
21
22 INVESTASI JANGKA PANJANG
23 Investasi Nonpermanen
24 Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx
25 Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx
26 Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx
27 Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx
28 Jumlah Investasi Nonpermanen xxx xxx
29     Investasi Permanen
30 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx
31 Investasi Permanen Lainnya xxx xxx
32 Jumlah Investasi Permanen xxx xxx
33 Jumlah Investasi Jangka Panjang xxx xxx
34
35 ASET TETAP
36 Tanah xxx xxx
37 Peralatan dan Mesin xxx xxx
38 Gedung dan Bangunan xxx xxx
39 Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx
40 Aset Tetap Lainnya xxx xxx
41 Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx
42 Akumulasi Penyusutan xxx xxx
43 Jumlah Aset Tetap xxx xxx
44
45 DANA CADANGAN
46 Dana Cadangan xxx xxx
47 Jumlah Dana Cadangan xxx xxx
48
49 ASET LAINNYA
50 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx
51 Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx
52 Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx
53 Aset Tak Berwujud xxx xxx
54 Aset Lain-laim xxx xxx
55 Jumlah Aset Lainnya xxx xxx
56
57 JUMLAH ASET xxx xxx
58
59 KEWAJIBAN
60
61 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
62 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) xxx xxx
63 Utang Bunga xxx xxx
64 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx xxx
65 Pendapatan Diterima Dimuka xxx xxx
66 Utang Belanja xxx xxx
67 Utang Jangka Pendek Lainnya xxx xxx
68 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx xxx
69
70 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
71 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxx xxx
72 Utang Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx
73 Premium (Diskonto) Obligasi xxx xxx
74 Utang Jangka Panjang Lainnya xxx xxx
75 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx
76 JUMLAH KEWAJIBAN xxx xxx
77
78 EKUITAS  
79 Ekuitas xxx xxx
80 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA xxx xxx

(Dalam Rupiah)

Uraian

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN 
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E. PENGUNGKAPAN 

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-

kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

1. dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan dana cadangan;  

2. tujuan pembentukan dana cadangan; 

3. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 

4. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke 

rekening dana cadangan; 

5. sumber dana cadangan; dan 

6. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan. 
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Bab 22. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya 

 

A. UMUM 

a. Definisi 

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah 

Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak 

dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana 

cadangan. 

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi 

pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial 

(potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali 

memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi 

laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan 

pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset 

lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam 

pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. 

b. Klasifikasi 

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: 

  
Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran 
 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa 
 Kerjasama Pemanfaatan 
 Bangun Guna Serah 
 Bangun Serah Guna 
Aset Tidak Berwujud Goodwill 
 Lisensi dan Frenchise 
 Hak Cipta 
 Paten 
 Aset Tidak Berwujud Lainnya 
Aset Lain-lain Aset Lain-Lain 

 

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi 

kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD. 

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi: 

a. Tagihan Jangka Panjang; 

b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan  
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c. Aset lain-lain.  

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi: 

a. Aset Tak Berwujud; dan 

b. Aset lain-lain.  

 

B. PENGAKUAN 

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang 

khas, yaitu sebagai berikut: 

1. Tagihan Jangka Panjang 

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti 

kerugian daerah. 

a. Tagihan Penjualan Angsuran 

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari 

penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah 

pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan 

kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan 

III. 

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian 

adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus 

dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah 

melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa 

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). 

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, 

pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan 

prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini 

dapat berupa: 

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa 
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Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian 

kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi 

aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa. 

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) 

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 

Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan 

Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka 

peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama 

pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu 

dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-

pemanfaatan (KSP). 

c. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) 

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah 

menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama 

berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara 

pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut 

fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian 

menyerahkan kembali  bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada 

pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa 

konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-

masing pihak. 

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak 

ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS 

ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. 

d. Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) 

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah 

menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset 

pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor 

tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian 

menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola 

sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. 



 176 

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut 

fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan 

aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban 

pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. 

Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. 

3. Aset Tidak Berwujud (ATB) 

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan 

bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai 

wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 

Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas 

dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses 

pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas: 

a. Goodwill 

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya 

pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan 

selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi 

peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih 

perusahaan. 

b. Hak Paten atau Hak Cipta 

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan 

intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat 

menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini 

dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak 

berhak untuk memanfaatkannya.  

c. Royalti 

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak 

paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi 

atau perusahaan lain. 
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d. Software 

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software 

yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi 

software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui 

sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas 

software berkenaan. 

e. Lisensi 

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan 

kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat 

ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam 

jangka waktu dan syarat tertentu. 

f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang 

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu 

kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 

dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. 

g. Aset Tak Berwujud Lainnya 

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. 

h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan 

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh 

secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran 

atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi 

seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan 

tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud 

dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan 

selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. 

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika: 

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan 

atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas 

pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan 
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b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. 

4. Aset Lain-Lain 

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 

direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, 

usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses 

pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset 

lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan 

direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. 

 

C. PENGUKURAN 

5. Tagihan Jangka Panjang 

i. Tagihan Penjualan Angsuran 

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara 

penjualan aset yang bersangkutan. 

ii. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen 

pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM). 

 

6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

i. Sewa 

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset  yang 

bersangkutan. 

ii. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) 

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian 

atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya 

uji. 

iii. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) 

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah 

kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. 
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iv. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) 

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset 

tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang 

dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. 

7. Aset Tidak Berwujud 

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar 

entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk 

digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa 

potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas 

pemerintah daerah tersebut.  

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari: 

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan 

potongan harga dan rabat;  

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut 

ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang 

dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: 

1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; 

2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat 

digunakan; 

3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. 

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah: 

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, 

diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak 

memenuhi kriteria pengakuan. 

b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas 

sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak 

berwujud di kemudian hari. 

c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka 

pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan 

aplikasi.  
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Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya 

perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar. 

8. Aset Lain-lain 

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang 

dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi 

ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya. 

 

AMORTISASI 

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang 

memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak 

berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. 

Amortisasi dapat dikukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo 

menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas 

pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola 

konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut 

tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan 

setiap akhir periode. 

 

D. PENYAJIAN  

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset 

lainnya dalam neraca pemerintah daerah. 
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E. PENGUNGKAPAN 

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya 

harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

7. besaran dan rincian aset lainnya; 

8. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud; 

9. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); 

10. informasi lainnya yang penting. 

 

  

NERACA
PEMERINTAH  PROVINSI/KABUPATEN /KOTA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

20X1 20X0

ASET
ASET TETAP

Tanah xxx xxx
Peralatan dan Mesin xxx xxx
Gedung dan Bangunan xxx xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx
Aset Tetap Lainnya xxx xxx
Konstruksi  dalam Pengerjaan xxx xxx
Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx)

Jumlah Aset Tetap xxx xxx
DANA CADANGAN
    Dana Cadangan xxx xxx

Jumlah Dana Cadangan xxx xxx
ASET LAINNYA
   Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx
   Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx
   Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx
   Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx
   Aset Tak Berwujud xxx xxx
   Aset Lain-Lain xxx xxx

Jumlah Aset Lainnya xxx xxx
       JUMLAH ASET xxxx xxxx

Uraian
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Bab 23. Kebijakan Akuntansi Kewajiban 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang 

Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa 

masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan 

pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada 

pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas 

lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat 

dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan 

perundang-undangan. 

2. Klasifikasi 

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu 

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut 

PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain: 

c. Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam 

waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek 

antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, 

utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), 

dan bagian lancar utang jangka panjang. 

 

d. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam 

waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang 

akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban 

jangka panjang jika: 

1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan 
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2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut 

atas dasar jangka panjang; 

3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali 

(refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang 

diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. 

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut: 

  
Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 
 Utang Bunga 
 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
 Pendapatan Diterima Dimuka 
 Utang Belanja 
 Utang Jangka Pendek Lainnya 
Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri 
 Utang Jangka Panjang Lainnya 

 

 

B. PENGAKUAN 

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di 

masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari: 

1. Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions) 

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah 

menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau 

sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK. 

2. Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions) 

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah 

berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa 

depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah 

dianggarkan. 

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government-related events) 

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika 

pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi 

sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti 
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rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah 

daerah. 

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge events) 

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah 

daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan 

kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi 

pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan 

akibat bencana alam di masa depan. 

 

C. PENGUKURAN 

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban 

tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata 

uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan 

nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos 

mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk 

masing-masing pos kewajiban. 

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda 

berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran 

kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek. 

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga 

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas 

barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas 

jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: 

Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang 

ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus 

berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan 

pekerjaan. 

2. Pengukuran Utang Transfer 

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan 

pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang 

transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3. Pengukuran Utang Bunga 
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Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan 

diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang 

berkaitan. 

4. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada 

pihak lain di akhir periode.  

5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam 

waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 

6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya 

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-

masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan 

keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas 

penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. 

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan 

karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, 

yaitu: 

1. Utang yang tidak diperjualbelikan 

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan 

bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan 

pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank. 

2. Utang yang diperjualbelikan 

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. 

Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan 

memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas 

utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. 

Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan 

bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas 

dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode 

penjualan hingga jatuh tempo. 

 

 



 186 

D. PENYAJIAN 

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan 

dalam neraca disisi pasiva. Berikut adalah contoh penyajian kewajiban jangka pendek 

dan kewajiban jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah. 

 
 

 

 

 

E. PENGUNGKAPAN 

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, 

harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut: 

NERACA
PEMERINTAH  PROVINSI/KABUPATEN /KOTA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

20X1 20X0
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
   Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) xxx xxx
   Utang Bunga xxx xxx

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat xxx xxx
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank xxx xxx
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank xxx xxx
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya xxx xxx

   Utang Jangka Pendek Lainnya xxx xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx xxx

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat xxx xxx
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank xxx xxx
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank xxx xxx
Utang Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx
Utang Jangka Panjang Lainnya xxx xxx

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx
       JUMLAH KEWAJIBAN xxx xxx

Uraian
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1. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan 

berdasarkan pemberi pinjaman; 

2. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang 

pemerintah dan jatuh temponya; 

3. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; 

4. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; 

5. perjanjian restrukturisasi utang meliputi: 

a. pengurangan pinjaman; 

b. modifikasi persyaratan utang; 

c. pengurangan tingkat bunga pinjaman; 

d. pengunduran jatuh tempo pinjaman; 

e. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan 

f. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. 

6. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang 

berdasarkan kreditur. 

7. biaya pinjaman: 

a. perlakuan biaya pinjaman; 

b. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan 

c. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan 
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Bab 24. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan 

  
A. UMUM 

a. Definisi 

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji 

dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan 

merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang 

seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode 

sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan 

kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena 

keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, 

kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga 

bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula 

ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan 

terhadap beberapa kesalahan tersebut. 

b. Klasifikasi 

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis: 

a. Kesalahan tidak berulang 

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi 

kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis: 

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; 

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. 

b. Kesalahan berulang 

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) 

dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. 

Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga 

perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. 
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B. PERLAKUAN 

1. Kesalahan tidak berulang 

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan 

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, 

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. 

Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban. 

Contoh : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang 

bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan 

pengiriman oleh pemerintah pusat. 

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya 

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam 

periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan 

dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut 

sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang  berbeda. 

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan 

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan 

pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun 

belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan 

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan 

penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode 

tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan 

dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal 

mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo 

Anggaran Lebih. 

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi 

pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, 

apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan 

pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. 
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Contoh : pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan 

transfer oleh Pemerintah Pusat 

2. Kesalahan berulang 

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah 

(normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara 

berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan 

koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. 

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi 

pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi 

pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. 
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